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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa ekonomi syariah antara PT Bank BNI
Syariah dan nasabah pembiayaan murabahah akibat peristiwa force majeure berupa bencana
tsunami di Kota Palu. Bencana tersebut menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan dan
kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan murabahah, sehingga pihak
nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palu. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembiayaan murabahah serta
penerapan konsep force majeure dalam perkara wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder, data berupa Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA Pal, peraturan
perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak dalil force majeure yang diajukan
Penggugat akibat gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, karena peristiwa tersebut tidak memenuhi
unsur ketidakmungkinan mutlak, mengingat objek akad murabahah masih ada dan tetap dapat
dimanfaatkan. Putusan hakim didasarkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata dengan
mempertimbangkan alat bukti, kondisi objek akad, serta keterangan saksi, guna mewujudkan
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, hakim menegaskan adanya itikad baik
penggugat melalui upaya restrukturisasi pembiayaan, sementara tergugat tetap dinilai melakukan
wanprestasi. Dalam perspektif KHES dan hukum Islam, putusan ini menegaskan prinsip
kepatuhan terhadap akad serta penerapan kaidah al-masyaqgah tajlibu al-taysir yang bersifat
terbatas (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta kaidah al-ghorni bil ghurni (beban sebanding
dengan keuntungan) dan al-kharaj bid-dhaman (manfaat sejalan dengan tanggung jawab),
sehingga kewajiban pembayaran tidak gugur.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Force Majeure, Wanprestasi, Putusan Perkara
Nomor 97/PDT.G/2020/PA. PAL
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ABSTRACT

This research is motivated by a sharia economic dispute between PT Bank BNI Syariah
and a murabahabh financing customer arising from a force majeure event in the form of the tsunami
disaster in Palu City. The disaster caused the customer to experience delays and failure in fulfilling
murabahah financing payment obligations, leading the customer to file a lawsuit with the Palu
Religious Court. This study aims to analyze the judge’s legal considerations in resolving murabahah
financing cases as well as the application of the force majeure concept in breach of contract cases
based on Decision Number 97/Pdt.G/2020/PA.PAL.

The research method employed is normative legal research using a statutory approach and
a case approach. The data sources consist of primary and secondary data, including the Decision
of the Palu Religious Court Number 97/Pdt.G/2020/PA.PAL, statutory regulations, and the
Compilation of Sharia Economic Law. Data were collected through library research and
documentation, while data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical
method.

The research findings show that the judge rejected the force majeure argument submitted
by the Plaintiff due to the earthquake and tsunami in Palu City, because the event did not meet the
element of absolute impossibility, given that the object of the murabahah contract still existed and
could still be utilized. The judge’s decision was based on Articles 1244 and 1445 of the Indonesian
Civil Code, taking into account the evidence, the condition of the contract object, and witness
testimony, in order to realize legal certainty, utility, and justice. Furthermore, the judge emphasized
the Plaintiff’s good faith through efforts to restructure the financing, while the Defendant was still
deemed to have committed a breach of contract. From the perspective of KHES and Islamic law,
this decision affirms the principle of compliance with contracts, as well as the application of the
maxim al-masyaqqah tajlibu al-taysir (hardship brings about facilitation) in a limited sense, along
with the maxims al-ghorni bil ghurni (liability is proportional to gain) and al-kharaj bid-dhaman
(benefit is accompanied by responsibility), thereby affirming that the obligation of payment is not
extinguished

Keywords: Judicial Legal Considerations, Force Majeure, Breach of Contract, Court Decision
Number 97/Pdt.G/2020/PA.PAL
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Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai

dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih
baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Al — Bagarah Ayat 280)

“Siapa saja yang berhutang dan tidak mau melunasi maka ia akan bertemu dengan
Alah SWT (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (H.R. Ibnu Majah
No. 2410)

“Sesungguhnya allah maha menolong hambanya yang sedang mengalami
kesususahan, dan sebaiknya sesama manusia saling tolong-menolong dan dapat

bermanfaat bagi orang lain.” (Fina Mafatikul Khilmi)



TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam
bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi
didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o ba’ b be
- ta’ t te
& s s| es (dengan titik di atas)
c jim J je
c h h{ ha (dengan titik di bawah)
c kha’ kh ka dan ha
R Dal d de
R zal Z| ze (dengan titik di atas)
) ra’ r er
5 Zai z zet
. Sin S es
5 Syin sy es dan ye




o Sad s{ es (dengan titik di bawah)
2 Dad d{ de (dengan titik di bawah)
L ta’ t{ te (dengan titik di bawah)
b za’ z{ zet (dengan titik di
bawah)

¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain g ge

b fa’ f ef

K Qaf q qi

9 Kaf k ka

J Lam 1 ‘el

. Mim m ‘em

R Nun n ‘em

P Waw w w

A ha’ h ha

. Hamzah ’ apostrof

< ya’ y ye

Xi




2. Konsonan Rangkap karena Syadd ditulis rangkap

35dnte ditulis Muta ‘addidah

e ditulis “iddah

3. Ta’Marbit}! ah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis 4

R ditulis h}ikmah

iy ditulis jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang “af” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan £

Ul s ditulis Kara>mah al-

auliya>’

c. Bila ta’marbit} ah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau

dammah ditulis dengan ¢

Lalisls; ditulis Zaka>tal - fit} r

4. Vokal Pendek

. fathah ditulis a
_ kasrah ditulis i
2 dammah ditulis u

5. Vokal Panjang

Xii




Fathah + alif ditulis a>
el ja>hiliyah
Fathah + ya’ mati ditulis a>
e tansa>
Kasrah + ya’ mati ditulis r
oS karim
Dammah + wawu mati ditulis ditulis i
Iy Sfurid)
6. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ai
ditulis )
S bainakum
Fathah + wawu mati au
; ditulis
Jsb gaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

v:sff ditulis a’antum
el ditulis u ‘iddat
AR ditulis la’in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ST,

ditulis

al-Qura>n
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Al

ditulis

al-Qiya>s

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan Menolak huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya.

cled)

ditulis

as-Sama>

i)

ditulis

asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya
BT ditulis Z|awi> al-firiid}
LwdSal ditulis ahl al-sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia membawa
konsekuensi meningkatnya sengketa ekonomi syariah, khususnya yang
berkaitan dengan pembiayaan akad murabahah. Murabahah merupakan akad
yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah karena
dianggap sederhana dan memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga
keuangan syariah.! Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa
akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran sehingga
menimbulkan wanprestasi.?

Dalam sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah, peran hakim
menjadi sangat sentral, khususnya dalam menilai apakah kegagalan debitur
memenuhi prestasi merupakan bentuk kelalaian atau justru disebabkan oleh
keadaan memaksa (force majeure). Oleh karena itu, pertimbangan hukum
hakim (legal reasoning) menjadi penentu utama keadilan putusan, karena
melalui pertimbangan tersebut hakim mengkaji fakta hukum, norma yang
berlaku, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.> Hukum berfungsi
sebagai salah satu penegakkan hukum (law inforcement) agar kehendak hukum
dapat ditegakan, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen
hukum dapat diwujudkan. Sedangkan cita-cita dalam hukum tentu secara
sungguh-sungguh dapat diraih agar hukum tersebut digunakan untuk
membenarkan tindakan tindakan yang dilakukan (to use the law to legitimate

their actions).

Arini Ayatik, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tekton, Sesuai Dengan and
Prinsip Syariah, “Jurnal Supremasi,” 01, no. 02 (2022): 53-67.

2 Jurnal Alsyirkah and Jurnal Ekonomi Syariah, “JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal
Ekonomi Syariah) Volume3 Nomor 2 Oktober 2022, HIm 20-27” 3 (2022): 20-27.

3 christiani Widowati, “Asas Contra Legem Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim
Untuk Menegakkan Keadilan Di Indonesia (Analisis Filosofis Putusan Perdata Bidang Hukum
Keluarga) Christiani Widowati, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum” 2 (2023): 307-18.



Hakim berfungsi sebagai penegak keadilan yang menerapkan
hukum dengan sebaik-baiknya, serta tanggung jawab hakim sebagai
pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti dan fakta yang ada, dan
juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam setiap perkara untuk
menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Hal ini peran hakim dapat
dinilai melalui keputusan-keputusanya agar mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat.* Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum didasarkan
pada (ratio decidendi), penalaran hakim (legal reasoning),” dan
menyelesaikan permasalahan perdata oleh paa pihak yang bersengketa.®

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam perkara wanprestasi
adalah penggunaan alasan force majeure oleh debitur. Force majeure
merupakan keadaan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga menyebabkan prestasi tidak dapat
dipenuhi.” Dalam hukum perjanjian, force majeure pada prinsipnya dapat
membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi, sepanjang dapat
dibuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar menghalangi pelaksanaan
prestasi dan tidak disebabkan oleh kesalahan debitur. Namun, dalam praktik
peradilan, penerapan force majeure sering menimbulkan perbedaan
penafsiran, terutama dalam perkara ekonomi syariah.

Hal ini berdasarkan permasalahan penelitian yang ada dalam studi
putusan perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA. PAL antara pihak debitur dan
kreditur atau disebut juga sebagai Penggugat (Nasabah) dengan Tergugat
(PT Bank BNI Syariah) sudah sepakat mengadakan perjanjian pembaiyaan
akad murabahah yang tercantum pada Nomor akad pembaiayaan
murabahah yaitu PAL/2013/060. Pada tanggal 14 Maret 2013 dengan

4 Besty Habeahan and Sena Rusiana Siallagan, “COVID-19 02 (2021), hal. 168-80.

5 Sudirman, Antonius, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari
Perspektif IImu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2007)

& Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,
2003), hal. 2

”P N Jmb, Kusuma Wardani, and M Yusuf, “Aspek Pidana Dalam Undang-Undang
Jaminan Fidusia Menurut Hukum Pidana Islam ( Analisis Putusan No . 509 / Pid . Sus /2021 /”
14, no. 1 (2023): 30-43.



pembiayaan sebesar Rp 728. 960. 000; 00. (Tujuh Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dan sesuai dengan hal
itu pihak Penggugat dan Tergugat melaksanakan perjanjian sebagaimana
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338.2 Tujuan dari
pembiayaan Murabahah tercantum pada pasal 2 tentang pembiayaan, adalah
Penggugat melakukan pembelian 1 (satu) unit Rumah tinggal sesuai SHM
No.741/Boyaoge tertanggal 20 November 2006, luas tanah 362 M2 dan luas
bangunan kurang lebih 159 M2, yang berlokasi di Jalan Anggur Il No.3
Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Palu Sulawesi Tengah.

Kewajiban Penggugat dalam melaksanakan pembayaran angsuran
kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 25 September 2018 dan tidak pernah terjadi tunggakan angsuran.
Namun pada tanggal 28 September 2018, Penggugat mengalami bencana
alam gempa bumi dan tsunami sehingga dijalan S. Manonda No0.81 RT.009
RW.004 Kelurahan Boyaoge mengalami kerusakan parah dan tidak bisa
ditempati lagi, sedangkan rumah di jalan Anggur Il yang dijadikan agunan
pada pihak Bank mengalami retak-retak bagian dinding dan lantai akibat
pergeseran tanah, atas kejadian tersebut.

Dalam sengketa pembiayaan murabahah antara Penggugat dan
Tergugat pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL, Penggugat
mengajukan alasan force majeure akibat bencana alam (gempa bumi dan
tsunami) yang merusak properti dan menurunkan kemampuan ekonominya
sehingga tidak dapat membayar angsuran. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2)
KHI, force majeure terjadi akibat peristiwa di luar kendali pihak yang
mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban. Namun, hakim
menilai bahwa Penggugat tidak dapat Menolak force majeure sebagai alasan
untuk membebaskan diri dari kewajiban Tergugat yang sering terlambat
membayar kewajiban. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa

akad murabahah bil wakalah yang dilakukan sah secara hukum (Pasal 1320

8 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233
Sampai 1456 BW, PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta.2008. hal 78



KUHPerdata dan Pasal 28 KHI), dan pihak-pihak telah sepakat
melaksanakan perjanjian secara sadar dan sah. Oleh karena itu, gugatan
Penggugat terkait force majeure ditolak, dan kewajiban pembayaran tetap
berlaku. Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) menyebutkan
keadaan force majeure, dimana keadaan tersebut adalah peristiwa atau
keadaan terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu pihak dan
mengakibatkan tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-
kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.® Bahwa force majeure
dalam kasus ini mengakibatkan keadaan memaksa dimana kreditur tidak
dapat memenuhi kewajibanya untuk membayar hutang.® Selain itu karena
keadaan memaksa, kreditur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa
yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat.!
Pada prinsipnya, force majeure merupakan keadaan memaksa yang
terjadi akibat peristiwa di luar kemampuan dan kehendak para pihak, yang
tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, sehingga menyebabkan
debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya. Dalam keadaan demikian,
debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan dibebaskan
dari kewajiban membayar ganti rugi. Ketentuan tersebut secara tegas diatur
dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yang menegaskan bahwa debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian
apabila kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa
(overmacht). Artinya keadaan force majeure melakukan prestasinya karena
keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak,
keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjwaban kepada

debitur, pada intinya antara kreditur dan debitur selanjutnya diatur dalam

° Harlina, Yuni, and Hellen Lastfitriani. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi
(Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian
Rumah.” Hukum Islam 17, no. 1 (2017).

©Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum. (Kencana Prenana Media
Group.Jakarta.2005)

11 Handri Raharjo. Hukum Perjanjian di Indonesia. (Pustaka Yustitia. Yogyakarta
2009)



KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.12 Namun di dalam putusan perkara
Nomor 97/Pdt.G/2020/PA. PAL Tergugat tetap menganggap dan
melakukan upaya hukum kepada Pengugat, Tergugat menganggap
Penggugat melakukan wanprestasi sebagai alasan untuk tidak membayar
hutang nya kepada debitur karena keadaan memaksa force majeure akibat
gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Kota
Palu memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah antara Nasabah dengan
PT Bank BNI Syariah secara penuh dan sadar melakukan perjanjian yang
sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum,
obyek tertentu dan kausa yang halal. Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah yang berbunyi:

“Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-
syaratnya yaitu 1) Pihak-pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam
melakukan perbuatan hukum; 2) Obyek akad mengenai hal yang
dihalalkan, 3) Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad dan 4)
Adanya kesepakatan;”

Kemudian hakim Pengadilan Agama Kota Palu juga berpedoman
pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana
diamanatkan oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2008.3 Kemudian hakim juga
menerapkan Pasal 36 KHES bahwa ingkar janji terjadi apabila salah satu
pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.'* Sehingga pada
uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tesis dengan
judul: “Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Alasan Force Majeure
Dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah (Studi Putusan
Perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/Pa. Pal)”

2Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak
Komersial (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), hal. 263-264.

13 Alda Kartika Yudha, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,” Al-Ahkam: Jurnal limu Syariah, Vol. 28 No. 1,
2018.

14 Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum
Kontrak Indonesia,” Veritas et Justitia, Vol. 1 No. 1, 2015.Habeahan and Siallagan, “COVID-
19.”



B. Batasan dan Rumusan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada kajian dasar pertimbangan hakim dalam
menyelesaikan perkara pembiayaan dengan akad murabahah serta
penerapan konsep force majeure dalam perkara wanprestasi. Pembahasan
difokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara
pembiayaan murabahah?

2. Bagaimana konsep force majeure dalam perkara wanprestasi
pembiayaan akad murabahah Studi Putusan Perkara Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL?

C. Tujuan Penelitan

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan
perkara pembiayaan murabahah?

2. Untuk mengetahui dan menganalis konsep force majeure dalam
perkara wanprestasi pembiayaan akad murabahah Studi Putusan
Perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL?

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua). Manfaat secara
teoritis dan manfaat praktis. Berikut uraian manfaat dalam penelitian ini
yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi
syariah, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai dasar
pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) dalam penyelesaian
sengketa pembiayaan akad murabahah serta penerapan konsep force

majeure dalam perkara wanprestasi.



2. Manfaat Praktis
a. Pengadilan Agama Palu
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim
dalam membuat keputusan, maka dapat diharapkan penelitian ini
menjadi bahan masukan pertimbangan bagi hakim Pengadilan
Agama Kota Palu, khususnya dalam memeriksa dan memutus
perkara sengketa pembiayaan akad murabahah. Melalui analisis
pertimbangan  hukum  hakim  dalam  Putusan  Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL, penelitian ini dapat memberikan gambaran
mengenai penerapan konsep wanprestasi dan force majeure secara
tepat, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
b. PT Bank Negara Indonesia Syariah
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi
kreditur, khususnya lembaga keuangan syariah, sebagai bahan
pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan akad pembiayaan
murabahah agar sesuai dengan prinsip hukum dan ketentuan syariah.
Hasil penelitian ini dapat membantu kreditur memahami pola
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi,
sehingga dapat meminimalkan risiko sengketa serta memperkuat
posisi hukum kreditur apabila terjadi pelanggaran akad oleh debitur.
Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi kreditur
dalam menyiapkan bukti, merumuskan klausul perjanjian, serta
menentukan langkah hukum yang tepat dalam penyelesaian
sengketa pembiayaan murabahah di peradilan agama.
c. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
memperkaya referensi ilmiah terkait pertimbangan hukum hakim

dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah.



E. Metode Penelitian
1. Pardigma dan Pendekatan

Penggunaan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini
dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum dan
pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara wanprestasi
pembiayaan murabahah. Penelitian hukum normatif tepat digunakan
ketika penelitian tidak meneliti perilaku hukum masyarakat secara
empiris, melainkan menelaah hukum sebagai kaidah tertulis yang
berlaku dan diterapkan oleh lembaga peradilan. Dalam konteks ini,
hukum dipahami sebagai sistem norma yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan
pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan putusan hakim
sebagai sumber utama untuk menilai bagaimana hukum diterapkan
secara konkret (law in action), khususnya dalam perkara pembiayaan
murabahah yang diselesaikan di peradilan agama.*®

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan
untuk mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan
ketentuan normatif yang berlaku, seperti Undang-Undang Perbankan
Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan
terkait hukum perjanjian. Pendekatan ini penting untuk melihat apakah
putusan hakim telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan
konsistensi norma.'® Sementara itu, pendekatan kasus (case approach)
digunakan untuk menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan
Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL. Melalui pendekatan ini,
penelitian berupaya mengungkap pola penalaran hukum (legal
reasoning), dasar pertimbangan hakim, serta penerapan konsep

wanprestasi dan force majeure dalam pembiayaan murabahah.’Dengan

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 13.

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017), him. 35.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2014), him. 51.



demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga
analitis dan preskriptif, yaitu memberikan penilaian terhadap penerapan
hukum yang dilakukan hakim. Pendekatan normatif dengan analisis
putusan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait
penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di lingkungan peradilan
agama.
2. Sumber Primer dan Sekunder

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) yang bertujuan memperoleh data primer, sekunder, dan tersier
sebagai bahan analisis. Sumber-sumber data tersebut digunakan untuk
mendukung pemahaman mengenai hukum yang berlaku, teori-teori
yang relevan, serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa
pembiayaan murabahah.

Sumber primer adalah bahan hukum yang mengikat dan menjadi
fokus utama analisis penelitian.’® Dalam penelitian ini, sumber primer
terdiri atas salinan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
mengenai perjanjian murabahah, serta salinan akad pembiayaan
murabahah yang digunakan dalam kasus tersebut. Putusan pengadilan
menjadi dokumen sentral penelitian karena memuat kronologi perkara,
pertimbangan hukum hakim, dan keputusan akhir yang diambil.®
Dengan menganalisis putusan ini secara mendalam, peneliti dapat
mengungkap fakta-fakta riil terkait sengketa, menilai penerapan konsep
wanprestasi dan force majeure, serta memahami cara hakim
menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam praktik.Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai acuan normatif untuk

menilai keabsahan akad murabahah dan kesesuaian pertimbangan

18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema
Insani, 2018), him. 101.

19 Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah,” Jurnal Al-Igtishad, Vol. 6, No. 2 (2014):
214-230.
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hakim dengan prinsip hukum ekonomi syariah.?® Sedangkan salinan
akad pembiayaan murabahah digunakan untuk menelaah isi perjanjian
antara kreditur dan debitur, termasuk klausul yang relevan dengan
kewajiban, hak, dan risiko wanprestasi. Analisis terhadap sumber primer
ini dilakukan secara cermat untuk mendapatkan temuan hukum yang
akurat dan dapat dianalisis secara mendalam

Sumber sekunder merupakan literatur yang menjelaskan,
menafsirkan, atau mendukung bahan hukum primer. Sumber sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku akademik
dan artikel jurnal yang membahas hukum perbankan syariah, hukum
perjanjian, teori hukum wanprestasi, dan force majeure, serta praktik
peradilan agama. Literatur ini membantu peneliti menafsirkan bahan
hukum primer, membandingkan teori dan praktik, serta memperkuat
analisis terhadap putusan pengadilan.?! Contoh sumber sekunder yang
digunakan antara lain buku teori hukum dan perbankan syariah serta
artikel jurnal ilmiah terkait akad murabahah dan praktik peradilan
agama. Selain itu, sumber sekunder juga digunakan untuk memahami
asas-asas hukum, doktrin hukum, dan argumentasi hukum yang dapat
diterapkan pada kasus konkret. Dengan demikian, literatur sekunder
tidak hanya melengkapi sumber primer, tetapi juga memberikan
perspektif teoritis yang mendalam untuk analisis hukum normatif.
Sumber tersier berfungsi sebagai bahan penunjang untuk memperjelas
istilah, definisi, dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.
Contoh sumber tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum,
komentar terhadap perundang-undangan seperti KUHPerdata, serta
literatur referensi lain yang mendukung pemahaman terminologi

hukum. Sumber tersier ini membantu peneliti memahami konsep-

20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II, Bab Il tentang Perjanjian
Murabahah.

21 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
2016), him. 108.
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konsep hukum secara lebih luas dan memastikan analisis putusan serta
literatur hukum primer dan sekunder dilakukan dengan tepat.
. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber
dari dokumen tertulis. Dokumen-dokumen yang dimaksud dapat berupa
buku, arsip, surat-surat resmi, rekaman, laporan, atau dokumen hukum
lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Metode dokumentasi
dipilih karena penelitian ini bersifat kepustakaan (library research),
sehingga fokus utama adalah memperoleh data dari sumber tertulis yang
dapat dijadikan dasar analisis normatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di
mana peneliti menelaah dan mengakses berbagai sumber informasi.
Sumber-sumber tersebut mencakup buku, artikel jurnal, dokumen
hukum, serta sumber elektronik yang berhubungan dengan pembiayaan
murabahah, hukum perjanjian, wanprestasi, dan alasan force majeure.
Studi pustaka memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang
lengkap, relevan, dan sistematis dari berbagai literatur yang mendukung
analisis hukum. 2 Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data
melalui studi pustaka dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen
utama, seperti salinan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
dan salinan akad pembiayaan murabahah. Dokumen-dokumen ini
dianalisis secara mendalam untuk memahami legal reasoning hakim,
termasuk penerapan prinsip force majeure dan wanprestasi dalam
praktek pembiayaan murabahah. Melalui metode dokumentasi dan studi
pustaka, penelitian ini dapat memperoleh data yang valid dan relevan,

memungkinkan peneliti melakukan analisis yang sistematis terhadap

22 Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta,2019), hal.101
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pertimbangan hukum hakim, teori-teori hukum yang berlaku, serta
penerapan norma dalam sengketa pembiayaan murabahah.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif,
yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap
fenomena hukum yang terjadi, bukan hanya sekadar menggambarkan
data secara kuantitatif. Teknik analisis data sendiri merupakan
serangkaian kegiatan yang bertujuan mengolah data yang telah
dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik berupa
penemuan baru maupun kebenaran hipotesis. Dalam penelitian ini,
teknik analisis yang digunakan adalah content analysis, yaitu metode
untuk menguraikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari isi
dokumen secara objektif. Adapun kerangka analisis mengikuti model
Miles dan Huberman (1994), yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu:
pengumpulan data (data collection), reduksi data (data condensation),
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi

(conclusion/verification).?®

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring, merangkum, dan
memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai topik penelitian.?*
Proses ini bertujuan menonjolkan tema dan pola yang muncul dari
data sehingga mempermudah tahap pengumpulan dan analisis
berikutnya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan
mengkaji Putusan Perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL, yang
menjadi sumber primer. Selain itu, data pendukung diperoleh
melalui dokumen hukum, buku, artikel, dan peraturan yang relevan

dengan pembiayaan murabahah dan wanprestasi. Semua data

2 Sujono, Abdurrahman, Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), hal. 13.

2 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded
Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications, him. 10-12.
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tersebut kemudian dianalisis secara selektif untuk menyoroti aspek
pertimbangan hakim dan penerapan konsep force majeure.

b. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian hasil reduksi
data agar mudah dipahami dan dianalisis. Bentuk penyajian dapat
berupa tabel, diagram, atau narasi deskriptif yang menggambarkan
temuan penelitian terkait putusan hakim.?® Dalam penelitian ini,
seluruh data primer dan sekunder diklasifikasikan dan disusun
secara sistematis. Data primer mencakup putusan perkara,
sementara data sekunder berasal dari literatur hukum dan peraturan
terkait. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melakukan
analisis kualitatif terhadap pertimbangan hakim, bukan sekadar
mendeskripsikan fakta.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya.?® Maka dalam penelitian ini di lakukan analisa
kualitatif. Analisa kualitatif adalah metode analisis data yang
mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari
penelitian dan kebenarannya kemudian dihubungan dengan teori-
teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh
jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu metode
analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan

sebenarnya. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji secara mendalam

%5 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta, him. 145-147.
% Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2018)
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menganai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL.
F. Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan

Bab | Pendahuluan memuat isi latar belakang masalah, batasan dan
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
serta sistematika penulisan.
BAB Il Landasan Teori

Penelitian ini  berlandaskan pada beberapa teori utama:
pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah, prinsip dan teori perjanjian khususnya akad murabahah, serta
konsep wanprestasi dan force majeure menurut hukum perdata dan hukum
Islam. Landasan teori juga merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) yang menekankan keadilan, itikad baik, dan kepatuhan
terhadap akad. Sebagai ilustrasi konkret, kajian ini meninjau Putusan
Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL, yang menjadi dasar analisis pertimbangan
hakim dalam menolak alasan force majeure pada perkara pembiayaan
murabahah.
BAB 111 Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian berdasarkan Putusan Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL dari Pengadilan Agama Kota Palu. Fokus utama
pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan
sengketa pembiayaan murabahah akibat force majeure berupa bencana
tsunami. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menjelaskan
fakta persidangan, posisi para pihak, dalil dan bukti yang diajukan, serta
dasar hukum yang digunakan majelis hakim. Selain itu, bab ini menelaah
penerapan konsep wanprestasi dan force majeure, mengevaluasi apakah
pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan prinsip-prinsip hukum
Islam. Analisis mencakup pemeriksaan fakta persidangan, evaluasi bukti,

kondisi objek akad, dan keterangan saksi.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak dalil force
majeure, karena  peristiwa tsunami tidak memenuhi  unsur
ketidakmungkinan mutlak; objek akad murabahah tetap ada dan dapat
dimanfaatkan. Dasar pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 1244 dan
1445 KUHPerdata, bukti persidangan, kondisi akad, dan keterangan saksi,
dengan tujuan memastikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Walaupun nasabah menunjukkan upaya itikad baik melalui restrukturisasi,
kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi, sehingga wanprestasi tetap
terjadi. Dalam perspektif KHES dan hukum Islam, putusan ini menegaskan
kepatuhan terhadap akad dan penerapan prinsip figh, termasuk al-
masyaqqgah tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), al-
ghorni bil-ghurni (beban sebanding dengan keuntungan), dan al-kharaj bid-
dhaman (manfaat sejalan dengan tanggung jawab). Dengan pendekatan
deskriptif ini, pembaca dapat memahami secara menyeluruh alasan hakim
menolak dalil force majeure dan menegakkan kewajiban pembayaran
nasabah meskipun terjadi bencana alam.

Bab IV Simpulan Dan Saran

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL menolak seluruh gugatan
nasabah dan membebankan biaya perkara, karena dalil force majeure tidak
terbukti sehingga kewajiban akad murabahah tetap berlaku. Hakim
menekankan kepastian hukum, integritas akad, dan pertimbangan hukum
yang komprehensif, merujuk Pasal 1244 dan 1445 KUHPerdata serta
prinsip KHES dan hukum Islam, termasuk al-masyaqqgah tajlibu al-taysir
dan al-ghorni bil-ghurni. Saran penelitian menekankan pentingnya klausul
force majeure yang jelas dalam perjanjian untuk mengelola risiko, serta
perlunya hakim memastikan penerapannya agar putusan adil dan sesuai

prinsip syariah.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hukum Hakim
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memegang peran strategis dalam penyelesaian
sengketa hukum, khususnya yang diajukan melalui proses persidangan.
Sebagai simbol lembaga peradilan, hakim memiliki kewenangan
menegakkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang adil, tepat, dan
sesuai prinsip kepastian hukum. Agar putusan tersebut objektif, hakim
harus terlebih dahulu memverifikasi fakta, peristiwa, dan bukti yang
diajukan pihak-pihak dalam persidangan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali,
memahami, dan menyesuaikan putusannya dengan nilai-nilai hukum
serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.?’ Hal ini menekankan
bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara mekanis,
tetapi juga harus memadukan penalaran hukum (legal reasoning)
dalam setiap keputusan, untuk menilai benar-salahnya suatu tindakan
secara logis dan rasional. legal reasoning merupakan kemampuan
hakim untukmembangun argumentasi hukum atas fakta konkret, baik
dalam perkara perdata, pidana, maupun administratif. Penalaran hukum
ini mencakup identifikasi fakta, analisis bukti, penerapan norma
hukum, dan pengambilan keputusan berdasarkan logika yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan penalaran hukum, hakim mampu
menjembatani kekosongan hukum (rechtvinding), di mana peraturan
perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik suatu peristiwa,
sehingga hakim tetap dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai

kepentingan masyarakat.

27 Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

16
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Proses penalaran hakim biasanya menggunakan metode
interpretasi dan konstruksi hukum. Metode interpretasi mencakup
gramatikal, historis, sistematis, teleologis/sosiologis, komparatif,
futuristik, restriktif, ekstensif, dan autentik. Sedangkan konstruksi
hukum memungkinkan hakim melakukan analogi, rechtsverfijning
(penghalusan hukum), atau penyempitan hukum untuk menyesuaikan
aturan umum dengan peristiwa konkret.?3

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya
didasarkan pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks
sosial, tujuan hukum, dan nilai-nilai keadilan yang hidup di
masyarakat. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim yang baik harus
logis, sistematis, dan adil, serta mempertimbangkan kepentingan
masyarakat dan asas moral. Hakim juga harus mampu
menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum tertulis dan
kebutuhan penemuan hukum untuk menghasilkan putusan yang
proporsional dan berkeadilan. Dalam ilmu hukum, pertimbangan
hukum hakim atau legal reasoning merupakan proses berpikir yang
dilakukan hakim untuk menilai fakta kasus, menerapkan norma hukum,
dan menyusun dasar putusan yang rasional serta dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.? Legal reasoning tidak sekadar
menerapkan aturan secara mekanis, tetapi mencakup analisis
mendalam terhadap fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma
hukum, yurisprudensi, serta teori hukum yang relevan untuk mencapai
putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi para pihak dalam perkara

yang diperiksa. *°

2 Magister Hukum, Universitas Pembangunan, and Panca Budi, “Al-Zayn: Jurnal llmu
Sosial & Hukum,” 2026, 1634-43.

2 Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Jurnal
Hukum Pro Justisia, 2007.

% Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di
Pengadilan,” Islamadina 18, no. 2 (2017): 54.
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Pertimbangan hakim adalah tahapan di mana majelis hakim menilai
dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama proses
persidangan. Tahapan ini merupakan aspek krusial dalam
menghasilkan putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga menjamin
kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi para pihak yang
bersengketa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan
secara teliti, objektif, dan cermat. Apabila pertimbangan tersebut tidak
tepat, putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga bergantung
pada proses pembuktian. Pembuktian merupakan tahap penting yang
memberikan dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran suatu fakta atau
peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Hasil pembuktian ini menjadi
bahan utama pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang
rasional dan berkeadilan.®! Pertimbangan hukum hakim merupakan
inti dari putusan pengadilan, karena melalui pertimbangan inilah hakim
menjelaskan hubungan antara fakta yang terungkap di persidangan
dengan norma hukum yang diterapkan, mencerminkan interpretasi
hakim terhadap asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan,
dan kemanfaatan. Di antara aspek yang diperhatikan hakim dalam
pertimbangan hukum adalah struktur filosofis, yuridis, dan sosiologis
dari perkara serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Proses legal reasoning juga mencerminkan kemandirian hakim, di
mana hakim harus membangun argumentasi hukum yang cermat,
sistematik, dan lengkap, yang meliputi penguraian fakta, pengujian
bukti, penafsiran norma hukum, serta penerapan prinsip dan teori
hukum yang sesuai dengan konteks kasus. Pertimbangan yang kuat
akan menghindarkan putusan dari kekurangan reasoning (onvoldoende

gemotiveerd) dan memastikan bahwa keputusan tidak hanya benar

31 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), hal 140
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secara formal, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hukum adalah suatu metode
atau cara yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
berdasarkan kekuasaan kehakiman dan memegang asas hukum nullum
delictum nulla poena sine praevia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana
tanapa peraturan terlebih dahulu.) %

Bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam
memutus suatu perkara wajib berlandaskan pada pertimbangan yang
dapat diterima semua pihak dan tidak bertentangan dari kaidah kaidah
hukum yang berlaku, pertimbangan tersebut juga sebagai pertimbangan
hukum atau legal reasoning.Legal reasoning kerap dimaknai dengan
beberapa istilah seperti legal method, argumentasi dan metode berpikir
yuridis, serta penalaran hukum. Secara luas, makna legal reasoning
berkaitan erat dengan psikologis hakim dalam mengambil putusan atas
kasus yang dihadapinya. Sementara itu, legal reasoning dalam arti
sempit berkaitan dengan argumentasi yang dijadikan dasar oleh hakim
untuk membuat keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Legal
reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan kajian logika dari suatu
putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan
putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung
putusan tersebut.3*

Legal reasoning pada prinsipnya berkaitan dengan
bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu
argumentasi hukum secara tepat. Kesimpulan pengertian dari /egal
reasoning memiliki posisi yang penting dalam proses pengambilan
keputusan oleh hakim. Legal reasoning menjadi jiwa dalam sebuah

keputusan, karena /egal reasoning menjadi penentu apa yang akan

32 Moelyanto. Asas-Asas Hukum Pidana. (PT. Rineka Cipta: Jakarta. 1993), hal 23
3 Wasis Susetio, “Legal Reasoning Penalaran Hukum” (Pelatihan Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi, 2011), hal. 6, DITIENPP. Kemekumham. go.id.

% H. Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning),” Jurnal Galuh Justisi 5, No. 1
(2017), hal. 157-67
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hakim putuskan dalam perkara yang sedang dihadapi oleh hakim (baik

didasarkan atas peraturan perundang- undangan atau hal lain di luar

peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa

Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali mengikuti dan memahami

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.®

2. Tujuan Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam praktik peradilan, tujuan utama hakim adalah untuk
mencapai putusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan
suatu putusan sebelum yakin bahwa fakta atau peristiwa yang terjadi
benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya.*® Dengan kata
lain, setiap putusan harus didasarkan pada fakta yang jelas dan terbukti,
sehingga terlihat adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak.3’

Putusan yang diambil semata-mata harus mencerminkan kebenaran

materiil dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Pada hakikatnya, pertimbangan hukum hakim sebaiknya memuat

beberapa hal penting agar putusan bersifat komprehensif dan logis:

a. Menjelaskan pokok persoalan yang menjadi inti sengketa, termasuk
hal-hal yang diakui oleh para pihak maupun dalil-dalil yang tidak
disangkal %

b. Melakukan analisis yuridis terhadap semua fakta yang terbukti
dalam persidangan, sehingga keputusan didasarkan pada dasar
hukum yang jelas dan logika yang sistematis.*

c. Mengevaluasi setiap bagian dari petitum penggugat, yakni setiap
tuntutan dianalisis dan diadili satu per satu. Dengan cara ini, hakim

dapat menarik kesimpulan mengenai apakah tuntutan tersebut

35 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

% Satjipto Rahardjo, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
him. 112.

37 Jimly Asshiddigie, Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,
2016), him. 78.

3 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
2016), him. 108.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2018), him. 101.
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terbukti dan pantas dikabulkan atau tidak, sehingga amar putusan
mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.*® Dengan demikian,
pertimbangan hukum hakim bukan sekadar formalitas, tetapi
merupakan instrumen utama untuk menegakkan keadilan dalam
setiap perkara. Analisis yang mendalam terhadap fakta, dalil, dan
tuntutan para pihak memungkinkan putusan yang dihasilkan tidak
hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif,
khususnya dalam sengketa pembiayaan murabahah yang sering
melibatkan prinsip force majeure dan wanprestasi.
3. Aspek Pertimbangan Hukum Hakim
Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan inti dari
setiap putusan pengadilan, karena melalui pertimbangan inilah
putusan memperoleh legitimasi, keadilan, dan kepastian hukum.
Putusan yang baik tidak sekadar menyatakan menang atau kalahnya
para pihak, tetapi harus memuat analisis yang logis, rasional, dan
terukur atas fakta, bukti, dan dasar hukum yang berlaku. Putusan
yang berkualitas adalah putusan yang memperhatikan tiga aspek
utama secara seimbang, yaitu:
a. Kepastian
Kepastian hukum merupakan salah satu asas
fundamental dalam penyelenggaraan sistem hukum. Asas ini
menekankan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan
secara konsisten, tegas, dan tanpa adanya penyimpangan
terhadap setiap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.
Kepastian hukum bukan sekadar memenuhi formalitas, tetapi
juga berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat untuk
mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas, sehingga
setiap tindakan dan perbuatan hukum dapat diprediksi akibat

hukumnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat

40 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 102,
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memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang
dari pihak lain, termasuk dari aparatur negara atau pihak yang
memiliki kekuasaan. Ketika hukum ditegakkan secara tegas,
setiap individu merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya,
karena risiko ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif dapat
diminimalkan. Kepastian hukum juga mendorong terciptanya
ketertiban sosial, karena masyarakat memiliki panduan yang
jelas mengenai perilaku yang diizinkan dan sanksi yang berlaku
bagi pelanggaran hukum.

Dalam konteks praktik peradilan, kepastian hukum juga
menuntut hakim untuk menjatuhkan putusan yang memiliki
dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap pertimbangan hakim harus merujuk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, doktrin  hukum, dan
preseden yang relevan. Dengan demikian, putusan yang
dihasilkan tidak bersifat arbitrer atau subjektif, tetapi dapat
diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai keputusan yang
sah secara hukum.

Kepastian hukum ini juga memudahkan proses
penyelesaian sengketa di masa depan, karena menjadi acuan
bagi hakim lain dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu,
kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip legal
security, yaitu keyakinan masyarakat bahwa hukum berlaku
secara adil, konsisten, dan dapat ditegakkan. Ketika kepastian
hukum terjaga, iklim investasi dan aktivitas ekonomi juga lebih
kondusif, karena pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan
ekonomi tanpa khawatir akan risiko hukum yang tidak dapat
diprediksi. Dalam konteks sengketa pembiayaan syariah,
kepastian hukum memberikan jaminan bahwa perjanjian atau
akad yang sah secara hukum akan dihormati dan dijalankan

sesuai ketentuan yang berlaku.
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b. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum.
Masyarakat menaruh harapan agar hukum tidak hanya menjadi
alat kontrol sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral
dan etika yang hidup dalam masyarakat. Asas keadilan menuntut
agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, setiap individu
diperlakukan secara adil tanpa membedakan status sosial,
kekayaan, atau kedudukan politik. Dalam konteks hukum
perdata dan ekonomi syariah, prinsip keadilan diwujudkan
melalui kepatuhan terhadap akad dan tanggung jawab para
pihak. Misalnya, dalam sengketa pembiayaan murabahah, hakim
harus mempertimbangkan kepatuhan nasabah dan bank terhadap
akad, itikad baik masing-masing pihak, serta kemampuan
objektif pihak yang bersangkutan. Pertimbangan ini
mencerminkan penerapan keadilan distributif, yaitu keadilan
yang menyeimbangkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang
berkonflik. Keadilan juga tidak hanya dilihat dari sisi hukum
formal, tetapi harus dikaitkan dengan konteks sosial dan moral
masyarakat. Seorang hakim yang menegakkan hukum secara
adil akan memperhatikan kondisi nyata para pihak, termasuk
faktor kemanusiaan, kemampuan ekonomi, dan dampak
keputusan terhadap kehidupan sosial mereka. Dengan demikian,
keadilan menjadi landasan bagi legitimasi putusan pengadilan,
sehingga masyarakat menilai sistem hukum sebagai fair dan
kredibel. Prinsip keadilan juga mendorong penerapan prinsip
proporsionalitas, yaitu bahwa sanksi atau kewajiban yang
dijatunkan kepada pihak yang melanggar hukum harus
sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dan kapasitas
pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sangat

relevan dalam konteks hukum ekonomi syariah, di mana
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penegakan akad dan kewajiban pembiayaan harus
mempertimbangkan manfaat dan risiko bagi kedua belah pihak.

. Kemanfaatan

Hukum tidak berdiri sendiri, tetapi ada untuk manusia.
Oleh karena itu, setiap peraturan dan putusan hukum harus
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Asas manfaat
menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh menimbulkan
keresahan, ketidakpastian, atau kerugian sosial yang tidak perlu.
Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang mampu menjawab
kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan
menciptakan ketertiban sosial.

Dalam praktiknya, asas manfaat menuntut hakim untuk
mempertimbangkan dampak sosial dari setiap putusan. Putusan
yang terlalu kaku dan hanya mengacu pada formalitas hukum
tanpa memperhatikan realitas sosial dapat menimbulkan
ketidakpuasan dan konflik baru. Sebaliknya, putusan yang
seimbang antara hukum, keadilan, dan manfaat sosial akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan dan memperkuat kepatuhan hukum secara sukarela.
Selain itu, hukum yang bermanfaat mendorong terciptanya
stabilitas sosial dan ekonomi.

Misalnya, dalam sengketa pembiayaan murabahah,
putusan hakim yang mempertimbangkan kepatuhan terhadap
akad, kondisi ekonomi nasabah, dan prinsip syariah akan
mendorong praktik ekonomi yang sehat, mengurangi risiko
sengketa di masa depan, dan memastikan bahwa semua pihak
memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang. Dengan
demikian, hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga
instrumen yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan
melindungi kepentingan umum. Asas manfaat juga menekankan

pentingnya efektivitas dan efisiensi hukum, yaitu bahwa setiap
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tindakan hukum harus mudah diterapkan, dapat dipahami oleh
masyarakat, dan memberikan hasil yang nyata. Dengan kata lain,
hukum harus mampu menghadirkan ketertiban, keadilan, dan
kesejahteraan tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu bagi
masyarakat. Untuk itu dalam pertimbangan hukum oleh
hakim dalam menyelesaikan suatu perkara akan berlandaskan 3
(tiga) pedoman yaitu:

a. Unsur Yuridis

Pada unsur pertama bahwa hakim Menolak peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan
pertimbangan.

b. Unsur Filosofis

Pada unsur kedua dimana hakim dalam melakukan
pertimbangan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan
kebenaran.

c. Unsur Sosiologi

Pada unsur ketiga bahwa hakim dalam melaksanakan
tugasnya memperhatikan nilai budaya yang hidup di
masyarakat agar tidak terjadinya dampak buruk.

Dalam pedoman yang telah di paparkan diatas,
seorang hakim di tuntut untuk membuat keputusan yang adil
dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum
dan dampak yang timbul di masyarakat. Dengan demikian
diharapkan bahwa metode penemuan hukum adalah
terciptanya putusan hakim yang berkualitas selain itu,
hakim dalam meutusakan perkara mendasarkan pada
kausaitas asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas

keadilan.**

41 Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.”
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4. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam praktik peradilan, dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan harus didasarkan pada keseimbangan antara teori
hukum dan praktik nyata di masyarakat. Hakim tidak hanya menjadi
penegak hukum secara formal, tetapi juga sebagai pengambil keputusan
yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan
kata lain, putusan hakim menjadi tolak ukur tercapainya kepastian
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, karena melalui putusan
tersebut masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta
mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan konsisten.*? Pokok
kekuasaan kehakiman diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar
1945, khususnya Bab 1X Pasal 24 dan Pasal 25, serta diperjelas dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman
yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini tercantum
dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 48
Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya
negara hukum Republik Indonesia.”

Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial
bersifat tidak mutlak, karena setiap putusan yang dijatuhkan harus tetap
berlandaskan hukum dan keadilan yang mencerminkan nilai-nilai
Pancasila. Dengan kata lain, hakim harus mampu menyeimbangkan
antara independensi peradilan dan tanggung jawab sosialnya terhadap
masyarakat. Dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman dijalankan

melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

42 Nita Triana, Fakultas Syariah, and Iain Purwokerto, “URGENSITAS MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH Di PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA” 15 (2019).
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bawahnya, yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah
Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945). Struktur ini menegaskan adanya
pembagian tugas yang jelas dalam sistem peradilan nasional dan
menunjukkan bagaimana kekuasaan kehakiman dijalankan secara
profesional dan berjenjang. Selain itu, posisi hakim sebagai hakim yang
tidak memihak (impartial judge) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.
48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa hakim wajib mengadili
menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang. Tidak memihak berarti
hakim menilai fakta dan bukti secara objektif, tidak dipengaruhi oleh
tekanan politik, kepentingan pribadi, ataupun kelompok tertentu. Untuk
itu, sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus menelaah fakta dan
bukti yang ada, menilai kebenaran peristiwa secara menyeluruh, dan
menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.*® Dalam
konteks penemuan hukum (rechtvinding), seorang hakim dianggap
mengetahui hukum secara mendalam sehingga tidak boleh menolak
memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada
atau kurang jelas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.
35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.”

Dalam menemukan hukum yang tepat untuk suatu perkara,
hakim diperbolehkan menggunakan berbagai sumber hukum, antara lain
yurisprudensi (putusan pengadilan sebelumnya) dan doktrin (pendapat
para ahli hukum). Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya
bersandar pada hukum tertulis semata, tetapi juga mempertimbangkan
nilai-nilai hukum vyang hidup dalam masyarakat, sebagaimana

43 Vinzent Indra Atmaja, “Optimalisasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana
Ringan Di Indonesia : Analisis Efektivitas Dan Tantangan Implementasi,” 2026, 975-83.
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ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang
menekankan bahwa.

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat mencakup norma-
norma sosial, moral, budaya, serta praktik hukum yang diterima secara
umum. Dengan memahami nilai-nilai ini, hakim dapat menjatuhkan
putusan yang tidak hanya formal sah, tetapi juga mencerminkan
keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan membawa
manfaat nyata bagi para pihak yang bersengketa serta masyarakat luas.
Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim tidak semata-mata berasal
dari teks undang-undang, tetapi merupakan kombinasi antara teori
hukum, praktik peradilan, pengalaman, doktrin, dan nilai-nilai sosial,
sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima secara hukum, adil,
dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Secara yuridis dibedakan antara pengertian perjanjian dengan
perikatan. Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas bila
dibandingkan dengan pengertian perjanjian. Menurut Prof. Dr.
Wirjono Prodjodikoro, Sh. : Suatu perikatan adalah suatu perhubungan
hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak dalam mana
suatu pihak berhak untuk menuntut sesuatu sedang pihak lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.** Sedangkan menurut
ketentuan pasal 1234 KUH perdata suatu prestasi dapat berwujud:

a. Memberikan / menyerahkan sesuatu
b. Melakukan / berbuat sesuatu

c. Tidak melakukan sesuatu

4 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Sh. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan
Tertentu. ( Bandung : Sunur Bandung, 1974).hal.7.
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Pengertian perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313
KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian berdasarkan
Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena
hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas. Oleh karena
itu banyak pendapat ahli memberikan definisi perjanjian dari para
sarjana, antara lain:

a. Prof. Subekti, S.H. defenisi perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.*®

b. Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian (persetujuan) adalah
suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih.*6

c. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal
1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan
harta kekayaan.*’ Jadi dapat kita simpulkan disini kedua pihak
saling berjanji. Pada perjanjian dimana hanya satu pihak yang
berjanji sedangkan pihak lainnya semata-mata hanya menerima
janji. Disebut dengan perjanjian bersegi satu ( eenzijdige
overenkomst ) sedangkan pada perjanjian dimana kedua belah
pihak saling berjanji disebut dengan perjanjian timbal balik atau
perjanjian bersegi dua ( tweezijdige overeenkomst).

Suatu perjanjian kadang-kadang dinamakan juga dengan

persetujuan, karena kedua belah pihak saling bersetuju atau

hal.34.

4 prof. Subekti, S.H. Hukum Perjanjian. (Jakarta : Intermasa,2008),hal.1.
46 R.Setiawan, R.. Pokok Pokok Hukum Perikatan.
47 Abdul Kadir.Muhammad. Hukum Perikatan.(Jakarta :Citra. Aditya Bakti 2000),
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bersepakat untuk melakukan sesuatu.® Pasal 1313 KUH perdata
menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih. Dari beberapa pengertian tersebut diatas,
maka dapat kita katakan bahwa terdapat hubungan antara perikatan
dengan perjanjian, dimana suatu perjanjian akan menerbitkan
perikatan. Namun tidak selalu suatu perikatan akan menimbulkan
suatu perjanjian, sebab suatu perikatan itu dapat lahir karena
perjanjian dan dapat pula tidak dengan perjanjian.

Dalam perikatan yang lahir karena perjanjian, kedua belah
pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri untuk
mewujudkan prestasi yang mereka perjanjikan. Contohnya
perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Selain
dari pada perjanjian suatu perikatan juga dapat lahir bukan karena
perjanjian melainkan karena undang-undang.

Perikatan dimaksudkan dalam hal ini sesuai dengan pasal
1352 KUHperdata yang telah dibedakan menjadi dua, pertama
perikatan yang lahir karena undang-undamg saja dan kedua
perikatan yang lahir karena perbuatan manusia. Selanjutnya dalam
pasal 1353 KUHperdata ditentukan bahwa perikatan yang lahir
karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, diperinci
lagi menjadi perbuatan manusia yang halal (rechtmatige daa)
contohnya adalah perwakilan sukarela (zaakwarneming) yang
diatur dalam pasal 1354 KUHperdata, dan perbuatan manusia yang
melanggar hukum (onrechtmatige daad), contohnya adalah
perikatan yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum yang
diatur dalam pasal 1365 KUHperdata.

2. Asas — Asas Hukum Perjanjian
Asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yaitu:

1) Asas terbuka (open system)



31

Asas ini mempunyai arti bahwa hukum perjanjian memberi
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja (beginsel der
contractsvrijheid) asalkan tidak melanggar ketertiban umum, tidak
dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan
kesusilaan. Asas ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian sesuai kehendak para
pihak, selama tidak bertentangan dengan Kketertiban umum,
undang-undang, atau kesusilaan. Ini tersirat dari Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
yang membuatnya. Dalam praktik, asas ini memberikan
keleluasaan para pihak untuk menentukan isi, pihak yang terlibat,
objek, serta syarat dalam perjanjian.*®

2) Asas sepakat (consensual)

Perikatan konsensual ini berasal dari bahasa latin
“consensus” berarti sepakat atau kesepakatan. Konsensual ini
adalah suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu
perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir
pada saat tercapainya konsensus atau sepakat antara kedua belah
pihak tentang hal- hal pokok yang dimaksudkan didalam perjanjian
yang bersangkutan. Dari asas ini maka dapat kita simpulkan
bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan dan dapat juga
dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta jika dikehendaki
sebagai alat bukti.**Asas ini menyatakan bahwa perjanjian
terbentuk hanya dengan adanya kesepakatan persepsi (consensus)
antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan,

tanpa mensyaratkan bentuk tertulis, kecuali ditentukan oleh

4 https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak Di akses pada 01
Januari 2026 Pukul 10.00 WIB
49 Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perikatan.( Bandung: Alumni,1992). hal.85.
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undang-undang. Asas ini dapat diturunkan dari Pasal 1320
KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan
kehendak para pihak

3) Asas pelengkap (optimal law)

Asas ini bahwa para pihak didalam membuat suatu
perjanjian diberikan kebebasan sebesar-sebesarnya untuk
menetapkan ketentuan perjanjian tersebut menurut kehendak para
pihak yang bersangkutan dan menetapkan secara selengkapnya
perjanjian tersebut, tetapi apabila dalam perjanjian tersebut
ternyata masih kurang lengkap maka ketentuan yang terdapat
didalam KUHperdata dan peraturan-peraturan lainnya akan
melengkapinya. Hukum perjanjian dianggap bersifat pelengkap
karena ketentuan-ketentuan dalam Buku 11l KUHPerdata dapat
dikesampingkan jika para pihak telah merumuskan sendiri
ketentuan dalam perjanjian mereka. Jika suatu hal tidak diatur
dalam perjanjian, maka ketentuan KUHPerdata akan
melengkapinya.

4) Asas Obligatoir

Asas disini perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru
dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum
memindahkan hak milik. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian
yang dibuat oleh para pihak baru menimbulkan hak dan kewajiban,
tetapi belum memindahkan hak milik. Perpindahan hak milik atas
objek tertentu baru terjadi melalui syarat tambahan yang bersifat
kebendaan (levering)

3. Syarat Sahnya Perjanjian
Perjanjian yang sah artinya adalah perjanjian yang memenuhi
syarat sebagai yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga ia
dilakui oleh hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHperdata untuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

a. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat



b.
C.

d.
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perjanjian.

Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.
Adanya suatu hal tertentu.

Adanya suatu sebab yang halal.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1)

2)

Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.

Dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan
perjanjian itu telah sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian yang
dibuat. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak lain.mereka menghendaki sesuatu yang
sama secara timbal balik. Persetujuan kehendak ini sifatnya bebas,
artinya benar-benar atas kemauan sukarela para pihak yang
mengadakan perjanjian, tidak ada paksaan, dan juga tidak ada
kekhilafan dan juga tidak ada penipuan.

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian.

Pada umumnya seseorang dikatakan cakap untuk
melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa atau sudah
kawin walaupun ia belum berusia 21 tahun. Dalam pasal 1330
KUHperdata disebutkan mereka yang tidak cakap untuk membuat
Suatau perjanjian adalah :

1) Orang yang belum dewasa

2) Mereka yang dituh dibawah pengampuan

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umunya semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu,

disini maksudnya bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup
jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan
asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa perjanjian

yang dilakukan tersebut harus tertentu gunanya ialah untuk
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menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul
perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika hal yang
diperjanjikan itu kabur sehingga perjanjian tidak dapat
dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Dan
akibat dari tidak dipenuhinya syarat ini, maka perjanjian
tersebut menjadi batal demi hu
Suatu Sebab Yang Halal

Sebab (bahas belanda vorrzaak, bahasa latim causa) ini
dimaksud tiada lain dari pada isi suatu perjanjian itu sendiri
yang menggambarkan dari tujuan yang hendak dicapai oleh
para pihak.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi
seba dari orang untuk mengadakan suatu perjanjian. Syarat
sahnya perjanjian dalam hal ini memuat 4 isi kesimpulan
mengenai pertama adanya perjanjian kehendak, kedua
kecakapan para pihak, ketiga suatu hal tertentu dan terakhir
suatu sebab yang halal.

Diantara hal tersebut bahwa di ketahui terdapat dua
syarat dalam perjanjian, yang pertama dinamakan dengan
syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan
perjanjian. dan ada syarat obyektif, karena mengenai obyek
dari perbuatan hukum yang dilakukan.®® Letak perbedaan
diantara syarat subjektif dengan syarat obyektif ini adalah
dalam hal pembatalan perjanjian, jika ada salah satu syarat
subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat
tetap mengikat akan tetapi dapat dilakukan pembatalannya
oleh pihak yang tidak cakap atau yang menghasilkan sepakat
secara tidak bebas. Namun berlainan halnya dengan syarat

obyektif. Jika salah satu dari syarat obyektif itu tidak terpenuhi

%0 prof. R. Sardjono, Sh. Bahan-bahan kuliah Hukum Perdata 1l pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.
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maka perjanjian yang telah dibuat akan batal demi hukum dan
perjanjian dianggap tidak pernah ada.
C. Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur
berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu
prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu
dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Prestasi dalam
Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “Performance” Dalam
hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang
tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri
untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan ‘“condition”
sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.>!
Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:®2
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of
contract), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda artinya
prestasi yang buruk dari sesorang debitur dalam melaksanakan suatu
perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban
yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan
oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah
diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan.>

Pendapat ahli memberikan pengertian tentang wanprestasi,

sebagai berikut:

51 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. (Bandung :Citra
Aditya Bakti. 2001). hal. 137.

52 Subekti, Hukum Perjanjian. ( Jakarta : Pradnya Paramita.1998 ). hal. 45.

3 Abdulhay, Marhainis, Hukum Perdata Materil. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004),
hal. 34
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a. Menurut J Satrio bahwa Wanprestasi suatu keadaan di mana
debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi
sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan
kepadanya.

b. Menurut Yahya Harahap bahwa Wanprestasi sebagai
pelaksanaan kewajiban dan tidak tepat pada waktunya atau
dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan
keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar
ganti rugi (schadevergoeding).

c. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
berbunyi:**“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,
walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi
perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau
dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam
waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

d. Substansial performance dimaksud sebagai doktrin pemenuhan
prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan
bahwa satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara
sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya
tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga
melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak
tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia
disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara materil
(material breach). Karena itu, jika telah dilaksanakan
substansial performance terhadap kontrak yang bersangkutan,

tidaklah berlaku lagi doktrin exception non adimpleti contractus.

%4 Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



37

2. Upaya Hukum Dalam Wanprestasi

Apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan

wanprestasi bukan karena force majeure, akibatnya dia dapat terkena

sanksi. Sanksi yang dimaksudkan itu dapat berupa:

a.

Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan
(ganti rugi).

Berakibat pembatalan perjanjian.

Peralihan risiko.

Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke
pengadilan).>®

Dengan demikian, seseorang atau debitur yang dituduh lalai

telah melakukan wanprestasi dapat melakukan tangkisan dengan cara:

.

Mengajukan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force
majeure)

Mengajukan bahwa kreditur sendiri yang memang lalai (ini disebut
exeptio non adimpleti contractus)

Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk
menuntut ganti rugi (rechtsverwerking atau waiver).>®
Kadang-kadang memang tidak selalu mudah menentukan bahwa
telah terjadi kelalaian, apalagi kalau dalam perjanjian tidak

diperjanjikan secara tegas

3. Akibat — Akibat Timbulnya Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan

prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai

dengan yang seharusnya.’>” Wanprestasi bisa menimbulkan kerugian

pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4

sanksi, yaitu®:

% 1bid.hsl. 78.

% | oc Cit

57 Ibid.hal.77.

%8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 54
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Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur.
Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.
normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam
hukum pidana.

Kesimpulan akibat timbulnya wanprestasi tersebut disebabkan

oleh tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah

ditetapkan dalam perikatan. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi

karena kesengajaan, kesalahan, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan

atau kelalaian).

a.

Kewenagaan dan Tanggung Jawab Wanprestasi
Dalam pelaksanaan pembiyaan maka kreditur berkewajiban
memenuhi piutangnya atau melunasi hutangnya, apabila kreditur
tidak melakakukan kewajiban sebagaimana di perjanjikan, maka
pihak debitur memiliki kewenangan untuk memberikan suatu
perbuatan hukum, diantaranya tindakan tersebut dapat berupa, surat
peringatan. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan
dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang
disebut somasi. Surat peringatan ini disebut ingebreke stelling. %°
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi
adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:
1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah
diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut
pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal

1266 KUHPerdata).

%9 Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hal. 34-50
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3) Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih
kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2)
KUHPerdata).

4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat
dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian
(Pasal 1267 KUHPerdata).

5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di
muka Pengadilan Negeri, dan

6) Debitur dinyatakan bersalah. Debitur diharuskan membayar
ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian
yang diakibatkan karena wanprestasi. Persyaratan-Persyaratan yang
ditetapkan oleh KUHPerdata sehingga terjadinya kerugian adalah
sebagai berikut: Komponen kerugian yang dapat diberikan
berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata terdiri dari 3 (tiga) unsur,
yakni:

1) Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost),
misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.

2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan
kreditur akibat kelalaian debitur (damages).

3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). &

Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya
kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
Ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur dari debitur yang
melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdata
terhadap suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan
keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi
tersebut, sungguh pun tidak terpenuhinya kontrak itu terjadi karena

adanya tindakan penipuan oleh pihak debitur.

hal. 89

80 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005),
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Apabila dalam suatu kontrak ada provisi yang menentukan
jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur
tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya
sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh
dilebihi atau dikurangi berdasarkan pada Pasal 1249 KUHPerdata
terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang
pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan
pemenuhan prestasi oleh pihak debitur berdasarkan Pasal 1250
KUHPerdata.

Dengan demikian ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang
ditetapkan oleh undang-undang, kecuali ada perundang-undangan
khusus yang menentukan sebaliknya. Pembayaran ganti rugi
tersebut dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian
terhadap kreditur; pembayaran ganti rugi tersebut terhitung sejak
dimintakannya di pengadilan oleh kreditur, kecuali jika ada
perundang-undangan yang menetapkan bahwa ganti rugi terjadi
karena hukum.

Kesimpulan dalam pelaksanaan dan tangung jawab
wanprestasi, bahwa kreditur tetap berkewajiban untuk memenuhi
prestasinya. Jika tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang
dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang
telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan. Aturan hukum menjelaskan
bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya
prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau
kelalaian.

D. Force Majeure
1. Pengertian Force Majeure
Force majeure adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa
Prancis yang secara harfiah berarti "kekuatan besar". Dalam konteks

hukum, force majeure mengacu pada kejadian atau keadaan di luar
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kendali atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak
atau perjanjian,®’ yang membuat pelaksanaan perjanjian tersebut
menjadi tidak mungkin, terlambat, atau tidak mungkin dilakukan
dengan cara yang semestinya. Force majeure merupakan salah satu
konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam
hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa force majeure
atau vis major dapat diterima sebagai alasan untuk tidak memenuhi
pelaksanaan kewajiban arena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan
yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap
pelaksanaan secara fisik dalam hukum, bukan dikarenakan hanya
kesulitan dalam melaksaakan kewajiban.®?

Force majeure merupakan keadaan memaksa yang disebabkan
oleh bencana alam. Dalam KUH Perdata, force majeure diatur dalam
Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena force
majeure merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar
ganti rugi. Dalam Pasal 1245 KUHPerdata dijelaskan tentang
pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga oleh debitur apabila
telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak
disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan
atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama
telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan
pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan debitur
dalam membayar ganti rugi kerugian jika dirinya melakukan
wanprestasi. ® Ketentuan mengenai keadaan memaksa ini termasuk
dalam peraturan yang berhubungan dengan kompensasi kerugian,
karena pembuat undang-undang menganggap keadaan memaksa atau

force majeure sebagai alasan yang sah untuk melepaskan seseorang

1 Miru Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakrta: Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2017)

62 Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum
Kontrak (Perjanjian) Indonesia,” Veritas Et Justitia Volune 1, No. 1 (2015)

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan,(Bandung: Alumni, 2012).
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dari kewajiban membayar kompensasi.5* Berdasarkan undang-undang,
ada tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk suatu peristiwa
diklasifikasikan sebagai keadaan memaksa, yaitu:®°
a. Tidak memenuhi prestasi;
b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada debitur.
2. Bentuk — Bentuk Force Majeure
Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau

Force Majeure, maka keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi 2

(dua) yaitu:%®

a. Keadaan Force Majeure dianggap permanen jika kinerja yang
diharapkan dari suatu kontrak atau perjanjian tidak dapat
diwujudkan pada waktu apa pun, sampai pada titik di mana hal
tersebut tidak mungkin terlaksana lagi.

b. Force Majeure temporer Suatu keadaan dikatakan force majeur
bersifat temporer apabila dalam pemenuhan prestasi dari yang terbit
dari perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu.

Dapat disimpulkan bawha Force majeure pengaturannya di
Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, namun
apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan
bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi
dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan force majeure. Pasal
1244 KUHPerdata dijelaskan tentang pembayaran biaya ganti rugi
dan bunga dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu apabila terjadi
wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian apabila

dirinya tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi

6 Dumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya
Manusia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)

85 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2016)

% Annisa Dian Arini, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak
Bisnis,” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
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yang dilakukan disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau
keadaan di luar kemampuan debitur.%” Pasal 1245 KUHPerdata
dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga
oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena
suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan
debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan
perbuatan yang terlarang.%® Pasal 1545 dijelaskan tentang
musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di
luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan
pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali
barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.®® Pasal 1553
dijelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya terhadap yang
disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tidak

disengaja, maka perjanjian sewa tersebut gugur demi hukum. 7

E. Pembiayaan Akad Murabahah

1.

Pengertian Pembiayaan Murabahah

Merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana

kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran
dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang
diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.’”’ Pengertian
Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva
produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana
Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk
pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan,
penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan

kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank

105-106

67 Pasal 1244 KUHPerdata
8 Pasal 1245 KUHPerdata
8 pasal 1545 KUHPerdata
0 pasal 1553 KUHPerdata
"L Ismail, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group,2011), hal.
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Indonesia.”? Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998,
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
atau bagi hasil.

Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata
(Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan yang berarti untung atau
menguntungkan, seperti ungkapan tijaratun rabihah, wa baa’u asysyai
murabahatan artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual
suatu barang yang memberi keuntungan.

Menurut Ibnu Rusyid yang di kutip dalam buku Muhammad
Syafii Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang
pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Dalam
penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak
sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah
dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah
ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib
menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang
dipesan nasabah.’* Adapun barang yang boleh digunakan sebagai
objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat
transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang,
dan asset tetap lainnya, pembelian asset yang tidak bertentangan

dengan syariah Islam.

2 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal. 302.

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori kePraktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), hal. 101

4 Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:PT Gramedia Pustaka
Utama,2012), hal. 201
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Tujuan Murabahah tidak digunakan sebagai modal pembiayaan
selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang
yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli
barang, murabahah tidak boleh digunakan.”

2. Bentuk — Bentuk Murabahah
Bentuk-bentuk Akad Murabahah di bagi menjadi 2 (dua)
diantaranya yaitu’®:
1) Murabahah Sederhana
Murabahah Sederhana adalah bentuk akad murabahah
ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan
harga sesuai harga perolehan ditambah marjin keuntungan yang
diinginkan.
2) Murabahah kepada Pemesan
Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu
pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga
melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau
karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan.
3. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No.
04/DSN- MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan
umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas
riba.

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’ah
Islam.

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya.

5 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, hal.
205

6 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.
89.
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d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”’

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya.

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

i. Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang.

4. Skema Murabahah

persyaratan

@ e

Akad Jual Beli

CCrsanai>
-~
Q-

° Terima barang & dokumen

° SUPLIER °
Beli baran. Eiri

PENJUAL

Gambar 1. Skema Murabahah
Tahapan pembiayaan murabahah dilakukan oleh bank syariah
dengan nasabah, antara lain:
a. Terjadinya negoisasi antara nasabah dan bank
b. Menentukan harga dan keuntungan yang telah disepakati
c. Kemudian pihak bank membeli barang kepada suplier dan

mengirimnya kepada nasabah.

" Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 141
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d. Lalu nasabah menerima barang pesanan dan dokumen-dokumen

akad murabahah, dan membayarnya kepada pihak bank baik

dengan cicilan maupun dengan tunai.

5. PT BANK BNI Syariah

Produk Bank BNI Syariah terdiri dari produk Tabungan, di

jelaskan mengenai produk PT Bank BNI Syariah diantaranya ada

Penyaluran Dana, dan Jasa.

a. Produk Dana

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Tabungan iB Hasanah

Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan
Cek/Bilyet Giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.’
Tabungan Prima iB Hasanah

Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah
prima Bank BNI Syariah.
Tabungan Bisnis iB Hasanah

Simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan
detail mutasi debit dan kredit pada buku Tabungan.
Tabungan Tapenas iB Hasanah

Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk
investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan
manfaat asuransi.
Tabungan THI iB Hasanah

Tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpun
dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Tabungan iB Hasanah untuk Mahasiswa

Tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa
perguruan tinggi negeri atau swasta yang bekerjasama dengan

Bank BNI Syariah.

8 Produk Pembiayaan Funding dan Leanding PT Bank BNI Syariah
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7) Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk anggota institusi
Tabungan yang diberikan kepada para anggota institusi
yang bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

8) Giro iB Hasanah
9) Deposito iB Hasanah

b. Produk Pembiayaan
1) iB Hasanah Card”®
2) Griya iB Hasanah®
3) Oto iB Hasanah®!
4) Gadai Emas iB Hasanah®
5) Multijasa iB Hasanah (Ijarah Multijasa)3®
6) Multiguna iB Hasanah®

7) Talangan Haji iB Hasanah®

F. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan salah
satu instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem ekonomi
syariah di Indonesia. KHES disusun untuk memberikan pedoman
hukum materiil yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik ekonomi
dan penyelesaian sengketa syariah, terutama di Pengadilan Agama.
KHES menekankan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-
Qur’an, Hadis, serta ijtthad ulama, dengan tujuan menciptakan
kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Melalui
KHES, hakim diberi panduan untuk menilai dan menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah secara adil, seimbang, dan sesuai prinsip

hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

9 Brosur BNI Syariah, iB Hasanah Card

8 Brosur BNI Syariah, Griya iB Hasanah

81 Brosur BNI Syariah, oto ibo Hasanah

82 Brosur BNI Syariah, Emas iB Hasanah

8 Brosur BNI Syariah, iB Hasanah ljarah Multijasa
8 Brosur BNI Syariah, Multiguna iB Hasanah

8 Brosur BNI Syariah, Talangan iB Hasanah
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Salah satu aspek yang diatur dalam KHES adalah wanprestasi.
Wanprestasi, dalam konteks hukum perjanjian syariah, merujuk pada
keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
sesuai akad yang telah disepakati. KHES menegaskan bahwa
penyelesaian sengketa wanprestasi harus memperhatikan hak dan
kewajiban para pihak secara proporsional dan berdasarkan mekanisme
penyelesaian yang sah menurut syariah, baik melalui pengadilan
maupun melalui mediasi atau su/h. KHES membedakan wanprestasi
yang terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian pihak yang
bersangkutan dengan keadaan yang berada di luar kemampuan
mereka, sehingga penilaian hakim harus cermat dalam
mempertimbangkan niat, kapasitas, dan kondisi para pihak.

Dalam praktik pembiayaan syariah, salah satu akad yang paling
sering menimbulkan sengketa adalah akad murabahah. Murabahah
merupakan akad jual beli di mana penjual menyatakan harga pokok
barang beserta margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
KHES memandang murabahah sebagai akad yang sah selama
memenuhi rukun dan syarat akad syariah, tidak mengandung riba atau
gharar, serta memberikan transparansi penuh mengenai harga dan
keuntungan. Prinsip ini bertujuan agar transaksi murabahah tetap
sesuai syariah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para
pihak. Dalam kasus sengketa, hakim menggunakan ketentuan KHES
untuk menilai keabsahan akad murabahah, memastikan bahwa hak dan
kewajiban telah dijelaskan secara jelas, serta memastikan tidak adanya
ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, KHES juga mengatur
konsep force majeure sebagai mekanisme hukum untuk menangani
kejadian di luar kemampuan manusia yang menyebabkan pelaksanaan
akad menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Force
majeure dalam KHES meliputi peristiwa yang bersifat luar biasa, tidak
dapat diprediksi, dan berada di luar kendali para pihak. Contohnya

adalah bencana alam, wabah penyakit, kebijakan pemerintah yang
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mendadak, atau perang. Dalam hal terjadi force majeure, KHES
memberikan pedoman bagi hakim untuk menyesuaikan kewajiban
para pihak atau membebaskan mereka dari sanksi wanprestasi,
tergantung pada sifat dan dampak peristiwa tersebut. Prinsip ini sejalan
dengan konsep dharurah dalam hukum Islam yang memungkinkan
pelonggaran kewajiban hukum apabila keadaan ~memaksa
menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. &
2. Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian
Sengketa
Peran KHES tidak hanya terbatas pada definisi normatif, tetapi
juga berfungsi sebagai referensi hukum material bagi hakim dalam
menyusun pertimbangan putusan. Dalam penyelesaian sengketa yang
melibatkan wanprestasi pada pembiayaan murabahah, hakim harus
menilai seluruh aspek akad secara menyeluruh, termasuk niat para
pihak, kesesuaian akad dengan prinsip syariah, serta kemungkinan
adanya keadaan force majeure yang memengaruhi pelaksanaan
kewajiban. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya bersifat
formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, kepastian
hukum, dan kemaslahatan pihak yang bersengketa. Selain itu, KHES
menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik dalam
penegakan hukum ekonomi syariah. Putusan hakim harus
mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus relevan
dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam kasus
murabahah, hakim tidak hanya menilai dokumen akad, tetapi juga
mengevaluasi praktik pelaksanaan akad di lapangan. Apabila terjadi
wanprestasi karena kesulitan ekonomi yang sah dan dapat dibuktikan,

hakim dapat mempertimbangkan penerapan prinsip force majeure

8 An Nisaa et al., “Analisis Pada Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Dampak
Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah” 1, no. 3 (2023): 46-58.
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untuk memberikan solusi yang adil, sambil tetap menjaga kepastian
hukum agar akad tidak kehilangan kekuatan hukumnya.®’
G. Fatwa Dsn Mui No. 04/Dsn-Mui/Iv/2000

Dalam konteks akad murabahah, salah satu fatwa yang paling
fundamental adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang
murabahah.®® Fatwa ini menetapkan bahwa murabahah adalah akad jual
beli di mana penjual wajib memberitahukan harga pokok barang dan
margin keuntungan yang disepakati secara transparan kepada pembeli,
sehingga para pihak memahami hak dan kewajibannya serta tidak terjadi
gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.®® Ketentuan ini dirumuskan
untuk memastikan praktik murabahah di lembaga keuangan syariah tidak
menyimpang dari prinsip syariah, yaitu kejelasan harga, pengetahuan harga
oleh kedua pihak, dan transparansi informasi. Fatwa ini juga menjadi
pedoman normatif dalam operasi perbankan syariah khususnya dalam
produk pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu produk

dominan di bank syariah di Indonesia.®
Fatwa DSN-MUI tidak hanya mengatur aspek bentuk akad, tetapi
juga ketentuan operasional dan mekanisme pelaksanaan akad murabahah.
Misalnya, penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi fatwa ini
dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah masih menghadapi
tantangan teknis seperti kurangnya pemahaman petugas bank terhadap
prinsip fikih muamalah, transparansi harga, struktur margin keuntungan
dan kepemilikan barang yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun

fatwa memiliki kekuatan hukum syariah, realitas operasional di lapangan

87 Prespektif Al-qard Dalam Khes, “NGUDI RAHAYU DESA KEDUNGURANG
KECAMATAN GUMELAR DIMASA PANDEMI COVID-19 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI,”
2023.

8 Kautsar Kautsar, Sofiyatun Nurkhasanah, A. Faozan Adhima & Yono Firmansyah,
Efektivitas Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah di
Indonesia, Journal Of Islamic Business Law (2024)

8 Abdul Muiz, Tinjauan Yuridis Implementasi Fatwa DSN-MUI mengenai Pembiayaan
Murabahah, Journal of Islamic Finance and Syariah Banking (2024)

% Rahmad Lubis, Nuranisah, Desi Purnama & Atmo Prawiro, Peran Fatwa DSN-MUI dalam
Penyesuaian Praktik Akad Murabahah pada Bank Syariah, An Nawawi (2025).
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perlu diselaraskan untuk memenuhi tuntutan fatwa secara komprehensif.
%1Selain itu, DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa-fatwa lain yang relevan
dengan wanprestasi, terutama dalam konteks perjanjian pembiayaan.
Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/V11/2019 mengatur
tentang biaya riil sebagai ta’widh akibat wanprestasi, yang menjelaskan
bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban akad, pihak yang
dirugikan berhak menerima ta’widh (ganti rugi) berupa sejumlah uang atau
barang yang dapat dinilai keuangannya.

Fatwa ini berfokus pada konsep fa’'widh yang adil dalam
mengkompensasi kerugian akibat wanprestasi, sambil tetap menjunjung
prinsip syariah agar tidak memberatkan pihak yang melakukan
pelanggaran secara tidak proporsional, Terkait force majeure, meskipun
DSN-MUI tidak secara eksplisit memiliki fatwa khusus untuk istilah force
majeure seperti dalam hukum perdata Barat, fatwa dan prinsip syariah yang
dikeluarkan tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menilai keadaan
memaksa (al-dharurah) berdasarkan nilai kemaslahatan dan pencegahan
mudharat (mafsadah).®> Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa jika
peristiwa luar biasa seperti bencana alam menghambat pelaksanaan akad,
hakim dapat menimbang kondisi tersebut melalui pendekatan syariah yang
relevan misalnya melalui diskresi hukum atau prinsip dharurah untuk
menyesuaikan kewajiban atau memberikan relaksasi sesuai magasid
syariah, tanpa harus mencabut kekuatan akad secara otomatis. Melihat
peran fatwa DSN-MUI dalam praktik, penelitian empiris menunjukkan
baik keberhasilan maupun tantangan dalam implementasinya. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah belum
sepenuhnya menerapkan ketentuan fatwa secara konsisten; contohnya
dalam pelaksanaan murabahah yang terkadang digabung dengan akad lain

secara tidak sesuai fatwa, atau kurangnya transparansi dalam mekanisme

91 “Populisme Dan Politisasi Agama Dalam Representasi Media Portal NU Online: Analisis
Wacana Kritis Van Dijk,” LPPM UIN Saizu Purwokerto Vol. 26 No. 1 (2025) (2025).

%2 Neng Anis Istiqgomah, Analisis Magasid al-Syariah terhadap Keputusan Fatwa DSN-MUI
No. 129/DSN-MUI/VI11/2019, Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2024).
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kontrak. Hal ini memberi implikasi penting bagi hakim untuk
mengevaluasi praktek akad dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI guna
memastikan prinsip syariah tetap dipegang, sekaligus mempertimbangkan
kepastian hukum dan keadilan substansial dalam setiap putusan.
G. Hasil Penelitian Yang Relevan
Penulis mencari penelusuran terhadap penelitian terdahulu seperti
jurnal, tesis, disertasi. Selain berfungsi sebagai ekplorasi mendalam
terhadap temuan terkait penelitian yang akan dilakukan. Penulis mencari
persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya.

1. Pertama, Rahmadi Indra Tektona dan Dyah Ochtorina Susanti (2020)
dalam penelitian berjudul “Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi
Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA. PBG)” menunjukkan bahwa
nasabah yang menunggak pembayaran cicilan pada akad murabahah
terbukti melakukan wanprestasi. Majelis hakim mewajibkan nasabah
membayar ganti rugi, namun penerapan denda dalam akad tidak sesuai
prinsip hukum Islam dan belum diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah'. Perbedaan penelitian ini terletak pada
objek penelitian yang dilakukan di Palu, sedangkan penelitian
sebelumnya di Purbalingga, sementara persamaannya adalah fokus
pada nasabah wanprestasi.%?

2. Kedua, Agri Chairunisa Isradjuningtias (2015) dalam penelitian
berjudul “Force Majeure (Overmacht) Alam Hukum Kontrak
(Perjanjian) Indonesia” menekankan bahwa force majeure berfungsi
melindungi pihak yang dirugikan jika syarat objektif dan subjektif
terpenuhi?®. Situasi seperti bencana alam, perang, sabotase, mogok, dan
sanksi pemerintah termasuk force majeure. Persamaan penelitian
dengan penelitian ini adalah membahas force majeure sebagai

pelindung pihak yang dirugikan, sedangkan perbedaannya terletak pada

% Rahmadi Indra Tektona & Dyah Ochtorina Susanti, Wanprestasi pada Akad Murabahah
(Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA. PBG), Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2020.
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pendekatan; penelitian terdahulu bersifat lapangan, sedangkan
penelitian sekarang lebih menekankan pendekatan yuridis normatif. %

3. Ketiga, Besty Habeahan dan Sena Rusiana Siallagan (2021) berjudul
“Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam
Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi” menyoroti pandemi
Covid-19 sebagai bencana nasional yang bisa dikategorikan force
majeure®. Penelitian ini bersifat kepustakaan, menelaah literatur dan
peraturan hukum. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan
metode kepustakaan, sedangkan perbedaannya adalah subjek
penelitian, yaitu pandemi nasional dibandingkan kasus bencana di Kota
Palu.%®

4. Keempat, Siti Fatimatu Zahra dan Muhammad Nasrulloh (2024) dalam
penelitian berjudul “Force Majeure” menjelaskan bahwa force majeure
membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi®. Penelitian
ini relevan dengan penelitian sekarang karena membahas perlindungan
kreditur dan pembebasan tanggung jawab debitur, namun berbeda fokus
karena penelitian sekarang juga menekankan wanprestasi dalam
pembiayaan murabahah.®

5. Kelima, Nabila Nurul Aliansyah dan Hartono Widodo (2022) dalam
penelitian berjudul “Force Majeure pada Perjanjian Restrukturisasi
Kredit di Masa Pandemi” menunjukkan bahwa situasi pandemi dapat
menjadi alasan pengingkaran perjanjian dan restrukturisasi angsuran
kredit’. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas force

majeure, perbedaannya terletak pada konteks restrukturisasi kredit dan

% Agri Chairunisa Isradjuningtias, Force Majeure (Overmacht) Alam Hukum Kontrak
(Perjanjian) Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, 2015.

% Besty Habeahan & Sena Rusiana Siallagan, Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force
Majeure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi, Jurnal Hukum Ekonomi, 2021.

% Siti Fatimatu Zahra & Muhammad Nasrulloh, Force Majeure, Jurnal Hukum dan
Perjanjian, 2024
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pandemi, sedangkan penelitian sekarang menelaah wanprestasi dan
force majeure dalam pembiayaan murabahah berbasis KHES.%’

6. Keenam, Alda Kartika Yudha (2020) dalam tesis “Wanprestasi dan
Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam
dan Hukum Nasional)” menyimpulkan bahwa konsep wanprestasi
dalam hukum Islam dan hukum nasional relatif selaras, meskipun
berbeda dalam dasar pertanggungjawaban®. Perbedaan dengan
penelitian sekarang adalah penekanan pada ketentuan KHES dan
KUHPerdata yang mengikat secara hukum di Indonesia.%

7. Ketujuh, Muhammad Syafi’i Antonio (2018) membahas prinsip akad
murabahah dan tanggung jawab pihak dalam perbankan syariah’.
Persamaannya dengan penelitian sekarang adalah fokus pada
pembiayaan murabahah.®® Hasil penelitianya menjelaskan bahwa akad
murabahah merupakan akad jual beli yang menekankan prinsip
transparansi (al-shafafiyah), kejujuran (al-sidq), dan keadilan (‘adl)
antara para pihak. Dalam akad ini, penjual (bank syariah) wajib
mengungkapkan secara jelas harga perolehan barang, margin
keuntungan, serta seluruh biaya yang timbul, sehingga tidak terdapat
unsur gharar maupun ketidakpastian. Di sisi lain, pembeli (nasabah)
berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang
telah dituangkan dalam akad. Lebih lanjut, Antonio menegaskan bahwa
tanggung jawab para pihak dalam akad murabahah tidak hanya bersifat
kontraktual, tetapi juga moral dan religius karena akad tersebut
dilandasi oleh prinsip syariah. Oleh karena itu, penilaian terhadap
wanprestasi tidak dapat dilakukan secara mekanis semata, melainkan

harus mempertimbangkan apakah pelanggaran prestasi tersebut terjadi

% Nabila Nurul Aliansyah & Hartono Widodo, Force Majeure pada Perjanjian
Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi, Jurnal Perbankan dan Pembiayaan, 2022.

% Alda Kartika Yudha, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi
antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah), Tesis,
UIN Syarif Hidayatullah, 2020

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani,
2018.
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karena kelalaian atau karena adanya keadaan di luar kemampuan
debitur. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip murabahah tersebut
sebagai landasan untuk menilai apakah penetapan wanprestasi dalam
kasus yang diteliti telah mencerminkan karakter akad murabahah yang
berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, khususnya ketika
debitur menghadapi kondisi force majeure.

8. Kedelapan, Sudikno Mertokusumo (2016) menekankan pentingnya
pertimbangan hukum hakim dalam menilai fakta dan dalil secara
sistematis.!® Hasil penelitianya enekankan bahwa pertimbangan
hukum hakim merupakan inti dari suatu putusan, karena di dalamnya
tercermin  proses  penalaran  hukum  (rechtsvinding) yang
menghubungkan fakta dengan norma hukum. Pertimbangan hakim
harus disusun secara sistematis, logis, dan rasional, serta
memperhatikan seluruh alat bukti dan dalil hukum yang diajukan oleh
para pihak. Dalam konteks sengketa pembiayaan murabahah,
pertimbangan hakim tidak cukup hanya berfokus pada aspek formal
wanprestasi, tetapi juga harus menggali fakta-fakta substantif, termasuk
adanya keadaan memaksa (force majeure) yang memengaruhi
kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini
menilai sejauh mana hakim dalam putusan yang dianalisis telah
mempertimbangkan fakta force majeure serta prinsip-prinsip syariah
sebagai dasar pertimbangan hukum.

9. Kesembilan, Harahap (2017) menjelaskan analisis petitum penggugat
dalam persidangan agar setiap tuntutan diuji kebenarannya.'®® Hasil
penelitianya menjelaskan konsep analisis petitum untuk menilai apakah
tuntutan bank syariah terhadap nasabah yang diduga wanprestasi telah
proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan. Khususnya, penelitian

ini mengkaji apakah petitum yang diajukan telah mempertimbangkan

100 sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty,
2016.
101 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017,



10.

11.

12.

S7

kondisi force majeure serta karakter pembiayaan murabahah yang
menekankan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para
pihak.

Kesepuluh, Rahardjo (2014) menyoroti kebenaran materiil dan keadilan
sebagai dasar putusan hakim.'%? Hasil penelitian ini menggambarkan
pembiayaan murabahah yang terdampak force majeure, pencarian
kebenaran materiil menjadi sangat penting agar debitur tidak
diposisikan secara tidak adil sebagai pihak yang sepenuhnya bersalah.
Penelitian ini mengaitkan konsep kebenaran materiil dengan kebutuhan
untuk menilai secara objektif dampak force majeure terhadap
kemampuan debitur, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar
mencerminkan keadilan.

Kesebelas, Jimly Asshiddigie (2016) membahas legal reasoning dan
penerapan hukum positif dalam praktek peradilan.’®® Hasil penelitian
ini menilai apakah hakim dalam sengketa pembiayaan murabahah telah
menggunakan legal reasoning yang tepat, khususnya dalam
menerapkan  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
berdampingan dengan hukum nasional. Penilaian ini penting untuk
melihat apakah putusan hakim telah mencerminkan integrasi antara
hukum positif dan prinsip syariah.

Keduabelas, Ascarya (2014) menekankan mekanisme transaksi syariah
pada akad murabahah.!® Pada hasil penelitian ascarya menjelaskan
bahwa Penelitian ini menggunakan mekanisme murabahah sebagai
tolok ukur untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan yang menjadi
objek sengketa. Dengan demikian, dapat diketahui apakah pelaksanaan
akad telah sesuai dengan prinsip syariah sejak awal, yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap penilaian wanprestasi.

2016.

102 gatjipto Rahardjo, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
108 Jimly Asshiddigie, Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,

104 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah, 2014.
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13. Ketigabelas, Neng Anis Istiqomah (2024) meneliti “Analisis Maqasid
al-Syariah terhadap Keputusan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-
MUI/VII/2019” yang relevan untuk menilai keadilan transaksi dan
kepatuhan syariah.'® Hasil penelitian ini bahwa magqasid al-syariah
berfungsi sebagai tujuan utama dalam setiap transaksi syariah, yaitu
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam
konteks pembiayaan, maqasid al-syariah menuntut adanya
perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan bagi para pihak.
Penelitian ini menggunakan maqasid al-syariah sebagai pisau analisis
untuk menilai apakah penetapan wanprestasi dan pembebanan
tanggung jawab kepada debitur telah mencerminkan kemaslahatan atau
justru menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika debitur berada
dalam kondisi force majeure.

14. Keempatbelas, Karim (2020) menekankan pentingnya force majeure
dalam konteks pembiayaan syariah.'% Hasil penelitian yang dilakukan
oleh karim adalah menegaskan bahwa konsep force majeure tidak
bertentangan dengan prinsip syariah, karena syariah mengakui adanya
kondisi darurat (darurah) yang dapat menghalangi seseorang untuk
memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, force majeure merupakan
instrumen penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam
pembiayaan syariah. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa
force majeure dapat menjadi dasar hukum untuk meninjau ulang
penetapan wanprestasi dalam akad murabahah, sehingga tidak terjadi
pembebanan tanggung jawab yang tidak proporsional kepada debitur.

15. Kelimabelas, Fauzi (2022) membahas praktik peradilan agama dalam
sengketa pembiayaan syariah.!?” Penelitian ini menggunakan temuan

tersebut untuk menganalisis sejauh mana putusan hakim dalam perkara

105 Neng Anis Istigomah, Analisis Magasid al-Syariah terhadap Keputusan Fatwa DSN-MUI
No. 129/DSN-MUI/VI11/2019, Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024.

106 Karim, Force Majeure dalam Pembiayaan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,
2020.

197 Fauzi, Praktik Peradilan Agama dalam Sengketa Pembiayaan Syariah, Jurnal Hukum dan
Ekonomi Syariah, 2022.
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murabahah telah konsisten menerapkan prinsip syariah dan keadilan
substantif.

Berdasarkan uriain di atas menerangkan sebanyak 15 (lima
belas) kajian penelitian terdahulu untuk menambahkan refrensi dalam
penelitian terkait. Bahwa yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian
ini adalah Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Alasan Force
Majeure Dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Akad Murabahah
(Studi  Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL). Dalam hukum
perjanjian, force majeure atau keadaan memaksa dapat sebagai alasan
untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi.
Force majeure dapat digunakan sebagai pembelaan debitur untuk
menunjukkan bahwa tidak terlaksananya kewajibannya disebabkan
oleh hal-hal yang tidak dapat diduga dan di luar kendalinya. Pada akhir
peneliti manambahkan adanya penelitian menarik yang terjadi pada
kasus tersebut terakit dengan Wanprestasi.

Wanprestsi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam
perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan kelalaian,
sehingga perjanjian tidak Khal tersebut bekaitan dengan studi putusan
pengadilan agama palu maka berdasarkan kaidah atau rujukam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hal tersebut peneliti
akan membahas terkait dengan masalah tersebut bedasarkan kompilasi
hukum ekonomi syariah, yang mana Dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES), ingkar janji atau wanprestasi dijelaskan di
pasal 36. Pasal ini menyatakan bahwa ingkar janji terjadi ketika
seseorang tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.

H. Kerangka Berpikir
Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat dua tema utama yang
menjadi dasar kerangka berpikir penelitian ini, yaitu wanprestasi dan force
majeure. Penelitian Tektona dkk. (2020) dan Alda Kartika Yudha (2018)
menekankan pentingnya analisis wanprestasi dalam akad murabahah serta

pertanggungjawaban pihak debitur, khususnya ketika terjadi ingkar janji
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atau pelanggaran kontrak. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi
tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, tetapi juga
mencakup aspek hukum dan etika yang harus diperhatikan dalam praktik
pembiayaan syariah. Di sisi lain, penelitian Chairunisa (2015), Habeahan &
Siallagan (2021), Zahra & Nasrulloh (2024), serta Aliansyah & Widodo
(2022) menyoroti konsep force majeure sebagai keadaan memaksa yang
dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi. Force
majeure dipahami sebagai perlindungan hukum terhadap pihak yang
dirugikan akibat peristiwa yang berada di luar kendali manusia, baik berupa
bencana alam, pandemi, atau situasi darurat lainnya. Penelitian-penelitian
tersebut menekankan bahwa pengakuan force majeure harus berdasarkan
analisis objektif dan subjektif terhadap fakta, sehingga setiap keputusan
harus mempertimbangkan kondisi riil yang dialami pihak-pihak dalam
kontrak. Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dengan asumsi bahwa
wanprestasi pada pembiayaan murabahah dapat terjadi karena kondisi
tertentu yang termasuk force majeure, sehingga analisis tidak dapat hanya
berhenti pada fakta keterlambatan pembayaran. Penelitian ini menekankan
pentingnya pertimbangan hukum hakim dalam menilai kasus, dengan dasar
hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).



BAB III
STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR .97/PDT.G/2020/PA.PAL

A. Hasil Penelitian

Perkara Ekonomi Syariah yang diperiksa di Pengadilan Agama
Palu ini melibatkan Ahmad Fahmi sebagai Penggugat dan PT. Bank BNI
Syariah Cabang Palu sebagai Tergugat. Sidang dilaksanakan pada tingkat
pertama, dengan majelis hakim yang bertugas memeriksa dan menilai
gugatan yang diajukan. Tergugat diwakili oleh delapan kuasa hukum
profesional, yaitu Erit Hafiz, S.H., CLA; Bayu Septian, S.H., M.H., CLA,;
Cakra Pandu Himadewa, S.H; Muchlis Kusetianto, S.H., M.H.; Meidana
Pascadinianti, S.H; Wahyu Hidayat; Ferdin; dan Rendy. Kuasa hukum ini
diberikan berdasarkan Surat Kuasa Nomor BNISy/L.GD/011/R tanggal 10
Februari 2020 dan perubahannya Nomor BNISy/L.GD/030/R tanggal 6
Maret 2020, serta Surat Tugas Nomor BNISy/L.GD/011A/R dan
perubahannya tanggal 6 Maret 2020.

Kasus ini menunjukkan bahwa sengketa berfokus pada pelaksanaan
akad pembiayaan murabahah. Penggugat mengajukan dalil force majeure
akibat bencana alam berupa tsunami dan gempa yang terjadi di Kota Palu,
dengan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Majelis
hakim menelaah dalil ini secara cermat dengan mempertimbangkan
beberapa aspek, yaitu fakta persidangan, bukti tertulis, keterangan saksi, dan
kondisi objek akad. Fakta persidangan menunjukkan bahwa objek akad
pembiayaan masih ada dan dapat dimanfaatkan, serta Tergugat telah
menunjukkan itikad baik melalui upaya restrukturisasi kewajiban
pembayaran. Dengan demikian, hakim menilai bahwa dalil force majeure
yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur ketidakmungkinan mutlak
(impossibility of performance). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1244

dan Pasal 1445 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum wanprestasi.
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Putusan sela yang dijatuhkan majelis hakim menolak seluruh
gugatan Penggugat dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,-
kepada Penggugat, menegaskan bahwa kewajiban pelaksanaan akad tetap
berlaku. Selain aspek yuridis, putusan ini juga dianalisis dari perspektif
Hukum Ekonomi Syariah. Majelis hakim menekankan kepatuhan terhadap
prinsip akad, integritas akad, musyarakah, dan tanggung jawab masing-
masing pihak. Putusan ini menunjukkan pentingnya klausul force majeure
dalam perjanjian untuk memitigasi risiko akibat kejadian di luar kendali
para pihak. Jika klausul tersebut tidak termuat, hakim tetap harus menilai
kemampuan masing-masing pihak dan fakta yang ada untuk menentukan
apakah keadaan force majeure benar-benar terjadi. Analisis deskriptif ini
memperlihatkan bagaimana hakim melakukan integrasi antara tiga aspek
utama: aspek yuridis, yang menekankan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan pasal-pasal KUHPerdata; aspek filosofis, yang
menilai itikad baik dan keadilan substantif; serta aspek syariah, yang
menegaskan prinsip kepatuhan terhadap akad, pembagian risiko, dan
tanggung jawab para pihak.

Dengan demikian, putusan ini menghasilkan keputusan yang adil,
seimbang, menjamin kepastian hukum, dan konsisten dengan prinsip
ekonomi syariah, sekaligus menjadi pedoman bagi penyelesaian sengketa
ekonomi syariah serupa di masa mendatang. Dari analisis deskriptif, dapat
disimpulkan bahwa hakim dalam sengketa pembiayaan murabahah
menekankan pertimbangan hukum yang komprehensif dan proporsional.
Evaluasi menyeluruh terhadap objek akad, bukti, keterangan saksi, dan
itikad para pihak menjadi dasar bagi keputusan yang objektif dan adil.
Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas akad, memastikan
kepastian hukum, dan menegakkan prinsip keadilan serta syariah dalam
praktik ekonomi Islam. Secara keseluruhan, hasil penelitian pada BAB ini
menggambarkan bagaimana putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara
Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL dapat dijadikan acuan bagi pengaturan
perjanjian murabahah dan penanganan sengketa ekonomi syariah di masa
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depan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum

positif, tetapi juga menerapkan prinsip syariah dan asas keadilan untuk

memastikan keputusan yang seimbang bagi semua pihak.

1.

o o @

Pokok Perkara

Pada 14 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat menandatangani
Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060, sebuah
perjanjian yang mengatur pembiayaan rumah tinggal dengan prinsip
syariah. Nilai akad yang disepakati mencapai Rp 728.960.000,-, dengan
jangka waktu pembayaran angsuran selama 180 bulan atau 15 tahun,
yang dimulai sejak 14 Maret 2013 hingga 13 Maret 2028. Akad ini
merupakan bentuk perjanjian baku antara pihak bank dan nasabah, di
mana bank menyediakan dana pembiayaan dan nasabah berkewajiban
untuk melunasi angsuran beserta margin keuntungan yang disepakati.
Akad tersebut menjadi dasar hukum dan finansial bagi kedua belah
pihak selama masa tenor pembiayaan.

Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama pembiayaan adalah pembelian rumah tinggal
yang tercatat atas SHM No. 741/Boyaoge. Rincian transaksi
menunjukkan struktur pembayaran sebagai berikut:

Harga rumah: Rp 450.000.000,-

Uang muka: Rp 130.000.000,- atau sekitar 28,89% dari harga rumah
Pembiayaan bank: Rp 320.000.000,-

Margin keuntungan bank: Rp 408.960.000,-

Dari rincian ini terlihat bahwa margin yang dikenakan bank
lebih besar daripada pokok pembiayaan, yang menimbulkan beban
finansial signifikan bagi Penggugat. Hal ini menunjukkan adanya
potensi risiko ketidakadilan apabila nasabah mengalami kesulitan
dalam pembayaran, karena total kewajiban jauh lebih besar dibanding

harga rumah sesungguhnya.
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3. Proses Akad dan Penandatanganan Perjanjian
Proses akad dimulai dari penawaran pembiayaan oleh petugas
marketing Tergugat, yang menyampaikan opsi pembiayaan kepada
Penggugat. Penggugat kemudian menandatangani akad baku yang
disediakan oleh bank tanpa menerima salinan perjanjian.
Ketidaktersediaan salinan akad membuat Penggugat tidak mengetahui
besaran margin yang sebenarnya maupun perubahan-perubahan yang
mungkin terjadi sepanjang tenor pembiayaan. Hal ini menjadi masalah
penting karena menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi
Penggugat terkait kewajiban yang harus dipenuhi, serta hak-hak yang
dimilikinya.
4. Pelaksanaan Pembayaran
Setelah akad ditandatangani, Penggugat secara konsisten
melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulan.
Pembayaran dimulai pada 25 Maret 2013 dan berjalan tanpa kendala
hingga 25 September 2018, mencerminkan itikad baik dan kepatuhan
Penggugat terhadap perjanjian. Selama lima setengah tahun tersebut,
Penggugat tidak pernah menunggak pembayaran, menunjukkan
komitmen penuh terhadap akad pembiayaan.
5. Force Majeur
Pada 28 September 2018, Kota Palu dilanda bencana gempa
bumi, likuifaksi, dan tsunami yang menyebabkan kerusakan masif pada
infrastruktur dan hunian penduduk. Rumah Penggugat mengalami
kerusakan parah sehingga tidak layak huni, sementara rumah yang
dijadikan agunan pembiayaan mengalami retakan signifikan,
mengurangi nilai jaminan secara drastis. Kondisi ini membuat
Penggugat tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran karena
sumber daya finansial harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak
pascabencana. Kejadian ini dikategorikan sebagai force majeure, yaitu
peristiwa yang berada di luar kendali manusia dan menghalangi

pelaksanaan kewajiban kontraktual Penggugat segera memberitahukan
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kondisi force majeure kepada Tergugat secara lisan dan tertulis, sesuai
ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Akad Pembiayaan Murabahah, yang
mengatur hak nasabah apabila terjadi keadaan memaksa. Penggugat
berharap Tergugat dapat memberikan keringanan atau restrukturisasi
pembayaran berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan syariah.
Namun, Tergugat tetap mengirim surat teguran yang menuntut
Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran, tanpa
mempertimbangkan kondisi memaksa yang terjadi. Hal ini
menimbulkan ketegangan dan perselisihan antara kedua belah pihak

Tindakan Tergugat yang tetap menagih pembayaran angsuran
menimbulkan konflik hukum, karena Penggugat merasa haknya sebagai
pihak terdampak force majeure tidak dihormati. Upaya musyawarah
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Akad tidak membuahkan hasil.
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila musyawarah tidak tercapai,
sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu,
Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palu untuk
menegaskan haknya dan meminta penyelesaian hukum atas
perselisihan yang timbul.
. Wanprestasi Nasabah dengan PT Bank BNI Syariah

Wanprestasi atau ingkar janji terjadi apabila salah satu pihak
dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik
secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa alasan yang sah menurut
hukum atau akad. Dalam konteks akad Murabahah, wanprestasi dapat
terjadi jika nasabah menunda, menunggak, atau tidak melaksanakan
pembayaran angsuran sesuai jadwal, sehingga merugikan pihak bank.
Namun, penting dicatat bahwa akad Murabahah bersifat syariah, yang
menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Akad ini juga
mengakomodasi kondisi force majeure, yaitu kejadian luar biasa yang
membuat pihak nasabah tidak mampu menjalankan kewajibannya
secara wajar, misalnya bencana alam, kebakaran, atau musibah lain.

Dalam akad yang menjadi objek kasus ini, Pasal 17 ayat (1) dan (2)
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mengatur hak nasabah untuk memberitahukan keadaan memaksa (force
majeure) agar kewajiban pembayaran dapat ditunda, dikurangi, atau
direstrukturisasi. Penggugat telah memberitahukan Tergugat baik
secara lisan maupun tertulis mengenai kondisi force majeure, dengan
harapan agar pembayaran angsuran dapat ditunda atau direstrukturisasi.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Akad, yang mengatur
perlindungan nasabah dalam keadaan memaksa. Meskipun demikian,
Tergugat tetap mengirim surat teguran yang menuntut pembayaran
angsuran, seolah Penggugat melakukan wanprestasi.

Padahal, fakta menunjukkan bahwa Penggugat menyampaikan
informasi  secara tepat waktu dan transparan  mengenai
ketidakmampuannya, sehingga tindakan bank tidak dapat dikategorikan
sebagai akibat wanprestasi dari pihak Penggugat Sebagai subjek hukum
manusia tidak terlepas dari hal yang bernama perbuatan hukum, dan
yang paling sering dilakukan oleh manusia untuk melangsungkan
kehidupannya adalah dengan melakukan transaksi seperti halnya jual
beli, sewa menyewa maupun Menolak jasa seseorang®®.

Dalam melakukan transaksi tersebut tidak dapat terlepas dari
suatu kesepakatan para pihak melalui suatu perjanjian, hanya saja
terkadang orang tidak menyadari akan arti pentingnya suatu perjanjian
sehingga tidak jarang permasalahan timbul akibat kurang pahamnya
seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Dalam membuat suatu
perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat
melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan
kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan
hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan

hukum yang sah.'%

108 Retna Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)” Jurnal

Pelangi llmu. Volume 5. No. 1 (2012), hal. 3

hal.25

19 Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2009),
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Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari

perikatan tersebut adalah:

a. Adanya Hubungan Hukum

Pengugat dan Tergugat mengadakan dan membuat

perjanjian di bawah tangan yang dibubuhi meterai secukupnya

berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060.

Adanya Subyek Hukum Debitur adalah orang berpiutang PT. Bank

BNI Syariah sedangkan Kreditur adalah orang yang berutang
(Ahmad Fahmi).

b. Adanya Prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan

tidak berbuat sesuatu, dalam hal ini ada beberapa inti point:

1)

2)

Tergugat mendalilkan Penggugat telah melakukan wanprestasi
karena Penggugat melalaikan ketentuan Pasal 17 Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor PAL/2013/060 tanggal 14
Maret 2013.1°

Tergugat telah melakukan Perubahan Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor Restrukturisasi (1) /PAL/2013/060
tanggal 29 Januari 2016, hal ini Pengugat telah
menandatangani  isi  pejanjian restrukurisasi. Tergugat
mengakui bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran
secara lancar terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai
dengan tanggal 25 September 2018 dan tidak pernah terjadi
tunggakan sesuai isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013, kemudian terjadi
Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
Restrukturisasi (1) /PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016
berdasarkan kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok

yang diinginkan dalam perjanjian, yang telah sesuai dengan

110 Akad Pembiayaan Murabahah (2013) Kota Palu antara Ahmad Fahmi dan PT

BANK BNI Syariah
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salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata.

3) Melihat faktanya objek pembiayaan tersebut yaitu rumah dan
bangunan yang di Jalan Anggur II No. 3 Kel. Boyaoge, Kec.
Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah masih dalam keadaan layak
dan cukup untuk ditempati oleh Penggugat, namun demikian
pada faktanya objek pembiayaan sekaligus agunan tersebut
tidak ditempati dan digunakan oleh Penggugat sebagaimana
mestinya, dengan demikian sangat tidak relevan dan masuk
akal apabila Penggugat berdalih atas kejadian tersebut
Penggugat tidak mampu melaksanakan pembayaran angsuran
kepada Tergugat, Namun tidak disadari Penggugat tidak cermat
melihat isi perjanjian diatas, akan tetapi Penggugat telah
mengajukan permohonan rekstrukturisasi kepada Tergugat
pada tanggal 29 Oktober 2018 yang meminta untuk diberikan
keringanan sehubungan dengan kejadian gempa bumi,
likuifaksi.*'! Pasal 17 ayat (5) keadaan Force Majeur tersebut
dapat diatasi serta Penggugat yang mengalami keadaan
memaksa wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajiban
yang tertunda:

“Bilamana dalam waktu 30 hari kalender sejak
diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada
tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka
adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak
tersebut”

Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
Peraturan Bl serta Menteri Keuangan yang salah satunya
yaitu POJK Nomor 45 Tahun 2017, Tergugat telah

melaksanakan ketentuan tersebut dan telah diterima oleh

111 pasal,2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017
tentang Perilaku Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di
Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
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Penggugat berupa keringanan pembayaran dimana tahun
Pertama Penggugat tidak dikenakan  pembayaran.
pembayaran Rp O (Nol Rupiah) dan tahun Kedua sejumlah
Rp 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) dan tahun ketiga sampai
dengan lunas sesuai dengan tabel angsuran.!2
Harta kekayaan
SHM No.741/Boyaoge tertanggal 20 November 2006, luas
tanah 362 M2 dan luas bangunan kurang lebih 159 M2, yang
berlokasi di Jalan Anggur II No.3 Kelurahan Boyaoge, Kecamatan
Tatanga Palu Sulawesi Tengah atas nama Ahmad Fahmi dan rumah
di Jalan S. Manonda. Keadaan yang seperti disebutkan diatas
adalah keadaan memaksa (force majeure). Didalam suatu
perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula mengenai
force majeure. Hal iniagar para pihak mengerti antara kelalaian
yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang
terjadi karena keadaan memaksa, Namun dalam suatu perjanjian
klausula mengenai force majeure ini tetap saja timbul masalah
mengenai Penggugat tidak melakukan kewajibanya saat terjadinya
force majeure atau lalai. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam
pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan
kahar/keadaan memaksa yaitu didalam Peraturan Presiden No. 4
tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang
sebelunya adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/jasa.!'® Dalam kasus yang telah diuraikan di
atas, maka dapat ditemukan adanya kesepakatan dari para pihak
untuk melepaskan haknya menuntut resiko yang terjadi akibat
Keadaan Memaksa (Force Majeure), selain itu para pihak juga
sepakat untuk membebaskan kewajiban mereka untuk melakukan

prestasi apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure)

112 pOJK Nomor 45 Tahun 2017
113 peraturan Presiden No. 4 tahun 2015



70

tersebut. Kesepakatan terhadap klausul tersebut merupakan
perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dan telah berupaya

untuk mengecualikan.!'*

unsur-unsur naturalia yang terdapat
dalam KUHPerdata berkaitan dengan jual beli rumah. Isi
perjanjian pembiayaan murabhah tersebut meskipun telah
memenuhi unsur kesepakatan, akan tetapi dengan diajukannya
suatu gugatan maka menunjukkan ada pihak yang masih merasa
dirugikan dalam perjanjian tersebut. Tidak pernah hentinya muncul
anggapan yang menyatakan bahwa kontrak yang terjalin antara
para pihak yang tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah
satunya akan dianggap tidak adil dan berat sebelah.!™ dan oleh
karena itu maka pihak yang dirugikan akan menuntut suatu
keadilan yang dalam kasus ini kepada Pengadilan Agama Palu.
B. Pembahasan
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat di tolak oleh Pengadilan
Agama Palu, dan Penggugat tetap berkewajiban membayar dan melunasi
hutang-hutangnya, hal ini sesorang yang mempunayi kewajiban hutang
tetap membayarkan hutangnya. Namun berikan kelonggaran kepada orang

yang berutang sebagaimana firman Allah dalam Surat Al — Bagarah: 280
P Tes g0k 0 2 oga/cg//é' R P AN T PR I
O3la5 328700 380 s 1380aE O sis ) e sne 33 S8T0I0 4

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan,
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu
bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu
mengetahui(-nya).

Secara keseluruhan, Penggugat telah memenuhi kewajiban
pembayaran secara itikad baik sebelum bencana terjadi, dan tidak dapat
dianggap wanprestasi setelah bencana karena adanya force majeure.

Tindakan Tergugat yang tetap menuntut pembayaran angsuran tanpa

114 Rustam Magun Pikahulan, Hukum Perikatan (Parepare: IAIN Parepare Nusantara
Press, 2019), hal. 26
115 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 25
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mempertimbangkan kondisi force majeure tidak sejalan dengan prinsip
akad Murabahah dan keadilan syariah. Oleh karena itu, penyelesaian
sengketa melalui pengadilan menjadi langkah yang sah dan diperlukan
untuk menegaskan hak-hak Penggugat serta menegakkan prinsip hukum
dan keadilan dalam pembiayaan syariah.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, hal ini diatur dalam Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.!'® Pengadilan Agama
berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak pada Mahkamah
Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Kota
Palu adalah salah satu pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia, dan berwenang mengurus perkara-perkara perdata.
Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.1'7 Peradilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
Beralamat di Jalan Profesor Mohammad Yamin No 36 Kelurahan Tatura
Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Kabupaten Sulawesi Tengah,
Kode Pos 94111.

Peradilan Agama Palu memiliki struktur organisasi Yaitu
kepemimpinan, administrasi pengadilan, sekretariat, serta posisi fungsional
dalam melaksanakan tugas kehakiman dan administrasi. Salah satu hakim
ketua dipimpin oleh Dra. Hj. Nurbaya, bersama para hakim lainnya yang
menangani perkara hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah.
Administrasi pengadilan dikordinasikan oleh sekretaris pengadilan, yang
didukung oleh Wakil Sekretaris Bidang Hukum, Suhriah, S.H., dan Wakil

116 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

117 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989
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Sekretaris Bidang Syariah, Shiyamus Shidqi, S.H.l., M.H. Sekretariat
dipimpin oleh Ince Muhrawaty, S.T., yang bertindak sebagai Sekretaris,
didampingi oleh beberapa kepala sub bagian, yaitu Ira Rahmawati, S.T.,
M.M. (Personnel) dan Nasrudin, S.T., M.M. (Perencanaan dan IT). Terdapat
pula beberapa pegawai fungsional seperti tukang tiket, petugas registrasi,
teknisi komputer, dan staf administrasi yang mendukung tugas teknis serta
pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Tugas pokok Pengadilan Agama
adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai
dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Untuk
melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama Palu mempunyai
fungsi antara lain;

a. Fungsi Menyelidiki, yakni memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (pasal 49
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006).8

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada segenap jajarannya baik menyangkut tekhnis
yustisial administrasi peradilan, maupun administrasi umum,
keuangan, kepegawaian dan pembangunan (pasal 53 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo KMA Nomor 303 Tahun
1990).11°

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris,
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti (pasal 53 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).12°

d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan

dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di

118 pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

119 pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo KMA Nomor 303
Tahun 1990

120 pasal 53 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989).1%

e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,
keuangan, kepegawaian, dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan
Tugas Pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan (KMA
Nomor 303 Tahun 1990).1%2

Ekonomi syariah merujuk pada aktivitas atau usaha yang
dijalankan oleh individu, sekelompok orang, maupun entitas bisnis yang
terdaftar atau tidak terdaftar, dengan tujuan memenuhi kebutuhan baik
di sektor komersial maupun non-komersial sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah.!?® Prinsip ekonomi syariah dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan perbedaan antara bank
konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol
adalah mengenai penyelesaian sengketa.

Dalam perjalanan sejarah penyelesaian sengketa bank syariah,
setidaknya ada tiga lembaga yang mempunyai kompetensi untuk
menanganinya yaitu arbitrase, peradilan umum dan peradilan agama.
Dua lembaga terakhir merupakan lembaga peradilan yang seringkali
disebut dengan litigasi, sedangkan satu lembaga lain adalah proses di
luar pengadilan (non litigasi). Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi
(sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam
rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (al shulh), arbitrase
(altahkim), dan peradilan (al-gadha).

Pasal 55 UU Perbankan Syariah sebagai undang-undang
menentukan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk
menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun demikian UU
perbankan syariah secara eksepsional memberikan kewenangan lain

melalui perjanjian, dimana sengketa perbankan syariah dapat ditangani

121 pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

122 KMA Nomor 303 Tahun 1990

128 A K Umam, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,”
Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Volume 3, Nomor. 1 (2016), Halaman 1-15.
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dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase Syariah
Nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum. Perkembangan lembaga-lembaga
keuangan syariah tumbuh pesat di Indonesia, seperti perbankan syariah,
asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan
reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, dll.

Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas
dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa
hukum di bidang ekonomi syariah. Jika terjadi perselisihan antara para
pihak, selama ini kasusnya selama ini diselesaikan di Pengadilan
Umum, atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan Agama.
Artinya, sebelum keluarnya UU No 3/2006, tentang Peradilan Agama
perkara- perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan
perjanjian yang bersifat bisnis masih menjadi kewenangan Pengadilan
Negeri, dikarenakan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat
terbatas. Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
hanya menentukan bidang-bidang tertentu saja yang menjadi
kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama, yaitu bidang:
Perkawinan, Kewarisan (yang meliputi juga wasiat dan hibah) dan
Wakaf dan Shadaqah.!?* Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan
lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.

b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga
keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.

c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang

beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan

124 Ramdhon Naning, “Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Peran Badan Arbitrase
Syariah Nasional Dan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa
Ekonomi Syariah”, Journal Varia Advokat, Volume 6 Nomor 1, 2008, halaman 4.



75

tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan
prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas,
Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang
kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh
karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan
prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan
hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. 1?° Bank syariah adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah, dengan kata lain seluruh kegiatan operasionalnya mengikuti
ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut
tata cara bermuamalah secara Islam. Keberadaan bank syariah
ditengah-tengah kebutuhan pembiayaan yang tak kunjung tercukupi
memang sangat membantu dalam hal keuangan. Beberapa kontrak
perjanjian pembiayaan pun dilakukan untuk mencapai kesepakatan
antara pihak bank dan nasabah.*?®

Disepakatinya perikatan perjanjian dalam pembiayaan perlu
di dasari oleh dasar-dasar yang kuat. Perikatan adalah suatu
perhubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.’?’ Kontrak
merupakan sbentuk ikatan kesepakatan yang dituangkan dalam
suatu perjanjian tertulis. Pembiayaan sendiri adalah penyediaan
dana berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

125 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

126 Rizal Yaya, dkk., Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta : Salemba Empat,
2009), halaman.54

127 Diana Kusumasari. “Perbedaan dan persamaan dari Persetujuan, Perikatan,
Perjanjian, dan Kontrak”, Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian Klinik Hukumonline,
diakses pada tanggal 12 September 2025 pukul 18.00 WIB.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak-lt4e3b8693275c3/
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dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Di dalam pembuatan
kontrak pembiayaan, akan selalu berkaitan dan bersinggungan
dengan asas-asas hukum, yang mana asas dimaknai sebagai hal-hal
mendasar yang menjadi latar belakang lahirnya suatu norma atau

aturan.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Studi Putusan Perkara Nomor

97/Pdt.G/2020/PA. Pal

1.

Pertimbangan Hakim

Faktor Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Force Majeure
studi putusan nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal. Hakim merupakan
pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang berwenang dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal tersebut hakim
melakukannya melalui putusan yang telah dipertimbangkan olehnya.
Adapun fungsi hakim ialah mengeluarkan putusan terhadap perkara
yang telah diajukan, dengan menimbang beberapa alat bukti yang sesui
dengan Undang undang serta keyakinan hakim yang didasari oleh
integritas moral yang baik.?

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,
pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim ketika
mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat

meringankan atau memberatkan pelaku.'?®

Setiap hakim wajib
memberikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis mengenai
perkara yang sedang dipertimbangkannya, dan hal itu menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan. Force majeure ialah keadaan
memaksa yang terjadi pada benda debitur yang merupakan objek dari
kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa
adanya kesalahan dari pihak debitur, Misalnya, benda yang menjadi

objek dari kontrak terbakar, disambar petir, gempa bumi, banjir

128 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman.103.

Kehakiman

129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
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bandang, dan lahar gunung Meletus.!*® Namun seiring berkembangnya
zaman force majeure tidak hanya berkaitan dengan bencana alam dan
peperangan saja melainkan disebabkan karena adanya larangan hukum
baru yang terdapat Pertimbangan Hakim terkait dengan force majeure
dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA. Pal, Majelis Hakim menolak
bahwa Penggugat mengalami force majeure, hal tersebut hakim telah
mempertimbangkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
para pihak untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan
Tergugat dengan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo
telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg.

b. Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa
Penggugat telah melakukan wanprestasi karena Penggugat
melalaikan ketentuan Pasal 17 Akad Pembiayaan Murabahah
Nomor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 dan memohon agar
Majelis hakim menolak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat,
oleh karena itu majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
satu persatu mengenai petitum yang dimohon oleh Penggugat.

c. Menimbang, bahwa petitum dalam provisi Penggugat memohon
agar permohonan provisi Penggugat dikabulkan dengan
memerintahkan kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan
ketentuan Pasal 14 peristiwa cidera janji/wanprestasi) dan Pasal 15
(Kewenangan Bank Dalam Rangka Penyelamatan dan Penyelesaian
Pembiayaan) dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013, selama pemeriksaan perkara
sedang berlangsung sampai dengan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap serta petitum di dalam pokok perkara agar

perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

130 Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian)
Indonesia,” halaman.155
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(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding, maupun
kasasi dengan alasan bahwa bukti-bukti surat yang akan diajukan
Penggugat merupakan bukti otentik.

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut maka terbukti bahwa persyaratan sebagaimana ketentuan
Pasal 191 ayat (1) dan (2) RBg tersebut tidak terpenuhi, dan gugatan
profesional juga tidak dikabulkan sehingga terhadap gugatan
mengenai uitbaar bij vorrad sebagaiman petitum point 6 ini patut
dikesampingkan dan tidak perlu pertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat poin satu, dua dan tiga
Tergugat mengakui bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum
dengan Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 Jo Persetujuan Perubahan
Akad Pembiayaan Murabahah Nomor Restrukturisasi (1)
/PAL/2013/060 tanggal 29 Januari 2016, adapun pembiayaan
tersebut diperlukan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah tinggal
dengan luas tanah 362 M2 dan luas bangunan 159 M2 yang berlokasi
di JI. Anggur II No. 3 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat,
Palu, Sulawesi Tengah, dengan jaminan berupa satu unit tanah dan
bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 741 dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1090/2013 tanggal 18 Juli
2013 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
Peringkat I No. 02832/2013.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 6, 7, 8 dan 9
Tergugat telah memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat
merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak sesuai fakta hukum yang
ada sebab faktanya objek pembiayaan tersebut yaitu rumah dan
bangunan yang di Jalan Anggur II No. 3 Kel. Boyaoge, Kec. Palu
Barat, Palu, Sulawesi Tengah masih dalam keadaan layak dan cukup
untuk ditempati oleh Penggugat, namun demikian pada faktanya

objek pembiayaan sekaligus agunan tersebut tidak ditempati dan
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digunakan oleh Penggugat sebagaimana mestinya, dengan demikian
sangat tidak relevan dan masuk akal apabila Penggugat berdalih atas
kejadian tersebut Penggugat tidak mampu melaksanakan
pembayaran angsuran kepada Tergugat.

. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 12 dan 13
Tergugat memberikan jawaban bahwa oleh karena Penggugat telah
wanprestasi atas restrukturisasi yang telah disepakati Penggugat dan
Tergugat maka Tergugat sudah sepatutnya memberikan teguran
kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 11 ayat (2) butir
E Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
(“selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan™) telah tegas
menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur
cidera janji. Dan faktanya, Tergugat telah wanprestasi karena tidak
membayar kewajibannya (hutang) kepada Tergugat sebagaimana
telah disepakati di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor
PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 Jo Persetujuan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Perubahan Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor Restrukturisasi (1) /PAL/2013/060 tanggal 29
Januari 2016. Oleh karena debitur cidera janji maka kreditur sebagai
pemegang hak tanggungan (Tergugat) tidak perlu menunggu
pelunasan jatuh tempo dan dapat langsung mengajukan permohonan
kepada kantor lelang untuk melakukan pelelangan objek hak
tanggungan yang bersangkutan.

. Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah dijelaskan mengenai syarat-syarat bahwa peristiwa yang
termasuk keadaan memaksa yakni, peristiwa tersebut haruslah

peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, peristiwa tersebut
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tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus
memenuhi prestasi, peristiwa, terjadi di luar kesalahan si pihak yang
harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus
memenuhi prestasi tersebut tidak beritikad buruk.

Menimbang, bahwa dengan adanya restrukturisasi tersebut maka
ada keringanan yang diberikan oleh pihak BNISyariah sehingga
force majeur temporal dalam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami
sudah dapat diatasi, terlebih lagi rumah yang menjadi obyek
pembiayaan akad murabahah tidak musnah, dengan demikian bagi
kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban
untuk memenuhi prestasi tersebut; Menimbang, bahwa di samping
itu berdasarkan fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/1I/2005 Tentang
Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu
Membayar yakni bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian
(settlement).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka pihak BNI
Syariah berwenang untuk menjual tanah dan bangunan yang
menjadi jaminan sebagaimana bukti T.3, T.4 dan T.5 dan kepada
Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang
dimaksud kepada Tergugat dan memenubhi prestasi tersebut.

. Tergugat menjawab bahwa gugatan Penggugat poin 6, 7, 8, dan 9
tidak tepat dan tidak sesuai fakta hukum, karena rumah dan
bangunan di Jalan Anggur II No. 3, Palu masih layak ditempati.
Namun, Penggugat tidak Menolak obyek pembiayaan tersebut
sebagaimana mestinya, sehingga alasan Penggugat untuk tidak
mampu membayar angsuran tidak relevan dan tidak masuk akal.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.3, yaitu foto
rumah Penggugat di Jalan Sungai Manonda yang sedang direhab
akibat gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, diajukan untuk
mendukung dalil ketidakmampuan Penggugat membayar pinjaman.

Meskipun Tergugat mengakui atau tidak membantah bukti tersebut,
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Penggugat menyatakan bahwa kerusakan rumah akibat bencana
menghambat 58 kemampuan keuangannya sehingga tidak mampu
membayar pinjaman karena dana digunakan untuk renovasi rumah.
Meskipun bukti P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, bukti ini tidak
relevan dengan poin gugatan Penggugat yang harus dibuktikan.
Pokok permasalahan adalah rumah di Jalan Anggur II No. 3, yang
merupakan tujuan pembiayaan murabahah dan agunan, bukan
rumah yang sedang direnovasi. Oleh karena itu, bukti foto P.3 tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. d.
Pasal 17 ayat (1) dan (2) dari akad Murabahah No. PAL/2013/060
tertanggal 14 Maret 2013 menyatakan bahwa para pihak dibebaskan
dari kewajiban jika terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang
menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban, seperti kebakaran,
bencana alam, dan lainnya. Penggugat berpendapat bahwa Tergugat
telah melakukan wanprestasi terhadap pasal ini.

. Dalam Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan
bahwa keadaan memaksa meliputi syarat-syarat bahwa peristiwa
tersebut  tidak dapat diduga sebelumnya, tidak harus
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi
prestasi, terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi
prestasi, dan pihak tersebut tidak beritikad buruk.

. Menimbang, bahwa Pasal 1444 KUH Perdata menyebutkan : 1. Jika
barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi
dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali
tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah
perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si
berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun
si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak
telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga,
perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di

tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. 3. Si
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berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang
dimajukan itu g. Berdasarkan jawaban Tergugat, saksi-saksi
Penggugat, serta alat bukti T.3, T.4, dan T.5, rumah di Jalan Anggur
I No. 3,Kelurahan Boyaoge, yang merupakan objek akad
pembiayaan murabahah dan dijaminkan kepada BNI Syariah cabang
Palu, terbukti mengalami kerusakan ringan atau sedang akibat
gempa bumi namun masih layak huni dan ditempati oleh keluarga
Penggugat.

Meskipun terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang
merupakan force majeur temporal yang menghambat pemenuhan
prestasi kontrak untuk sementara waktu, namun dalam konteks
pelaksanaannya, ini termasuk force majeur relatif di mana pemenuhan
prestasi tidak dapat dilakukan secara normal selama kejadian tersebut
berlangsung. Setelah kejadian tersebut berhenti, prestasi dapat dipenuhi
kembali. Akibat gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami tidak
menyebabkan musnahnya rumah yang menjadi obyek akad murabahah
dan agunan. Oleh karena itu, perjanjian atau akad belum berakhir
berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa akad
tidak berakhir jika objeknya tidak musnah akibat force majeure. Dengan
demikian, akad murabahah tersebut masih berlaku sesuai dengan
ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara kesimpulan isi dari
pertimbangan hakim ini adalah menjelaskan terkait dengan 1). Terkait
dengan objek yang disepakati, dalam pertimbangan kedua putusan ini
hakim menemukan bahwa objek yang mengalami force majeure
bukanlah objek yang telah disepakati dalam perjanjian. Pertimbangan
tersebut sejalan dengan Pasal 1545 yang berbunyi “Jika barang tertentu,
yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan
pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah
memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia

berikan dalam tukar-menukar.” Dimana bisa ditafsirkan bahwa dalam
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suatu sengketa force majeure haruslah melihat terhadap perjanjian yang
sudah disepakati termasuk objek dalam perjanjian tersebut. 2) bukti-
bukti dan saksi yang diajukan oleh para para pihak hakim telah sesuai
dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang
berbunyi “Apabila salah satu pihak mengemukakan peristiwa atau
membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan
peristiwa atau bantahannya dalam persidangan.” Hal tersebut sering
dikenal dengan asas actori incumbit probatia. Pembuktian dari para
pihak dilakukan untuk memastikan atau menjadi pertimbangan
tambahan oleh para hakim bahwa peristiwa yang disengketakan benar
terjadi atau hanya mengada-ngada saja. Berdasarkan putusan tersebut
ternyata yang dijadikan bukti oleh para pengguat terkait dengan force
majeure tidaklah relevan atau tidak terbukti. Maka hal tersebut
Penggugat tetap harus melaksanakan prestasinya atau mengganti biaya
kerugian dan bunga sesuai dengan Pasal 1244 KUH Perdata yang
berbunyi “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan
bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya
perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan
itu”.
. Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan KHES DAN DSN MUI
STUDI PUTUSAN 97/Pdt.G/2021/PA.Pal

Dalam membuat keputusan, pertimbangan hakim merupakan
acuan atau harapan bagi pihak yang bersengketa, maka hakim haruslah
mengambil keputusan dengan mencapai nilai keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam hal tersebut hakim
harus mempertimbangkan keputusan atas suatu sengketa harus
memperhitungkan kebenaran secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.
Aspek yuridis ialah segala hal yang memepunyai makna hukum yang
telah diakui oleh pemerintah dan aturan tersebut bersifat baku bagi
masyarakat yang ada didalam pemerintahan tersebut, hal tersebut perlu

dipertimbangkan apakah landasan hukum yang digunakan sudah sesuai
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dengan aturan yang berlaku atau tidak. Aspek filosofis berarti apakah
hakim telah mempertimbangkan rasa keadilan dalam putusannya
sehingga keadilan dirasakan oleh kedua belah pihak yang sedang
bersengketa. 3!

Kebenaran sosiologis adalah ketika hakim mempertimbangkan
bahwa aturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam berbagai bidang. Seorang hakim harus memutuskan
dengan memperhatikan efek hukum yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat’®?> Dalam putusan ini sebelumnya majlis hakim telah
mendamaikan para pihak dengan melakukan mediasi tetapi tidaklah
berhasil hal tersebut hakim merujuk kepada Pasal 4 dan 7 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Selanjutnya dalam pertimbangan hakim
terkait dengan petitum Penggugat mengenai uitbaar bij vorrad patut
dikesampingkan karena tidak memenubhi ketentuan Pasal 191 ayat 1 dan
2 Rbg yang membahas tentang putusan serta merta.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim terkait dengan
kepatuhan suatu bank syariah untuk melakukan rekstrukturisasi
perjanjian ini hakim merujuk kepada pasal 2 ayat 5 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perlakuan Khusus
terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di
Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Selanjutnya dalam
pertimbangan hakim terkait dengan pelelangan hak tangguhan hakim
merujuk kepada Pasal 11 ayat 2 butir E undang-undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi “pemegang hak tanggungan

pertama berhak untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan

181 Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, “Tinjauan Hukum Kontrak Syariah
Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata,” Syariah Jurnal Hukum dan
Pemikiran 17, no. 1 (January 18, 2018): halaman.37.

132 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan
Perkara Di Pengadilan,” no. 2 (2017): halaman.42.



85

melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji atau melakukan
suatu wanprestasi. Hakim memperkuat pertimbangannya dengan
merujuk kepada Fatwa DSN MUI Nomor 47 Tahun 2005 Tentang
Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu
Membayar yang menyatakn bahwa “LKS boleh melakukan
penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi
pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang du sepakati,
dengan ketentuan; 1. Objek murabahah atau jaminan di jual oleh
nasabah kepada LKS dengan harga pasar yang di sepakati. 2. Nasabah
melunasi sisah utangnya kepada LKS dari penjualan. 3. Apabila hasil
penjualan melebihi sisah utang maka LKS wajiab mengambalikan
sisanya kepada nasabah. 4. Apabila penjualan lebih rendah dari sisah
utang maka nasabah wajib membayar sisah utangnya. 5. Apabila
nasabah tidak mampu membayar sisah utangnya maka LKS dapat
membebaskannya. Selanjutnya dalam mempertimbangkan terkait
dengan barang bukti dan Saksi yang telah di berikan oleh Penggugat dan
Tergugat hakim telah merujuk kepada Pasal 172 ayat (1) R.Bg pasal ini

Penelitian ini berangkat dari adanya sengketa ekonomi syariah
antara PT Bank BNI Syariah dengan nasabah dalam pembiayaan akad
murabahah yang dipicu oleh peristiwa force majeure berupa gempa
bumi dan tsunami di Kota Palu. Bencana alam tersebut berdampak
signifikan terhadap kondisi ekonomi nasabah, sehingga menyebabkan
keterlambatan bahkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban
pembayaran angsuran pembiayaan murabahah. Atas dasar kondisi
tersebut, nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palu
dengan dalil bahwa peristiwa bencana alam yang terjadi merupakan
force majeure yang seharusnya membebaskan atau setidaknya
meringankan kewajiban pembayaran pembiayaan.

Tujuan wutama penelitian ini adalah untuk menganalisis
pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa

pembiayaan murabahah serta menelaah penerapan konsep force majeure
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dalam perkara wanprestasi sebagaimana tercermin dalam Putusan
Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang
digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan perundang-undangan
terkait, dan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan dokumen
pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa majelis hakim
menolak dalil force majeure yang diajukan oleh penggugat meskipun
bencana gempa bumi dan tsunami merupakan peristiwa luar biasa yang
tidak dapat diprediksi. Penolakan tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur
ketidakmungkinan mutlak dalam pelaksanaan prestasi. Hakim
menilai bahwa objek akad murabahah masih ada, tidak musnah, dan
tetap dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal akad, sehingga
kewajiban pembayaran pembiayaan secara hukum tetap melekat pada
nasabah.

Pertimbangan hukum hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1244
dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
yang mengatur bahwa force majeure hanya dapat diterima apabila
debitur benar-benar tidak dapat melaksanakan prestasinya dan tidak
dapat dipersalahkan atas keadaan tersebut. Dalam perkara ini, hakim
mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, kondisi nyata objek
pembiayaan, serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa
meskipun terjadi bencana, objek pembiayaan tidak mengalami
kerusakan total dan masih memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu,
majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat tetap berada dalam
keadaan wanprestasi.

Selain itu, hakim juga menilai adanya itikad baik dari pihak

bank selaku kreditur yang telah melakukan upaya restrukturisasi
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pembiayaan sebagai bentuk keringanan kepada nasabah pasca-bencana.
Namun demikian, upaya tersebut tidak diimbangi dengan pelaksanaan
kewajiban pembayaran oleh tergugat, sehingga memperkuat kesimpulan
bahwa wanprestasi tetap terjadi. Putusan ini mencerminkan upaya
hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan
keadilan bagi para pihak.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan
hukum Islam, putusan tersebut menegaskan prinsip kepatuhan
terhadap akad (al-‘uqud syari‘ah) yang wajib dipenuhi oleh para
pihak. Penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan
mendatangkan kemudahan) dipahami secara terbatas, yakni tidak secara
otomatis menggugurkan kewajiban pembayaran, melainkan dapat
menjadi dasar pemberian keringanan atau restrukturisasi. Selain itu,
kaidah al-ghunmu bil ghurmi (keuntungan sebanding dengan risiko)
dan al-kharaj bid-dhaman (manfaat sejalan dengan tanggung jawab)
menguatkan pandangan bahwa selama manfaat objek akad masih
diperoleh oleh nasabah, maka kewajiban untuk menanggung risiko dan
melaksanakan pembayaran tetap berlaku.

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Palu Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.PAL menunjukkan bahwa penerapan force majeure
dalam sengketa pembiayaan murabahah tidak bersifat absolut,
melainkan harus diuji secara ketat berdasarkan fakta hukum, kondisi
objek akad, serta prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam.
Putusan ini memberikan kontribusi penting bagi praktik peradilan
agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara adil dan
proporsional. Dalam suatu perkara sebagai kesaksian. Selanjutnya
dalam pertimbangan hakim terkait dengan akad atau perjanjian yang sah
yaitu merujuk kepada beberapa peraturan seperti Pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “adanya kesepakatan
kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan kausa yang
halal”. Pasal 28 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang
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berbunyi “bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan
syarat-syaratnya yaitu (1) Pihak-pihak yang berakad memiliki
kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; (2) Obyek akad
mengenai hal yang dihalalkan, (3) Tujuan akad untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masingmasing pihak yang
mengadakan akad dan (4) Adanya kesepakatan”. Dan yang terakhir
pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan ahad yang
tidak sah yang berbunyi “akad yang bertentangan dengan Syariat Islam,
Peraturan Perundang - undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan”.
Selanjutnya dalam pertimbangan hakim terkait dengan akad yang
digunakan yaitu akad murabahah bil wakalah hakim merujuk kepada
Fatwa DSN MUI No 04 Tahun 200 Tentang Murabahah dan pasal 119
Kompilasi Ekonomi Syariah yang pada Pokoknya menyatakan bahwa
“jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip menjadi milik penjual.” Selanjutnya
pertimbangan hakim dalam melaksanakan kewenanganya hakim
merujuk kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
menegaskan “bahwa kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah,”

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim terkait dengan
peristiwa force majeure yang terlah di dalilkan oleh Penggugat hakim
merujuk kepada Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana
pasal tersebut mejelaskan syarat-syarat peristiwa yang termasuk
keadaan memaksa yaitu;

a. Peristiwa tersebut yaitu peristiwa yang tidak dapat diduga

sebelumnya.
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b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggunag jawabkan oleh
pihak yang harus memenuhi suatu prestasi.

c. Peristiwa tersebut terjadi diluar kesalahan sipihak yang memiliki
kewajiban melakukan prestasi.

d. Pihak yang memiliki kewajiban melakukan prestasi tidak orang

yang beritikad buruk.

Hakim memperkuat pertibanganya dengan merujuk kepada
pasal 1444 KUHPerdata yang menyatakan bahwa;

a. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak
lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama
sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah
perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya
si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

b. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang
sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-
kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan
musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya
sudah diserahkan kepada yang bersangkutan.

c. Siberutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga,
yang dimajukan itu

. Selanjutnya dalam pertimbangan hakim terkait dengan
restrukturisasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak hakim telah

merujuk kepada beberapa peraturan yaitu; Pasal 125 ayat 1

kompilasi hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa;

a. Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru
bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan
murbahahnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah
disepakati.

b. Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban

pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah
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melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat
waktu dan/atau  pembeli yang mengalami penurunan
kemampuan pembayaran.

c. Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas

diserahkan pada kebijakan penjual.

Hakim juga telah memperkuat pertibanganya dengan
merujuk kepada Pasal 126 kompilasi hukum ekonomi syariah yang
menyatakan bahwa Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali
tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai
dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:
a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah
biaya riil;

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan
para pihak. Hakim juga merujuk kepada Fatwa DSN MUI
Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan
Murabahah, dimana LKS boleh melakukan penjadwalan
kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan
waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah
jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses
penjadwalan kembali biaya riil, perpanjangan masa pembayaran
harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Dari sisi pertimbangan filosofis, dalam putusan Nomor
97/Pdt.G/2020/PA.Pal, hakim merujuk kepada bukti dan kesaksian
yang telah diterima oleh hakim, dimana pada pada dasarnya setelah
terjadinya gempa bumi yang melanda kota palu Tergugat sudah
memberikan keringanan terhadap Penggugat terkait dengan
restrukturisasi guna untuk menyelamatkan kontrak yang telah

disepakati. Tetapi berjalannya waktu Penggugat tidak lagi
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melakukan pembayaran maka Tergugat berhak atau tidak menyalahi
aturan untuk memberikan teguran kepada Penggugat. Penggugat
hanya membayar hingga 25 September 2018 dan meskipun telah ada
restrukturisasi (bukti T.2 dan T.6), hingga saat ini Penggugat belum
melakukan pembayaran lagi. Tergugat telah mengirim surat teguran
pertama dan kedua (bukti T.7, T.8, T.9, dan T.10). Meskipun gaji
Penggugat setiap bulan berkisar antara Rp. 5.600.000 hingga Rp.
10.000.000, yang secara finansial mampu membayar cicilan,
Penggugat tidak membayar dan lebih mementingkan renovasi
rumah di Jalan S. Manonda. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak
memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya, meskipun telah
diberikan kelonggaran oleh Tergugat secara bertahap. Menimbang,
bahwa di samping itu berdasarkan fatwa DSN Nomor 47/DSN-
MUU/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi
Nasabah Tidak Mampu Membayar yakni bahwa LKS boleh
melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang
tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah
dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan;
a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
Dalam akad murabahah, jika nasabah ingin melunasi
utang lebih awal atau terjadi restrukturisasi, obyek yang menjadi
jaminan (misalnya rumah atau kendaraan) dapat dijual kepada
atau melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan harga
pasar yang disepakati. Hal ini dilakukan agar transaksi tetap
transparan dan harga wajar sesuai prinsip syariah, sehingga
tidak merugikan salah satu pihak.
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil
penjualan
Hasil dari penjualan obyek tersebut digunakan untuk

melunasi sisa utang nasabah kepada LKS. Dengan mekanisme
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ini, nasabah tetap memenuhi kewajibannya sesuai akad, namun
proses pembayaran bisa dilakukan melalui hasil penjualan

jaminan.

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS
mengembalikan sisanya kepada nasabah

Jika nilai penjualan lebih tinggi dari jumlah sisa utang,
LKS wajib mengembalikan kelebihan dana kepada nasabah. Hal
ini menegaskan prinsip keadilan (adl) dalam syariah, bahwa
nasabah tidak boleh dirugikan atau dipotong lebih dari
kewajiban sebenarnya.

d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa
utang tetap menjadi utang nasabah

Jika nilai penjualan kurang dari total sisa utang, nasabah
tetap bertanggung jawab atas selisihnya. Ini menegaskan prinsip
bahwa risiko tetap berada pada pihak yang memiliki kewajiban,
kecuali ada ketentuan force majeure atau kesepakatan lain.

e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka
LKS dapat membebaskannya.

Dalam kondisi tertentu, jika nasabah benar-benar tidak
mampu membayar sisa utang, LKS dapat membebaskan
kewajiban tersebut, misalnya melalui mekanisme keringanan
atau write-off. Hal ini sesuai dengan prinsip kasih sayang
(ihsan) dan keadilan syariah, tanpa menyalahi aturan kontrak
dan tetap menjaga hubungan harmonis antara nasabah dan
lembaga keuangan.

Dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA. Pal, hakim telah
memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kekuatan kontrak
atau perjanjian yang telah disepakati, walaupun ada sesuatu hal yang
tidak sebelumnya terfikirkan maka rujukan dari parapihak yang

telah melakukan perjanjian yaitu kontrak yang telah di tandatangani
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atau telah disepakati. “Menimbang, Gempa bumi, likuifaksi, dan
tsunami tidak memusnahkan rumah yang menjadi obyek akad
murabahah dan agunan, sehingga perjanjian atau akad belum
berakhir. Menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2), akad murabahah tidak
berakhir jika objeknya tidak musnah. Karena rumah di Jalan Anggur
I1 No. 3 Kelurahan Boyaoge tidak musnah, akad murabahah masih
berlaku dan belum berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 1444
KUHPerdata;”

Kesimpulan pada pembahasan ini Secara teori kontrak,
khususnya dalam perspektif risk theory, risiko musnahnya atau
hilangnya barang belum tentu beralih ke kreditur jika kerusakan atau
kehilangan tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaian kreditur.
Artinya, dalam akad murabahah, tanggung jawab atas risiko tetap
berada pada pihak yang sepenuhnya memikul kewajiban sesuai
perjanjian, kecuali ada ketentuan khusus seperti klausul force
majeure yang sah secara hukum dan syariah. Jika rumah atau barang
yang dibeli oleh debitur tidak mengalami kerusakan atau musnah,
maka secara prinsip risiko juga tidak berubah, sehingga alasan force
majeure menjadi tidak relevan untuk membebaskan debitur dari
kewajibannya membayar angsuran. Hal ini menekankan bahwa
keberadaan risiko saja tidak cukup; harus ada peristiwa luar biasa
yang nyata dan mempengaruhi kemampuan pihak untuk memenuhi
akad. Dari perspektif filosofis dan syariah, keadilan (adl) menuntut
bahwa setiap pihak menanggung risiko sesuai dengan isi perjanjian.
Debitur tidak boleh memindahkan risiko secara sepihak tanpa alasan
yang sah dan dibenarkan syariah. Prinsip ini sejalan dengan asas
integritas akad murabahah, di mana setiap pihak harus bertindak
dengan itikad baik (sidq) dan tidak merugikan pihak lain melalui
pemindahan risiko yang tidak semestinya.

Dalam teori kontrak, debitur hanya dapat dibebaskan dari

tanggung jawab jika prestasinya menjadi benar-benar tidak mungkin



94

dilakukan (impossibility). Hal ini berarti kewajiban debitur untuk
membayar atau menyerahkan sesuatu tidak dapat dilaksanakan sama
sekali karena faktor di luar kendali—misalnya, musnahnya barang
akibat bencana alam yang nyata dan total. Jika aset yang dibeli
masih ada dan dapat digunakan, maka secara hukum dan syariah
tidak terjadi impossibility. Dengan demikian, debitur tetap
berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai akad, karena risiko yang
ada belum memenuhi syarat untuk membebaskan tanggung
jawabnya. Dalam perspektif prinsip syariah, hal ini sejalan dengan
konsep keadilan (adl) dan integritas akad, di mana debitur tidak
boleh memindahkan risiko atau menghindari kewajiban secara
sepihak tanpa alasan yang sah.

Pembahasan penelitian ini secara keseluruhan baik secara
teori kontrak maupun prinsip syariah, alasan force majeure hanya
berlaku jika terdapat peristiwa nyata di luar kendali pihak yang
bersangkutan, dan tidak dapat digunakan untuk membebaskan
kewajiban debitur secara sepihak ketika risiko belum terjadi atau
barang tetap ada. Hal ini menegaskan pentingnya klarifikasi klausul
risiko dan force majeure dalam kontrak murabahah untuk mencegah
sengketa di masa depan. Penetapan ketentuan force majeure yang
jelas dan terperinci dalam perjanjian pembiayaan murabahah
merupakan langkah krusial untuk mengantisipasi risiko dari
peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar kendali pihak
manapun. Ketentuan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
menjadi instrumen untuk menjaga keadilan, transparansi, dan
kepastian hukum dalam hubungan kontraktual antara bank dan
nasabah. Dari perspektif ekonomi syariah, klausul force majeure
harus selaras dengan prinsip syariah, seperti integritas akad,
kejujuran (sidqg), keadilan (adl), dan pembagian risiko yang
proporsional, agar akad tetap sah dan tidak menimbulkan kerugian

yang tidak wajar bagi salah satu pihak. Dalam praktik penyelesaian
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sengketa ekonomi Islam. Hakim harus mengevaluasi tidak hanya
keberadaan klausul force majeure, tetapi juga penerapan dan itikad
baik para pihak dalam menjalankan akad. Evaluasi ini bersifat Kkritis:
hakim perlu menilai apakah pihak yang dirugikan benar-benar
terdampak oleh kejadian yang di luar kendalinya, sejauh mana pihak
lawan telah menawarkan restrukturisasi atau solusi alternatif, dan
bagaimana implementasi akad selama ini. Apabila klausul force
majeure tidak ada, hakim tetap memiliki kewajiban untuk bersikap
objektif dan mempertimbangkan fakta secara menyeluruh, termasuk
kemampuan finansial masing-masing pihak, konteks bencana atau
keadaan luar biasa, dan konsekuensi praktis dari keputusan yang
akan diambil. Analisis ini menunjukkan bahwa prinsip syariah
bukan hanya sekadar formalitas dalam akad, tetapi juga alat kontrol
moral dan hukum yang memastikan setiap pihak bertanggung jawab
sesuai kemampuan dan kondisi nyata. Dengan demikian, keputusan
hakim yang mempertimbangkan baik aspek yuridis, prinsip syariah,
maupun itikad baik para pihak akan menghasilkan putusan yang
adil, proporsional, dan menjaga kepastian hukum, sekaligus menjadi
pedoman penting bagi penyusunan kontrak dan penyelesaian

sengketa ekonomi syariah di masa mendatang.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dalam perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Palu, Majelis
Hakim pada sidang musyawarah tanggal 25 Juni 2020 memutuskan
menolak gugatan Penggugat (Nasabah) untuk seluruhnya. Selain itu, majelis
hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp. 366 .000,- (tiga ratus enam
pulun enam ribu rupiah) kepada Penggugat (Nasabah). Putusan ini
menunjukkan bahwa hakim menilai alasan gugatan Penggugat (Nasabah)
tidak terbukti, sehingga kewajiban Penggugat (Nasabah) untuk menuntut
pelaksanaan akad murabahah kepada pihak Tergugat (Bank) tidak dapat
diterima.

Selain itu, majelis hakim menegaskan prinsip kepastian hukum dan
integritas akad dalam sengketa ekonomi syariah, dengan tetap menegakkan
tanggung jawab pihak yang mengajukan gugatan untuk menanggung biaya
perkara. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA Pal menunjukkan bahwa hakim
dalam sengketa ekonomi syariah menekankan pertimbangan hukum yang
komprehensif dan proporsional dalam memutus perkara wanprestasi dengan
alasan force majeure. Secara yuridis, hakim menilai objek akad, alat bukti,
dan keterangan saksi, serta menerapkan Pasal 1445 dan Pasal 1244
KUHPerdata untuk menilai kewajiban para pihak. Force majeure hanya
membebaskan debitur dari kewajiban jika prestasinya benar-benar menjadi
mustahil untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, Penggugat (Nasabah) hanya
bebas dari tanggung jawab ketika prestasinya mengalami impossibility to
perform. Jika aset yang dibeli masih ada dan dapat digunakan, maka
kewajiban debitur tetap ada, karena tidak terjadi impossibility dan prestasi
masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Bencana tidak menghapus
otomatis kewajiban membayar hutang, karena pada dasarnya prestasi
merupakan kewajiban dalam membayarkan uang dan uang dianggap

sebagai prestasi generik generic obligation),
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Hakim menegaskan bahwa meskipun Penggugat (Nasabah)
mengajukan alasan force majeure akibat bencana alam (tsunami dan
gempa), tergugat (Bank) telah menunjukkan itikad baik melalui upaya
restrukturisasi kewajiban. Namun, Penggugat (Nasabah) tetap tidak
melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad. Dari perspektif
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), putusan ini menekankan
pentingnya kepatuhan terhadap prinsip akad, prinsip musyarakah, dan
tanggung jawab para pihak. Hakim juga mempertimbangkan perlunya
klausul force majeure dalam perjanjian untuk memitigasi risiko, menjamin
kejelasan hak dan kewajiban, serta mendorong musyawarah atau
renegosiasi kontrak ketika terjadi peristiwa di luar kendali para pihak.
Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan integrasi antara
aspek yuridis, yang menekankan kepatuhan terhadap peraturan hukum;
aspek filosofis, yang menilai itikad baik dan keadilan substantif; serta
prinsip syariah, yang menekankan integritas akad, pembagian risiko, dan
tanggung jawab para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak dalil force
majeure yang diajukan Penggugat akibat gempa bumi dan tsunami di Kota
Palu, karena peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur ketidakmungkinan
mutlak, mengingat objek akad murabahah masih ada dan tetap dapat
dimanfaatkan. Putusan hakim didasarkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1445
KUHPerdata dengan mempertimbangkan alat bukti, kondisi objek akad,
serta keterangan saksi, guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan,
dan keadilan. Selain itu, hakim menegaskan adanya itikad baik penggugat
melalui upaya restrukturisasi pembiayaan, sementara tergugat tetap dinilai
melakukan wanprestasi. Dalam perspektif KHES dan hukum Islam, putusan
ini menegaskan prinsip kepatuhan terhadap akad serta penerapan kaidah al-
masyaqqah tajlibu al-taysir yang bersifat terbatas (kesulitan mendatangkan
kemudahan), serta kaidah al-ghorni bil ghurni (beban sebanding dengan
keuntungan) dan al-kharaj bid-dhaman (manfaat sejalan dengan tanggung

jawab), sehingga kewajiban pembayaran tidak gugur
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Dengan demikian, putusan ini menghasilkan keputusan yang adil,
seimbang, menjaga kepastian hukum, dan konsisten dengan prinsip syariah,
sekaligus menjadi pedoman bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah

serupa di masa mendatang.

. Saran

Untuk menghindari masalah di masa mendatang, sangat penting
bagi semua pihak dalam perjanjian pembiayaan murabahah untuk
menetapkan ketentuan force majeure secara jelas dan terperinci. Hal ini
krusial untuk mengantisipasi risiko yang timbul akibat peristiwa yang tidak
terduga dan berada di luar kendali siapa pun. Dalam menangani kasus
ekonomi Islam, seorang hakim perlu memeriksa secara cermat keberadaan
dan penerapan ketentuan force majeure, sehingga keputusan yang diambil
dapat mencerminkan keadilan, kepatuhan terhadap regulasi, serta prinsip
syariah. Apabila ketentuan force majeure tidak tercantum dalam perjanjian,
hakim tetap harus menilai fakta dan kemampuan masing-masing pihak
secara objektif untuk menentukan apakah suatu keadaan force majeure

benar-benar terjadi.
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PUTUSAN
Marmar 97/P @ EIR0205PA. Pal
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA ESA
Pengadlan Agama Palu yang memerksa dan mengadli peskasa
terieniy  pada tingkat pertama dalam sidang magelis hakim telah
menjahkan pubusan =ela dalam perkara Ekonomi Syarnah antara:
Anrnad Fahmi, temnpat dan tanggel lahir Pak, 18 Mei 1842, agama kslam,
pekerjaan Karyewan Swasta, Penddikan Sakolah Lanjstan
Tilgkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Manonda
Mo. BL RT/RW : DD3W004, Kelurehan Boyaoge, Kecamaran
Pali Basat, yang Sekarang adalah Kecamalan Taanga,
Kota Palu sehagal Penpgugat,
el B an
PT. Bank BMI Syariah Pusat ogq. PT. Bank BMI Syariah Cabang Palu,
ternpatl  keduduskan Jalan Prol. Moh., Yamin Mo, 46,
Keldrahan Talira Utara, Kecamatan Palu Sedatan, Kota
Palu, dalam hal ini memberikan keasa husus berdasadan
surat  kuasa Momos BMISYL.GOVOLLR  tenanggal 10
Febnuari 2030 arikut parubahamnya Homos
BMISWL GOWIAO/R tertanggel & Maset 2020 dan Swwat
Tugas Mormar @ BMISWL.SDILLAR tertanggal 10 Februas
2020 berikut perubahannya Momor BHISWL GODL1AR
tertanggal 6 Maret 2020 kepada;
. Erit Hakiz, .M., CLA.;
Bayu Septan, S HM_H. CLA;
Cakra Pandu Himadess, 5.H;
Muchlis Kusetanio, S.H, & H,
Meidana Pascadinianti , 5.H:
Wiahyeu Hidayar;
Fardin;
Reandy;
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LA

Kecamatan Tatanga Palu Sulswesi Tengah, dengan rinclan pembiayaan
gebanai beskut ;

&. Harga perolehan f numah : Rp 450,000,000 -

b. Uang muka 2683 persen : Rp 130,000,000

£. Pemblayaan Bank : Rp 320.000.000

d. Keuntungan Bank (masgin) : Rp A0E.860.000 - Harga jual Bank
[maksimum pembiayaan Bank) : Rp 728.960.000 -

Bahwa akad pembisysan Murahahah tersebut di atas dapat tedadi,
karena pada mulanya Penggugal ditswan dana kredvpembsayaan unik
permbelian umah oeh Pegawai Terguga! bagaian mamketing bernama
iU Fara bersama 3 (Iga) orang rekaniya wang mendstangi langsung ke
kamor Penggugal dijgkan Diponegong kota Pal;

Bafwa atas  kesepakatan  Tergugal sehagal pihak Bank  dan
Penpgupet sehagal mhak Masabah, kermudian Tergupal menyooogkan
Akad Perbievaan Murabshah berspa klausula baky wang  1elah
dbakukan 1erlemih dahulu okeh Terpegal  wnuk  @tenda  Engani
Panggupal, Dengen ditandatanganingg akad pembiaysan murabanah
dalam bentuk klawsda baky tersebut, Penpgupst tidak pernah dherian
galinan slau tindasan perjanjian  permbisyasn oleh Tergugal yang
merupakan keadfan dalam  kredit bapi Penggugat, sebagaimana
tercaniem dalam akad pembiagysan murabshah pasal 22 pagaian
panuiup, oleh karena iu Penggugal selama ind tidak pemah mengeanui
ienang beraga besamya bunga maupun perubahan-perchahanrya;

Bafiwa Penggugal selaks phak  Masahan  dalam  melakoeken
permbEyaran angsuran kepada Tergugal selaku pihak Bank adalah lancar
terhirng sejak dasi tanggal 25 Maret 2013, sshagaimana sesual dengan
yang dimaksud dalam Q5. Al Maidah syat 1 Akad Pembiayasn
Muwahshah Nomor @ PALZIIS0ED tangpal 14 Maret 2013 tersebut,
Kelancaran Penggugal dalam melakssnakan pemBayaran  Bngsuran
kepada Tergugal terhiteng sejak tanggal 25 Marel 2003 sampai dengan
tangoal 25 SepemBer 2018 dan Gdak pemah teredi unpgakan
ANGEUTAN.

Hal.3 dari 42 hal. Pue:57/Pdi G 2020PA_Pal
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[ Balwa dengan ierjadinya penstiwa bencana alam Gamga Bumi,
Lekuilaksi dan TiEunami yang melanda wilayah Paly pada angpsl 28
September 201, Penggugar  terdesmpak  bencana  slam  yang
menyehabkan mimah temgat tinggal Penggugat dialan S, kManonda
Mo.EL RT.009 RW.O04 kelurahan Boyaopge mengalami kemusakan parah
sehingga tidak bisa ditemgat lagi, sedangkan rumah di jalan Anggur Il
yang d@dikan agunan pata phak Bank mengalasma retak-retal Bagian
dinding dan lantsi akibet pergeseran anah, aias kejadian ersehu
mengakibatkan sekonomi mengalams kKemerosotan dan tdak  sagahbil,
sehingga sejak sast gu Penggugal tdak mampu melaksansken
pembayaran angsiran kepata Tergugat;

7. Bahwa akibat dampak bencana alam dan alau keadaan ersebut di
aas elah disampaikan Penggupat baik secara ksen maupun melabui
sural kepada Tergwgat Perihal pemberiiahuan tegadinyg  keadasn
memaksa (foroe majeurs) kepada Terguegat bak temadap BN Syarnah
pusar Fakarta maugun BN Syaniah cabang Palu, hal ini gung memenahi
ketenuan Pasal 17 ayat {1) Akad Pembisvaan Murabahah Nomar
PALIZOLTDED tanggal 14 Maret 2013 yang memyebutkan Para pihak
d@bebaskan dari kewajiben wnivk meleksanakan =i oakad ini, Daik
sebagian maupun kesslurchan, apabila kegagalan atau keterlamibatan
melaksanakan kewajiban tersebut vang disebabkan keadaan memaksa
[lorce magLne);

A Bahwa adapisn pengenian keafaan memaksa (fofce  majeurs)
sebanaimana yang dimaksud delam keteriusn Pasal 17 agal (2}-nya
yang menyebulkan yang dimaksud dengan keadasn memaksa (force
mageure] adalah sesuaby perisiiwa atau keadsan yang terjadi dilear
kekugssan atau  kemampuan salah sal atau  para  pihek, yang
mengakibatkan salah sats stau para phak tidak dapat melaksanakan
hak-hak dam alau kewajhan-kewajiban sesual dengan ketsntuan dalam
pefjanjian in, \ermasul namun tdak eibatas pada kebakaran, hencana
alam, peperangan, aksi militer, huro-hare, malapeiaka, pemogokan,
epidemni  dan  kebijpksanaan mavpun Perauran Pemerimah  atag

Hal.4 dari 42 hal. Pat:57/Pde G 2020PA_ Pal
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.

11.

pengeasa  selempal yang Secara langsung  dagal  mempengarshi
pemenuhan pelaksanaan perjanjian;

Bahwa Penggugal sudsh  membentshukan  kepada  Terguegat
mengenal telah legadinga keadsan memaksa (lorce mageure) tersebut
dhatas, yakni 2 [dua) bulan pasca tefadi bencana alam gempa bumi
lekuitaksi dan tsunami yang melanda kota Paki. namun Tergugat ooak
mengindahkan ekonami Penggugal yang mengalami sualu kebangkmitan
skibal dampak bencana alam yang mengalbatkan pula hilangnya
konswmen dan langganan yang mempunyal hutang, namoen Tengugst
jstre memberkan surat teguran kepada Pengguoal yang pada intinya
harus melakukan pemBayaran angswan sesusl akad pembiayaan
murahahah tersebut;

Bahwa disamping sural yang pemeh Pengguegal sampakan kepada
phak Bank BMI Syariah pusat i Jakara, Tergugat telah membesikan
sural jawahan sesual swamya MoPalXIl 13DKW201% tanggel 23
Desember 2019, yang wjuaanya  memanggll Penggugal  uniuk
memnecahkan kesdlitan akibat dampak bencana afam tersahul, berikut
memb=rikan loto copy Akad Pembayaan Murabahah ho PAL201ZMDED
kepada Penggugal  yang  selama i tdak  pernah dibersan
saknanitindazan, saelanjuinya  dalam  muesyawarah  bersama  emang
pembenahuan erjadnya keadaan memaksa (lorce majews), Tergugatl
tetap memerintahkan Penggugal berkewajiban memenuhi pembayaran
segual dengan akad yang telah disegakal bersama, bahkan Tergugat
sampal hati mengancam akan mengosangkan rumah yang diempati
keluarga Pengguegal dan menantang siap unluk berpsrkara sampai
dmanapurn;

Bahwa Penggupat lidak sependapal dengan Tergugal, karena derngan
ditpdaknya  permohonan  pembsbasan  hutang  aed penndaan
pembayaran selama 3 (lge) @hun berdasarkan SK Gubernur Prosinsi
Sulgwesi Tengah Mo 49l00WRoOp. tengpal 25 Febeaan 2009, dan
selain iy merguk pula ientang adanya iga peraiuran yang berhubungan
denpan kehijakan kredit bagi daersh perdampak bencana perlinya
penghapuesan kredii, yakni peraiwran Bl Mo fahun 2008, peraiuran

Hal.5 dari 42 hal. Pu:57/Pde G 20200A Pal
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Menkeu Mo 4 tahun 2000 dan peraiuran OJE nomar 45 tahun 2017,
Maka wajarlah spabia Tergugat membehaskan kewajiban Penggugat
dari akad pembisyaan murabahah Mo PALRDIANGD tanggal 14 Maret
201 % sehagaimana dimaksuo dalam pasal 17 ayar (1) dan (2} tersebt,
vang mana berdasarkan iekla nyate dilapangan jelas sekali dan
dirasakan oleh seluruh kapisan masyarakal kola Palu akibat terjadingya
bencana alem gempa bumi lekuitakss dan (sunams Sehingga telah
menimbulkan kesdaan memaksa (lorce majeure);

12, Bahwa tlindakan Terguoal yang tetap membedkan sural iequran ke-1
kepada Pemngougat Mo 8460000021/2019/41 tanggal 27-12-2040, dan
gural tequien ke-2 MNod4EM4B0105 202009 tanggal O7-01-2020, yvang
1elap meryalakan Pengougal berkawajiban memenubd  pembayaran
angsuren bulanan, maka dengan demikian sesual keteniuan Pasal 18
Akad Pembiayaan Murabshah Momor PALEDIAOGD tanggal 14 Maret
2013, Telah terjadi perselisinen amara Penggugal den Terguget dalam
menalsirkan ketertuan Pasal 17 (keadaan memaksaforce majeuns)
tersebut, yang berbunyl apabila kedea belah pihak tidak bisa dilakukan
penyelesaian Secara musyawarah dan mufakel sebagamana dabur
dalam Pasal 18 ayal (1) idak tercapal kesepakalan. para pihak segakat
wnbuk menyelesalkannya melalui Pengadilan Agama Palu;

13. Bahwa onodakendgerbuatan Tengugatl yang betap memberikan Surat
Teguran kepada Penggugal dan  elap  menvaiakan  Penggugat
berkewajiban memenuhl pembayaren angsuren bulanan, membuktikan
denpan jelas Tergegat telah melalaian ketenusn Pasal 17 Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor PALRZOLRDED temanggal 14 Maret 2013,
dan unuk i Tergugal dapat dlewalfisin elah melakukan perbeatan
cidera janji (wangrestasi), Sshagaimana yang Satur pula dalam pasal
1336 KUHPerdaia yang berburyi: Semua persejusn yang dibuat
seslsl dengan Undang-undang bedaku sebagai anodang-usndang bagi
mereka yang membuainya, Perselguan iu tidak dapat ditank kemibali
selain dengan kesepakalan kedua belah phak, atau karena alasen-
alasan yang dilenikan oleh  undang-undang, Persefuan  harus
dilak=anakan dengan Rikad balk,;

Hal. & dari 42 hal. Po: 57/ Pade G 2020PA Pal.
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14. Behwa oleh karena fu cukup bheralasan Penggugel mengapkan
guoatan ini kepada Ketea Penpadilan Agama Pall agar menyatakan
ielah lefadi keadaan memaksa (lorce majeure) dalam pelaksanaan Akadd
Pembiayaan Murabahah MNomor PALRDLINED, pertanggal 14 Maret
3015, dan menyataken Pengougal @hehaskan darl kewajiban uniuk
medaksanakan isi Akad Pembayaan Muwabshah Momor PALIZOLEADE0
tamggal 14 Maret 2013, akibat timbunya bBencana alam gempa bumi
lekuitaksi dan isunami disilayah kota Palu dan sekitarmya;

15. Behwa sebagsi jaminan agar kepentingan Penggupsl hdak dirugikan
Tergugat selama berlangsungnya permeriksaan perkara ind, Penpgugat
mohon agar Yang Mulia Keiua Pengadilan Agama Palu memberikan
pumi=an Provisionil sebagas berikul :

- Memesiniahkan kepada Tergugat agar menuenda  pelaksanaan
ketenuan Pasal 14 peristiwa cidera janjiiwanpresiasi) dan Pasal 15
[Kewenangan Bank Dalam Rangka Penyelamatan dan Penyelesaian
Pembigyean) dan  Akad  Pemblagaan  Murshahsh — Bommar
PAL/ZOLTDE0 tanggal 14 Maret POLE, selama pemenksasn perkasa
sedang Derlengsung sampal  dengan  Bdanya  pULISan  yang
erkekuatan hukwm tetap;

- Membebankan bisya perkara sampal dengan afanya pulLisan akhin

15. Behwa mengingal buki-bulkli sural wang akan diajukan Penpgugat

rmerspakan bukti clemik, maka sanpgatlah beralasan apabilda puiusan
dalam pefkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terkebih dahulu
{uitvoerbaar bij voceraad), meskipun ada werzed, banding, maupun
kasasi;

Balwa berdasarkan dalil-dalil 1ersebul  Pemggugal memohon  kepada

Pengadilan Agama Palu, agar menjaiuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikul:

PRIMAIR ;

Calam Provigi;

Mengabulkan Pemmahonan Provsi Pengpuegat

Dalarm Pokak Perlkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugal wibak selemhnys;

Hal.7 dari 42 hal. P57/ Pde G 2020PA_Pall
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2. Menyatakan demi hukum telah terjadi keadaan memaksa [lorce mejeurns)
dalam pelak=sanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor PALZDLINGO0,
1enangoal 14 Maret 3013

3. Menyatakan demi hukwem Pengougar dibebaskan dari kewsjiban urniuk
mefaksanakan isi Akad Pembigysan Murabshah Momor PALMZOLINGD,
tanggal 14 Maret 2013,

4. Menyarakan demi hukwem perbustan Terqugat vang melalaikan ketenuan
Pasal 17 Aakad Pembiayaan Murabahah Momaor PALY2D1IMNGED tanggal 14
Marat 3013, adalah merupakan perbuatan cidera janji (wangrestasi);

5. Menghukuem Tergugal segers mengembakkan kepada Pengguegal benipa:
Serifkatl Hak Mikk (SHM)] RNomor 74LBoyaoge tangnal 20 Movember
2006 atas mama Ahmaed Fahem, dalam keadaan bersin dan tanpa éhebani
sesuaiu hak apapun;

6. Menyatakan putusan ni dapat dijalankan dengan sema mera, meskipu
ada werzet, banding slaupun kasasi {uitwerbaar bij vooraad),

7. Menghukisn Tergugal umuok membsyss Diaya-biaya dan ongkos yang
timbid dalam perkans ini;

SUBSIDAIR;

Apahila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu memiliki
pendapal lain, maks mohon perkars ini dipubis dengan seadl-adinga [ex
aque el hon);

Balwa pada han dan tanggal sidang yang eefan  dsetagkan,
Penggupat  dan Terpuegat  telah hadr, dan Majeks Hakin telah barusaha
miendamaikan Penggugal dan Tengupst, akan eapl lidak beshasil;

Bahwa Pengguaal dan Tergugal elah menempull proses mesasi
dengan medasyr Drs. W Abdul Kade Wahab, S.H, M.H. ssbhagaimana
laporan medistor tanggal tanogal 18 Februas 2020 akan 1etap tdak berhasil;

Bahwa selanjulnya Majelis Hakim membacakan sural  gugalan
Pengguosl dalam persidangan lerbuka ik umum yang maksud dan
Tujuanmya tetap dipartanansan aleh Pengougal |

Bahwa alas gugalan Pengguegal Tergugal mengajukan jawaban pacda
pokoknya sebagal berikut
1. Bahwa benar Penggugatl memiliki ubungan hukum dengan Terguegat

Hal.B dari 42 hal. Poe:S7/Pdi G2020PA_Pal
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berdasaskan Akad Pembsayaan Murabahah Momor PALIZOLZDED

tanggal 14 Maret 2013 Jo Perselujesn Perdbahan Aksd Pernbiayan

Murahahah Momor Restrukiurisesi(1)iPALI201I060 tanggal 28 Januasi

2016, adapn pembiayaan lersebut diperukan unbuk pembelian 1 (an)

unit rsnah tingal denpan luas aaah 362 M2 dan lugs bangunan 150 M2

yang berlokasi di JI. Anggur I No. 3 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu

Baral, Palu, Sulawasi Tengah, Selingga maksimem pembisyasn yang

diterima Pengougal sebesar Rp T2A960.00 (Tuuh raius dua puluh

delapan juta sembilan rabis enam publah ribe upiah) dengan jaminan
berupa san unit tanah dan bangunan dengan bkl kepemilikan SHM

Mo, 741 atas nama Badis yang akan dibaliknama menjadi Ahmad

Fahea yang dtuiskan dalam Akia Pemberian Hak Tanggungan [APHT)

Mo, 10802013 tanggal 18 Juli 2013 wang kemudan terbi Serndikat Hak

Tanggungan [SHT) Peringkat | Mo, 02EI2/2013,

Balwwa dali Gugatan Penggugat dalam posita angka 4 dan 5 merupakan

dalil yang tidak tepal. Karena pada takianya salinan dan addendam akad

pembigyaan ataupun salinen dan sura-swal lainnys dapsl Tergugat
berikan apabila ada penmintaan Secara langsung  dar Nasabah

Pernblaysan (Pengougat). Akan tetap, Penggugal sama sekall tdak

parnan maminta kepada Tergugal tedkait dengan salinan dari addendum

akad pembiayean asupun salinan dan sural-surel lainnye ersebur.

Sehingga sangat tdak tepal dan tdak beralasan apabila Penggupat

dalam dalil gugateninya memparmasalahkan mengenal salinan dan akad

parnblayaan yang bdak pernah dibesikan.

- Bahwa isi dari Aked Pembigyaan Murshahah Momor PALIZ31Z0ED
tanggal 14 Maret 2013 Jo Persetujuan Perubahan Akad Pernbiayaan
Murabahah Momos  Restukiorisasi{LYPALIZ0LZ0S0  tanggal 23
Januar 2016 edalah berdasarkan pada kesepakatsn pasa pibak
mengena hal-kal pekek yang diinginkan dalam perjanian, yang ielah
sesual dengan salah saiu syasal darl sahnya perjanjian berdasadkan
Pazal 1320 KUHPesdala,

- Bahlwa Penggugsl elah menandatangani sekaliges memparal liag
halaman akad tersebut, dengan demikian Penggugat telah membaca,

Hal. 2 dari 42 hal. Pue:57/Pde G2020PA_Pal
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mengetahul sekaligus menvetgul s dari Akad Pembigyaan tersabul.

1. Bahwa dall Gugatan Penpgupost dalam posita angka 6. T, 8. 9
merupakan dalil vang tidak tepat dan tdak sesuai fakia hukem yang ada
sehab taklanya objek pembayaan ersebul yaitl rsmah dan bangunen
wang dijglan Anggur 1| Mo, 3 Kel Boyaoge, Kec. Palu Barat, Palu,
Sulawasi Tengah hel ind ddasarkan pada Akad Pembeayaan Murabahsh
yang ielah disepakali oleh pihak Pengguegat den Tergugatl Mommar
PALI20L3/060 tanggal 14 Maret 2013 Jo Persetuan Perubahan Akad
Pemsayaan MMuabahkah HNomor Resirekiurisasi (L) PaL2D13060
tangpal 28 Januar 2016 masih dalam keadsan layed dan cubeg uniuk
ditempati oleh Penggegal. namen  dermikian pada  lakianya  ofjek
pembiayaan sekaliges agunan tersebul tidak ditempan dan digunakan
aleh Panggugat sebagaimana mestinga dengan demikian sangat tidak
relevan dan masuk akal apabila Pengougar berdalih atas kejadian
tersebul Penpgugal tidak mampu melaksanakan pembayaran angsuran
kepada Tergugat.

4. Bahwa pada takianya sehubungan dengan kejadian tersebut, Penggugat
teflah mengapkan permaohonan rekstirukiunsas kepads Tergugal pada
tangpal 29 Okiober 2018 yang memnta wniuk diberikan keringanan
sehubungan dengan kejadian tersebul berupa Penambahan Jangka
Waktu pembayaan selama 24 bulan dengan sncian 12 bulan pertama
cicilan sebesar Rp 0, dan wnuk 12 bulan kedus ciclan sebssar Rp
S500.000ima  reles  ribu rugiah). Bedkenaan dengan  permohonen
Resiruklurfsasi tersahil, maka Tesgugar telah menyulljul permoahonan
resorukiuisasi Pengguget;

5. Tindakan perssiujuan Tergugat lersebul yang menngankan pembiayaan
milik Penpguiat dengan melakukan resirukiurisasi efah sejalan dengan
ketenbuan Peraran Perundang-undangan yang berlaku yailu Pasal 2
ayal [3) Perauran Oqositas Jasa Meuangan nomor A5pojk. 022017
tentang pedlaku khusus terhadap kredt ataun pembiaysan bank bagi
daerah rarteniu di indonesia yang terkena bencans slam.

6. Lehih lanjul, Penggugat tdak cermet dalam melakukan penalsran pasal
17 akad pembiayaan murabahah nomor pal20l30E0 1anggal 14 manst

Hal 10 cdlari 42 hal. Pue:57/PdoGe20201PA_Pal
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013 menpenal force majeur, sstelah Tergegat telit kembak didalam
pazal 17 ayat (4) dielaskan yaiu “bilemana dalam wekiy 30 har
kalenoler sajak dtesimanya pembesicahuan dimaksud, belum atau tidak
ada langgapan der pinak yang menenma pembseritahean, maka adanya
perisiwa  tersebut dianggap telah  diselujis oleh  phak  sersahu
berdasamkan ketentuan teraebe gads takianya Terpugat sebagal phak
yang menedma pemberiahuan ielah membedikan @anggapan kepada
Penggugal benipa perseluan  keninganan pembayasan  kewa|iban
Penpgugsl, dengan demikian besdasarkan Pasal 17 ayal (5) keadaan
Force Majeur iersebut dapal diatasi sarta pihak yang  mengaami
keadaan memaksa (Penggugal) wajl segera melaksanakan kewajban-
keswajban yang teriunda.

Bardasarkan lakia-lakia Ywidis ywang elah Tergegat kemukakan diatas,
maka sdah sepaliinya Penggugal melaksanakan resirsiunisasi yang
telah disepakati dan dsetuul aleh phak Tergugat.

7. Bahwa dali gugatan Pengguget dakam posita angka 11 yang merupakan
dalil yang tidak tepat. karena laktanya, Terpugat merupakan Bank Syariah
wang wnduk pada ketenuan-keieniuan Paraiwan Parndang-undangan
FPermankan syariah dan pada Peraluran Perundangan-undangan lainnya
seperl Peratwan OOnas Jass Keuangan dan Paraluran Bl sarta Mentari
Keuanpan yang salsh sabinya yaiiu POJE Mormar 45 Tahun 2017, Lebih
lanut pada fakia nukumiya, Tergugal telah melaksanakan Kelenuan
didafam POJE Mamor 45 Tahun 2017 yang mana hal tersebut tefah
diterima olehn Penggupat benpa keringanan pembayaran dimana Tahuin
Fenama Penggugat idak dikenakan pembayaran alias pembayaran Rp O
(Mol Pupiahl dan Tahen Kedea sejumiah Bp 5000003 fima rats o
ruptahy dan Tahun keliga sampal dengan lunas sesual demgan tabel
angsuran salanuinya:

8. Bahwa dali gupatan Penpggugal dalam posiie angka 12 dan 13

menupakan dalil yang tdak repar,

9. Balwa pada [ekianya, berdasarkam  calatan  sdministrasi  kami,

Penpggugsl lelah wanprestasi atas restukiurisasi yang wefah dsspakati
oleh para pinak Pengouegal dan Tergugal. Dengan demikian sudah

Hal. 11 dari 42X hal. Put:57/Pde (G 2020PA_Pal
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sepantnga Tergugal memberikan sural ieguwan kegada Penggugat guna

melakukan pembayaran angsuran kewaiian tersab.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 11 ayat (2) butr E Undang-
Undang Mo. 4 Tahwen 1996 1emang Hak Tanggungan Alas Tanah
Besena Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tenah (“selanjuinya
disebul UL Hak Tangounpan®) lelan [egas menyalakan Damwa
pemegang Hak Tanpgungan gerama mempunyss kak uniuk menual
obyek Hak Tengoungan aias kekuasasn sendin melsll pelelangan
umum sema mengambil pelunasan putangrya dan hasil penjualan
tersebut apabila debiiur cidera janji. Bahwa pada fakianya. Tergugal
talah wanpresiasi karena dak membeyes kewajibanmye (hulang)
kepada Tergupal sebagaimana ielsh disepakan di dalam  Akad
Pembbayaan Muraiahah Momos PALZTLI0ED anggal 14 Mansl 2013
J3 Perssjuan Peubahan Akad Pembiayaan Murabahah Momar
Restukmmisasi{1)PALZOANED tanggal 20 Januar 2016
apabia debiwr cidera janji maka kredilur sebagai pemegang hak
tanggumgan (Tergugat) lidak perly menunggu pelunasan jauh empo.
Parmegang hak [anggungan Gapal |engsung mengajukan penmononan
kepada kantor lefang uniuk melakakan pelelangan obek hak
tanggumngan yang barsangkulan.

10. Berdasaskan ha-hal tersebut o ates, |elas dan tegas bahwasanya
Gupalan dar Penggupsl kegads Tergugal yang menyatakan telah
melakukan wanprestasi, sama sekali tidak berdasar hakum dan odak
gesusi dengan [ekia dan buko yang sebenamya. Maks  sudah
sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhommat berkenan menolak
selrubnya BBy selidak-lidaknya menyaiakan gugatan & quo lidak
dapat diterima (et crvenkaike verkirasd).

CALAM POKOK PERKARA

1. Menolak  gugatan  Penggugal  seluruiinga  &laus  selidak-lidaknya
menyatakan balwa pugatan Pengougal tidak dapal diterima  (Miet

onvenkalike Verkias).

2. Menolak menyatakan demi hukum telah erjah keadsan memaksa [Torce

majeur) dalam pelaksanaan Akad Pembisyaan Mursbahah Nomos

Hal.1ZX dari 42 hal. Pue:97/Pdi G 2020PA_ Pal

[P

— g il e

e

i g et e P Py N el
[ T L o T RS I TRETTE P

X1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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10,

PALIZOLZDED langgal 14 Maset 2013 Jo Persetujuan Perubahan Akad
Permbiayaan Murabahah Momor Restrakiunsasi 1PALROLAED tanggal
29 Januar 2016

Manolak desrd hukum Penpguge! dibebaskan dan kewajian umuk
metaksanakan isi Akad Pembayaan Musabahah Momor PALZOLZDED
tangoal 14 Maret 2003 Jo Peraatijuan Perubahan Akad Permblayaan

Murabahah Momor Restukiwisasi{lyPAL2T1S306ED anggal 20 Janwari
2016,
Meryatakan Pengguaal uniuk membayss sisa kewapban terunggak
kepacla Tergugat |
Menolak gugetan Penggugat ik mengembalikan kepada Penggugat
berupa semipkatl hak milik Mo, T4UBoyage tanggal 20 Movember 2016
BlEE nama Ahimed Fahm ;
Menyatakan Penggugal adalah Penggugal yang tidak benar dan beritikad
bairuik;
Manyatakan Targusgatl adalah sehagal phak vang besitkad baik dan pats
dilindungi hiskowsm;
Menghukum Penggegat umiuk wnduk dan patih ates pubusan dalam
perkars ind ;
Menghukum Pengouegat umiuk membagar selwuh baya perkara yang
timbid dalam perkara & guo,

Agabila Majeks Hakim bespendapat lan, mofion djauhkan puiusan

dengan seadil-adilngs (e asquo el banal.

Bahwa alas jawaban tengugal lersebul Pengguosl mengajukan replik

lenanggal 17 kasel 2020 yang pada pokoknya [eIap pads gugalan samuls;
Balwa atas repik tersehul Tergugal mengajukan duplik secara terilis

tenangpal 24 Maret 2030 yang pacda pokokngs sebagai besikut;
DALAM POKOK PEREARA

Hal.13 dari 42 hal. Pue:57/Pdi G 2020PA_Pal
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1.

Ln

Balwa Tefgugal (in easu PT. Bank BNl Syariah) dengan i
menoak  dengan tegas  seluruh dali yang diemukakan
Panpgugsl dalem repik-nya kecuali  Bpa-apa  yang telah  diaku
dan dhenarkan  secara  tegas  okeh Tergugatl

Bahwa Penggugal dalsm replik-nya hanya  menyatakan ulang
dalil gugatan yeng telah disampaikan sebsumna, Samentard iu tdak
saiupun dalil-alil maupuna rgurmentasiyundis yang Tergugal samgaikan
dalam jawaben Tergugal yang ditaniah aatau pun dsanggah  oleh
Penpgupan,

Balrwa Akad Pembiayaan yang teah ditandatanganl okeh Pengougat
terjadi  dikarenakan adanya kesepakatan diantara penggugat
dan  Tergugal bukan dikarenakan — adanya klausula  baku
sebagaimana Penggugal dan dengan  ditandatanganinya  Akad
Perniiayaan lersebul beranmi Pengguoal telah membaca  seburuh
in darl Akad Pemblayaan tersebul menunjukkan  tidak ada
Mausula bam yang diuangkan okeh  Tergugat Dengen dembizn sesusd
pazal 1330 KUH Perdata |

Tergugal tidak pemah melakukan perbeatan  yang bementangan
dengan  hukum  yang  bersku dan salinan  akad pembieyvaan
ielah Terpugal berkan kepada Penggugal vang didukung dengan
pengakian Penggugat doalam dalil gugatannya angka 10 dan fakianya
Panpggupal telah menedirmarnysa,

Bahwn dabl Repik daam pokok perkara dari Penggugat butr 4, 6,
dan B merspakan  dall  yang  tdak  sesual fakla  dan Gdak
mendasarkan pada hukum.

Bahwa  replik engka & Penggugal mengelak telah mengajukan
restrukiurisas namun didaam dail Replik angka 4 Penggugal mengakus
kalau menenma restrukiurisasi yang diserikan oleh Tergugar.

Balwsa pafa fakianya penaghan  yang  Tergugal lakukan
didasarkan pada  tndakan wanprestasi  yang ielah  dilakukan
oleh Penggupst atas pengajuan  restrukiurisasi  pada  tanggal
79 Oktober 2018 dan telah Tergugat setul dan mendasarkan pada
perivah peraiuran perundang-undangan yang berlaku 4 Indonesia,

Hal.14 dari 42 hal. Pue:57/Pdr G 2020PA_Fal
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Bafwia berdasarkan pass 1238 KUH Perdata menyatakan "Si barutang
adalah lalai, apabla ia dengan surel perideh atau dengam sebuah
akla sejenis iU telah dinvatakan lala;

10 Bahwa Tergugal 1etap pada dabl Jawaban nomos 5samgal  dengan
10 Tergugal telah diberikan kernganan sebagamana keleniuan
Peratwan 0JK Mo, 45 Tahun 2017, Sehingge sangat tidak tepst dali
Replk penpougal ersebul yang menyatakan kalau Tergugal bdak Gapsat
menepati janjiimemenubi akad pemblayaan  tersebat;

11. Balvwe Penggupal l=ah wanprestasi alas restrukburisas yang
ielah disspakat aoleh para pikak Penggugal dan Tergugal Dengan
demikian sudah sepaluinya Tergugal memberikan ural leguran
kepada Penggugal guna melakukan permbayaran angsuran  kewajban
iergehul.

12 Balvwa berdasarkan Pasal & Jo. Pasal 11 ayadl (2} Bulr E
Undang-Undang Mo 4 Tahun 1006 tentang Hak Tanggungan  Atas
Tanah Besera Benda-Benda yang Berkaitan Dengan tanah
Caelanjuinya  dsebat U Hak  Tanggungan®)  telah  legas
menyalakan balwa pemegang Hak Tanggungan PerLama nmempunyai
hak wniuk menjual obyekx  Hek Tangpgungan  alas  kekwasasn
sendiri melalui pelslangan wmem sena  mengambil pelunasan
piutangrya darl hkasi penjualan tersebut apabia  debiiur cidera janji.
Balvwa pada laktanya, Tergugal telah swanprestasi karena tidak
membayar kewajibannya (hulang) kepada Tergupal seBlagamani
telah disepakat di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Mommar 03 dan
Akad Pembiayaan Murabahah Momor 04 tanggal 03 Juli 2018

11, Dengan  demikian, apabila debitur cidera  janji make  kredoo
sebaga pemegang  hak tanggungan  odak  perlu memperoleh
perseiupuan  dari  pemberi hak langgungan, juga  tdak  perls
meminta penstapan dan  pengadilan setempal  apabila  akan
melakukan eksekus alas hak @ANGIUNEan yang menjadi  |[&mnan
hutang Permegang hak langgungan dagat langsung  mengajukan
permohonan kepada kanior lelang uniuk melakukan pelelangan
oijek hak tanggungan yang bersamgkutan.

Hal 15 clari 42 hal. Pue:S7/Pde G 20200 _Pal
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Bahwe berdasarkan pass 1238 KUH Perdata menyatakan "S| berutang
adalan lalai, apabla ia @engan Sural periMah atau dengan senuah
akla sejenis fu telah dingatakan lalai

10 Bahwa Tergugal ielap  pada dall Jawaban nomos S samgal  dengan
10. Terguga! telah diberikan keringanan sebagaimana kedeniuarn
Peratwan 00K Mo, 45 Tahun 2017, Sehingpa sangat tdak tepat dali
Replk penggugal tersebul yang menyatakan kalau Tergugal tdak dapat
menepatl anjimemenuhi akad pembiayaan  lersabul;

11. Balwwa Penggugal leah wanprestasi alas restrukiurisasi  yang
telah disepakati oleh para pihak Penggugal dan Tergugat Dengan
demikian sudah sepatuinya Terguge! memberikan ual eguran
Kepada Pengguegal guna melakukan pembayaran angsuran  kewagban
el

12 Balwwa berdasarkan Pasal & Jo. Pasal 11 ayal (2] batr E
Undang-Undeng Mo 4 Tehun 1006 entang Hak Tangoungan  Atas
Tanah Beserna Benda-Benda yang Berkaitan Dengan tanah
[selanjuinya  dsebut UL Hak Tanggungan®  tefah  tegas
menyataken bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
hak wniuk menjual obyes Hak Tanggungan — alas  kekuwasaan
sendini melalul pelelangan wmen sena mengambil pelunasan
piutangrya darl hasi penjualan tersebut apabia  debilur cldera jang.
Balwwa pada faklanya, Tergugal elan wanprestasi karena tdak
membayar kewajibannya (hulang) kepata Tergugal sebagamans
telah disepakati di dalam Akad  Pembiayaan Murabahah Moemor 03 dan
Akad Pemnblayaan Muraahah  Momor 04 tanggal 03 Juli 2018

13, Dengan demikan, apabila  debiur cders  janji maka  kredoe
sehaga pemegang hak tanggungan odak  peru  mempernolen
persetupuan  dar  pember  hak ranggungan. jugs lidsk  perlu
meminta penstapan dan  pengadilan setempat  apahila  akan
melakukan eksekusi alas hak langgungan yang menjadi  jamnan
hutang Pemegang hak tanggungan dagat langsung  mengajukan
permononan kepads kantor klang unluk meakukan palslangan
ofjek hak fanggungan yang Bersandgkutan.

Hal.15 dari 42 hal. Put:57/Pdi (20200 Pal

Cra ey

g ma s Mok Ay, K. b= Lvania b i nrban Sl Sy mid el
B i = oy Rt g i

Chiarn i i e iy e mi TN S [ S N mmatnde

e - Ikl i i i i | (I3 IR N el 1 Hakimoan 15

XVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagungogo.id

Berdasarkan sasan-alsan  dan fakia  hukum yeng  Tergupgal
Eemnukaken d atas, mohon kiranya Magelis  Hekim yang memeriksa dan

mengadiik  perkara & Quo ager menjaiuhkan pUlssan yang  amannys
berbunyl  sebapal berlkut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menslak Gugatan Penggugal seluruhnya meu setidak-tidaknya
menyatekan bahwa Gugaian Penpgugat tdak dapat  ditefima
{Miet onvenkslke Verkiaand),

2. Menclak menyatakan dem hukum  telah terjadi  keadasn
rmemaksa  flrce majeur) daam pelaksanaan Akal Pemibiayaan
Murabahah Momor PAL/2013/060 tanggal 14 Maret 2013 X
Persetufian Perubahan Akad Pemblayaan Murabahah Nomor
Restrukiurisasil)/PAL/2013/060 tangyel 20 lanuan 2016

3. Menolak demi hukum Penggugal dibebaskan darl kewajiban unadk
melaksanakan & akad pembiavaan murabahah nomer Pal2013060
tanggal 14 Maret 2013 jo. Persaijuan Perubahan Akad Pembiayasn
Murabahah Momes resirukiunsasi (1) /Pal2013060 tanggal 29 Janualri
2018,

4. Mernyalakan Pengguoal uniuk membayar sisa kewajiban Januari
2016 erbunggak kepada Tergugart,

Menalak gugatan Penggugal ik mengembalikan  kepada
Penpgupat berupa  sertpikat hak millk Mo, 741/Boyage tanggal 20
Nowember 2016 atas nama Ahmad Fahmi;

5. Memyaiakan Penggugal adalah Penggugal vang tdak benar dan
beritkad bunuk.

6. Menyatakan Tergugat adalah sebapsl pihek yang beritikad balk dan
patut dilindung ukum,

7. Menghukum Penggugat uniuk wnduk dan pah alas puiusan dalam
perkara ini.

8. Menghukum Pengpugal uniuk membayar kelwuh bisya perkara
yang timbul daam perkara aguo

Hal 16 dari 42 hal. Pue:S7/Pdi G2 030PA_Pal.

ra =

iy mar Mt Ay St bt b b sl s e e e ot b e 1 ke i Ay i " it
prbodran wn - b bl P . i

= s s s Y i e i rma - b e Sy N7 ki

e S P ey epreye e eraar. K TETTT RIT Hakiman 16

XV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pulusan. makhkamalagungogo. id

Apalila  Majelis  Hakim berpendapat lan, mohon datuhkan  puilsan
dengan seadhadilngg  (ex Segue e bana).
Bahwa unbuk rmengueatican dalil-dall gugatanmya Penggugal elah
mengaukan alal bukl ienuls benipa;

1. Fosokopi Aked Pembiayasn Murabahah Momar @ PALZO1AG0 tanggal
14-03-2003  yang dikelearkan oleh Pjs. Pimginan Cabang Palu PT.
Bank BMI Syariah. Bukbi sural tersebut telah dibed meteral cukug,
dinazegelen dan tdak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapl dakul
aleh Tergugat, oleh Ketua Majelis @beari tanda P1;

2. Foaokop Serlipikal Hak Milik No. T4LBoyaoge, KecPalu Baral, Kota
Palu, a.n. Ahmad Fahemi, tanggal 15-04-201% yang dikelearkan oleh
Badan Partanahan Nasional Kota Palu. Buki sural tergebist elah diberi
meteral cukup, @nazegelen dan lidak dapal Goocokkan dengan
aslinya karena berada di Bank BMISyaiah, dan setelah ditunjukian
kepada Tergugat, Tergugal menpakis, lahu aleh Ketua Majelis diber
1anda P.2;

3. Folo Rurmah Pengguget 4 Jalan Sungai Manonda Mo, 81 yang runbah
akibal bencana alam yang melanda Kota Palu tanggel 28 Seplember
201E, vang diketahul Lurah Boyaoge. Bukdl surat tersebut telah diberi
meteral cukup, dnazegelen lahi aleh Ketsa Majelis dibed tanda P.3;

Bahwa selain alat bukt tenuls, Pengougal telah mengajikan alat
baukai saksi masging-masing:

1. Alamsyah Bin Damin, umur 41 tahen, agama lslam, pekeraan PHS
Sekda Kota Palu, ternpat tingogal di Jalan Delima Mo, 5 Kekirahan
Boyaoge, Kecamatan Talanga, Kola Palu, & bawah sumpahoya
memberikan kelerangan sebagsi barikut

- |Balvwwa saksi mengenal Pemggugal karena saksi etanpga sekalgus
eman sejak lama |

- Bahwa selama ind satahu saksi Penggugal bekesja sebagai keryawan
swasla, distibulor yang menyaluikan barang (AK) ke woko-oko dan
retail yang mambuunkan,

-  Bahlwa semula sakss bodak I'I"E'I"IHEIEJ'H." I'I'IIE'I"IHEI13| akad muirabahah,
sekarang Daru mengentahui karena Pengguoal mencertakan bahwa

Hal.17 cdari 42 hal. Put:57/Pdi G 202004 _Pal.
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pulusan. mahkamahagung.go.id

Penggugat punya hubungan husem yaity pnjaman dengan pinak Bank
BMI Syarniah Cahang Pal

- Balwa saksi lidak mengetahs mengenal besaran angsuran dan lain-
lainnya yang berkenaan dengan Penggugal kegada BMI Syariah:

- Balwa sekarang Penggugal tmggal bersama st dan anaknya di
mmah kest Jalan Cendana. sebab mumah pribad di Jalan Sumgal
stanomda, satslah risak beral akibal gempa Bumi, sadang dBangun
kesmiali hngga kink mencapal + 6096, Sementara uman yang di Jaan
Anggur sampal sasl il masin layak huni dan ada Gga kelarganya
Y¥ANY Mensmpannya;

- Bahwa saksi ngak mengetahui Kenapa mumah di Jalan  Anggur
diterpati keluarganya, spakah disewskan steu tidak saksi Gdak
meEngetanuUinye;

- Bahlwa perkirgan saksi rehad ramah di Jalan 5. Manonda sudah habis
sekitar Rp.50.000.000.- (lima puluh ja upiahl  atae lebih karena
pembangunantya masin begjalan;

- Bahwa sebelum saksi bekerja sehagal PHS, saksi pemah bekera di
bidang pemasaran bersama Penggugal bdsn  mengetahis bahwa
penghasilan Penpgugat kbl kurang Rp. 5.000. 000.- (lima juta rpiah)
persin setiap bukan,

- Bahlwa Penggugal mampu membayar cicilan jika hanya Rp. 800,000
{delapan raius ribu nupiah);

2 woll Yulianus Finmen, umur 47 tahen, agama Khsten Prolestan,
pekerjaan Karyawan Distrioulor, tempat onggal di Jalan Towda Lig.
Sinuvy | Mo, 4 Kelwahan Talura, Kecamatan Pale Selatan, Kota
Palu;

- Bahwa saksi mengnenal Penggugal karena saksi eman  keda
Penggugat;

- Balvwa saksi sa pekerjaan dengan Penggupal Sebagai msiniburor
dalam menyalurkan barang yang berupa ban, aki, dan ol |

- Bahwa saksi kenal dan kerja bersama dengan Tergugat sudah 3 tahun
lamanya. Kami menyalekan barang-bararg lersebul ke semua
wilayah Sulawesi Tengah bagi yang membushkan;

Hal 18 dari 42 hal. Pue:97/Pdi G2020PA_Pal
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- Bahlwa kondisi ekenoml dan keuangan antara saksi dengan Penggugat
tidak sama. Sebah penghasilannya ada yang operasional berupa gaji
bulanan, dan yang bersifal bisnis berupa insentd; rata-rata sshulan
antara Rp. BODML0OD,- (delapan jula ropiah) s, Rp. 100000000,
{sepuluh juta replah) sehelwn egadings gempa vang melanda Kota
Palu dan sekilamya:

- Bahlwa penghesian operasional yang diperoleh Penggupe! sesuai
dengan Upah Minimum Kota (UME) lebin ded RBp. 20800000 {Dua
juta enam ratus ribu) sedang das bisnis henya sekitar Rp. 1.0D00000,-
{satu juta rupsah) sampal dengan Rp.2.000.000,- (Gua ja fupiah)
perbailan;

- Bahwa setahiu saksi Pengguost bdak ada pekerfaaan yang kain, kecisali
yang sudah saksi disebutkan;

- Bahwa Pengougat masih akiil bekesja sebapgai distributor meryalstan
ban, aki, dan oli seperti duby. hanya saja penghasilannya berkurang
setelah terjad gampa ini;

- Bahwa penghasilan Penpgugat kurang kebih sskitas Rp. 5.000.000,-
{lima juta rupiah);

- Bahwa jika keusngan Pengguoget  desisinkan sejumlah Rp. BO0L0O0,-
{delapan ras bu replah) dapat mempengarshi kondsi ekonomi dan
Keuangan Pengguegat |

- Bahwa saksi lfak tahu merahs mengens  masalsh utang pistang
Penggugal dengan pihak barnk;

- Bahwa saal ni Penggugatl  sedang membengun rsmah di galan S,
sanomda;

-  Bahwa saksi bdak mengetahis apakah selain mah yang misak dan
sedang dibangun, spakah saksi mempunyal nemah yang lain atag
tidak;

Bahwa unbik menguatkan dabl-dall bantahannya Tergugat telah
risengajUkan alat bukt enuls masing-masing sebagal ek,

1. Foaokopi Akad Pemiiayaan Murabahah Momor @ PAL2D1 306D tanggal
14-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pjs. Pimpinan Cabang Palu PT.
Bank BMI Syarigh. Bukii sural terseful elah diberd meteral cukup,

Hal. 19 clari 42 hal. Pue: 57/ Pdo G 2020PA_Pal.
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dinazegelen dan Elah dicocokkan dengan aslings yang ermyata
sesuai, dakui Penggugal Il aleh Ketea kajelis dibed tanda T.1;

. Folokopi  Persamjuan Pensbahan Akad Pembiaysan  Murabahah

Momar Restrukiurisasi [1)/PALIZ0L3060 magpal 25 Januas 3016,
Buki suat tersebut 1elah diberl materal cukup, dnazepgelen dan ekah
dicocokkan dengan asinya Yang emyala Sesusl, diaks Penggugat
lalu oleh Kema Majels diven tanda T.2;

. Fosckogl Sertipikat Hak Millk Mo, T4LBoyaoge, Kec Palu Baral, Kaota

Palu, an Ahmad Fahmi, tanggal 15-04-2013 yang dleluaikan okh
Badan Peranahan Masional Kata Palu. Bukh sural eraebut tefah dibsan
materal culup, dirazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinga yang
lernyara sesual, diskd Penggugar lalu oleh Kedea Majels diveri ianda
T.3;

. Foickepi Akia Pemberian Hak Tenggungan (APHT) Momor 109002013

tanggal 18 Juli 2013, Bukli sural 1ersebul elah diben melera cukup
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslings yang emyata
sesual, dakui Penggugal 6k aleh Ketsa kajelis dibes tanda T.d4;

. Fowkopi Serfipiketr Hak Tangoungan (SHT) Penngkat | Mamar

OZEI2200Z. Buki =swat  ersebut  elah dibseri meteras cukup
dinazegelen dan elah dicocokkan demngan aslings yang bermyata
sexual, dakui Penggugal lak aleh Ketwea kajelis dibes tanda T.5,;

. Fosokogl Swat dan Penggugal tanggal 20 Olkapber 201E Perihal

Permahonan Restrukiurisasi. Bkl swal tersebuat telah diber metesal
cubug. dinazegelen dan ielah dicocokkan dengan  aslingg  yang
efnyara sasual, disk Penggugat lalu oleh Ketsa Majels dberi tanda
TE;

. Foiokopi Surat Teguran ke-1 Momor S46/000002-12019441 tangpal 27

Desamber 20019, Bukili swal tersebot elah diberd meteral cukup,
dinazegelen dan Elah dicocokkan dengan aslingg yang ermyalta
sesual, dakui Penggugal Il aleh Ketea kajelis dibed tanda T.7;

. Fowsopi Surat Teguran ke-1 Momor 846/490105/202000 wngosl OF

Januan 2020, Bukd =swat terseful telah dibes melerali cukup,

Hal.20 clari 42 hal. Pue:57/Pde G2O02PA_Pal

Ay
s - B e e e -
Dl o

i e ] g e iy

T P

L T e T eI TETTEFNEIT

XXI
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dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinge yang ternyata
sesieal, dakul Penggugat lal oleh Ketsa Majelis diberd tanda T8,

b, Folokopi Sural Teguran ke-2 Momsor 8460400005 2020202 tangoal 27
Feoruand 2020, Bukdi sural tersebut telah dibed meteral cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslings yang ternyata
sesual, diakul Penggugat lalu aleh Ketwa Majelis diber tanda T9;

10. Fatokopl Surat Teguran ke-1 Nomos B46/490105/2020(151 tanggal 13
Februan 2020, Bukli sural erssbut elah diberd meteral cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinge yang bernyata
sesial, dakul Penggugat 1al oleh Kelsa Majelis Gheri @nda T.10;

11. Fatokopi Surat Teguran ke-2 Mommor BAGA90105/2020/202 tanggal 27
Fefruad 2020, Bukli sural tersebut telah diber meteral cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslings yang ternyata
sesial, dakul Pengougar 18l aleh Ketea Majelis dibed tanda T.11;
Bahwa selanjuinya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat

Bukii aksi

Bahwa agenda persidangan tanggal 8 Juni 2020 yakni uniuk descente
{pemerksaan setempar) akan welapl descente tersebut tdak  dapat
dilaksanakan karena Penggugar bdak menambah panjar biaya perkara uniuk
descente  tersebut sehingga Majelis Hakim tdak dapat memperoleh
keterangan tambahian mengenal lokasi yang dijadikan sebagal smiran |

Bahwa dalam kesimpulaniya Penggugal menyatakan letap pada
gugatan semula dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetag pads
jawaban dan bamshan semula;

Bafwa umuk lengkap dan ningkisnya isi putsan ini maka segala
sesialy yang termual & dalam berita acara ssdang merupakan bagian yang
tidak terpesahkan darn putisan ini;

PERTIMBAMGAN HUELRM

Menimbang, balvwa maksed dan wjusn gugatan Penggugat adalsh
sehagaimana berural diatas |

Menimbang, batws sebslum mempenimbangkan mengenal pokok
perkara tedebin dahulu Majelis Hakim akan mesmperimbangkan mengenal
swral kuasa dan Surat tugas wang diberkan olah BMI Syariah Momar

Hal.21 dari 42 hal. Put:57/Pde G 2020PA_Pal.
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BNISYL.GDIOLL/R tertanggal 10 Februas 2020 berikut perubahannya Nomor
BNISYL.GDIOIWR terianggal 6 Maret 2020 dan Sural Tugas Momeor
BNISYL.GDIOLLAMR terianggal 10 Februarl 2020 berkut pesubahannya
BNISYL.GOIOLLAMR tertanpgal 6 Maset 2020 kepada |
1. adr. Exit Hafiz. S.H_CLA.;
2. Bayu Septian, S.HMH_CLA;
1. Cakra Pandu Himadewa, 5.H;
4. Muchiis Kusetianio, S.H, M _H;
5. Meidana Pascadiniant , S.H;
6. ‘Wahyu Hidayat;
7. Ferdin;
8. Rendy,
Masing-masing adalsh pegawal pada PT Bank BNl Syarlah  yang
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Sedatan, Jakan HR. Rasuna
Sald Kaviing 10-11. c.g. PT BMI Syariah Cabang Pal, berkedudukan di
Jalan Prof. Moh. Yamin Moo 45, Kelwahan Taiura Utara, Kecamatan Paly
Selgan, Kota Pale, secara Dbessama-sama mawgun sendiri-sendini,
selanjuinya sebagal Tergugatl, hal inl odak beremangan dengan Undang-
undang s=hagaimana keteniean Pasal 103 Uadang-Undang Republik
Indonesia Momos 4D Tahun 2007 Tertars Persercan Terbatas yang
menenukan balwa Direksi dapat memben kuasa tertulis kepada 1 (gab)
orang karyaswan Perseroan alau leh slau kepada orang lain witdk dan alas
nama Persarsan melakuken perbuatan hukum ereniu sebagairmana yang
diurakan dalam swai kuasa. Oleh karena du yang bersangkutan dapat
diterima uniuk mewakilii BMI Syariah Cabang Pak sebagai Tergugat dalam
perkars ini

Menimbang, balhwa Majelis Hakim tedah berusaha mendamaikan pasa
pihak uniuk meryelessikan permasalahan Penggugal dan Tergugat dengan
misyawarah antara Pengguaat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan
demikian PIEH'E”HE-EEI'I p-erkara a o Elah memenuhe maksud Pasal 154
RBg.

Menimbang, batwa para pikak elah mengisi proses  mediasi
dengan mediator Hakim Drs.H. Abdul Kadr Wahab, SH,.M.H. namun

Hal. 22 dari 42 hal. PucS7/Pdi G 2020PA_Pal
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Menimbang, hahwa oleh karena Pemnggugal mengajukan tunbatan
provisi dam st baar by Viorrad maka Mageis hakim akan mempartambangsan
tedabil dahulu Mmengenal Iuniwan ersehut

Menimbang, befwa aleh kamena wniutan prosisi yang Penggugat
ajukan tersebul beskaitan langsung dengan pokok peskara maka bajelis
Hakim  akan  memperimbangkan sebagal sall kesaluan  yang  tdak
teipizahkan di dalam pokok perkara nl berdasar ketentuan Pasal 285 R
yang memungkinkan penundasn pemeriksaan unistan provisi apabila
penundasn tersebul tdak menyababkan terjadinya kerugian yang basar atau
kenugian yang tdak dapeat diperbaiki |

Menimbang, bahws WnLtan provis hans memenuhd syarat fomil,
yakind |
a  Memual alasan diajukan  wnbitan  provisl lermasuk  wigensi dan

relevansinga dengan gugatan pokok;
b Mengemiskakan dengan pelas tindakan sementara yang dimohankan;
c.  Tindakan yang dimahonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasar Paszal 191 R.By yang mengabur balwa
Pengadilan dapat memeriniahkan pelaksangan samentara kepulssannya
mieskipun ada parlesanan atau banding jika ada bukn atentik atau ada suwat
yang dituks dengan tangan yang menwt ketentuan-ketentuian yang bedaky
mempuryal kekustan pembukiian atau karena sebelemnga swdah ada
kepubisan yang mempunyai kekweatan hukum yang past beguiu juga jika ada
S1aty luniutan sebagian yang dikabulken atau mengenal tunbutan hak besit;

Menimbang, bahwa sekalipun pulesan lebih dahulu [Uvosrbaar bl
Viwrad)  tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayvat (1)
R.Byg, akan tetapl Mahkamah Agung menyarankan agar Pengadilan tnghat
pertama tidak menjaiuhian puiesan yang dapat dileksanakan lehih dahuu
walaupun digjukan perlewanan aau banding [Lvoesbasr bij Vorrad)
walaupun syarat-syarat defam Pasal 191 ayat (1) dan {2) R.Bg telah
tergenuii, al inl berdasarkan SEMA& Nomor 63 Tahun 1978 tanggal 1 Agril
197E ,

Hal .24 dari 42 hal. Put:57/Pdi G 2020PA_Pal
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Menimbang, bahwa syaral-syasal unmiuk  men@atuhkan  pulusen
Uitvoeraar bij vorrad sebagalmana ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2)
REg:

1. Sural bukli yang disjuken entuk membual gugatannya adalsh akle
olenlik alau akie i bawah angan yamng oleh Teqgugal mengakui i dan
tanda langannya paca akie terssbui;,

2. Pumsan yang didasakan Blas Suan pulusan yang elah mempurnyal
Kekuatan hiikum Telap |

3. Apabila dikabulkan suaty gugatan profesional |

4 Apabila objek gupatan adalah barang milk Penpgugat yang dikuasal
oleh Tergugat ;

Menimbang, bahws Dberdasardan  penimbangan-penimbangan
tersebhul maka tesbukn bahwa pera:.‘aruian E-EDWEH'HE.I'I& kelemuan Pasal
191 ayai (1) dan [2) RBg tersebut tidak tempenuhi, dan gugatan profesional
juga tidak dikabulkan sehingga erhadap gugaten mengenai uithaar b vomac
sebagaiman pedilum point 6 Ini palt dikesampingkan dan tdak pesiu
pertimbangkan ek lanju;

Menmibang, bahwa atas gugatan Pengguegal poin sam, duea dan tiga
Tergugal mengakil bahwa Pengguosl memiliki hubungan hukum dengan
Tergugal berdasarkan Akad Pembiayaan Muabahah Nomor PALIZ013/DS0
tanggal 14 Maset 2013 Jo Perselujusn Perubahan Akad Permbiayaan
Murabahah Nomer Restrukiunsasi (1) (PALZ0L3060 tanggal 29 Januar
2016, adapun pembiayaan ersebul diperukan unbuk pembelian 1 (saiu) uni
rurnah tinpgal dengan lsas tanah 362 M2 dan luas bangunan 159 M2 yang
berlokasi di JI. Anggus 11 No. 3 Kelwahan Boyange Kecamatan Palu Barat,
Palu, Sulawssi Tengah, dengan jaminen berspa Salu unil tanah dan
bangunan dengan bukh kepemiikan SHM No. 741 dalam Akta Pembenian
Hak Tanggungan [APHT) No. 109072013 tanggal 18 Juli 2013 yang
kemudian fert Semfikat Hak Tanggungan [SHT) Peringkat | Mo
02B32/2013.

Menimbang, bahwa terhadap gugaen Penggugal poin 4 Tergugat
mengakul batwwa benar salinan dar addendum akad pembiayaan ataupun
salinan das surat-surat todak diberikan karena seinan dapat Tergugat berkan

Hal.25 dari 42 hal. Put:57/Pdr G 202014 Pal.
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apabda ads perintaan secara lengsung dar Masabah Pembisysan
{Penggugar). Akan telapl. Pengguos! same sekal Gdak pemah meminia
kepada Tergugal terksi! denpan salinan dan addendum akad pembiaysan
alaupun Saknan das surak-Suwal lainnya iereabu, sehingga sangal tdak lepat
dan lidak beralasen  apabila  Penggugal  dalam  dalil  gugatannya
memgermasalahkan mengenal salinan dari &xed pembsayaan yang tdak
pernah dibeskan.

Menmiang, bahwa Erhadap guosMan pain 5 Terguegal mengakui
bafwa Panpgugal @lah melakukan pembayaran Secara Iancar terhsung
sejak wagpal 14 Maret 2013 samgal dengan tanggal 25 Seplember 2018
dan tidak pemah eradi wngpakan sesus si Akad Pembiayaan Murabahah
Mormar PALZOLINGED tanpgal 14 Maret 2013, kemudian tegjadi Persajuan
Perdhahan Akad Pembayaan Msabshah Momos  Restrukunsasi (1)
IPALZIIZ0ED tanggal 29 Januad 2016 bendasarkan kesspakstan para
pihak mengenal hal-hal pokak yang diinginkan dalam peranjian, yang welah
sesual dengan salah sali syaral sahiya perjanjian berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata Dan Penggugal telah menandaiangani sekaligus memparaf
tliag halaman akad tersebul, dengan demikian Penpgugstl 1elah membaca,
mengetahui sekaligus menyelujs isi dan Akad Pembiayasn tersebur.

Mensmiang bahwa teshadap gugatan Penpgugat poin 6, 7, B dan 9
Tergugal telah memberikan jawaban bahwa gugatan Pengguoal mendpakan
dalil yang tidak tepat dan tidak sesuai lakia hukum yvang ada sebab laktanya
abjek pembiagyaan ersebut yaitu remah dan bangunan yang di Jalan Anggur
Il Mo, 3 Kel. Boyaoge, Kec. Palu Baral, Palu, Sulawesi Tengah masih dalam
keadaan layak dan cukup unts deermpan oleh Pengougar, namun demisian
pacs faktanya objes pembiayasn Sekabjus agunan tersebul Gdak diesmpat
dan digunakan clah Penggupsl sebagamana mesinya, dengan demikian
sangal iidek relevan dan masuk akal apebila Fengguegal besdakh sias
kejadian iersebul Penggugal idak mampu melaksanakan pembayaran
angsuran kegama Tengugar.

Bahwa Penpgugal ielsh mengajukan penmochonan reksirukiurisasi
kepada Terpugal pada tanggal 29 Okiober 2018 wang meminia uriuk
dibenkan keringanan sehubmgan dengan kejadian gempa bumi, likuilaks:

Hal 26 dari 42 hal. Pue:57/Pde Ge20200PA_Pall
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dan sunami yvakni berupa Penambahan jangka wakia perbiayaan selama
24 bulan dengan fincian 12 bulan penama tdak dkanakan pembayaran alias
pembayaran Rp O (Nol Rupsah) dan Tahun Kedua sejumlah Rp 500,000 {ima
ramis ribu rupiah) dan Tergugat 1elah MmeryUiljE penrmofonan restrukiurisasi
Penggugal terssbul, Gndakan perselquan Tergugal yamg menngankan
pembigysan mikk Penggugat dengan melakukan restukiurisasi telah sejalan
dengan keteniuan Pesaturan Perundang-undangan yang besaku yailu Pasal
2 ayal (B) Peraran Otoiias Jasa Keuangan Nomor 45/PO0JK.0RP017
temang Perilaky Khusus Terhadap Kredt atau Pembiayean Bank Bagi
Dizerah Tenenu Di indonesia yang Terkena Bencans Alam;

Bshwa teshadap gugatan Penggugat poin 7 Tergugat memberikan
jawaban balwa Penggugal tidak cenmat dalam melakukan penalsiran Pasal
17 Aked Pembiaysan Murabahah Momor PASLISTIROED angpal 14 Maret
2013 mengenal Force Majew, setelah Tergugat telitl kembali ddalam Pasal
17 ayal [4) dgelaskan “Biamana dalam wakiu 30 har kalender sojak
diterimanya pembentahuan dmakswd, belum alau tidek ada tanggapan darl
pihak yang menerima pembesitahuan, maka adanys peristiwa terssbhut
dianggap telah disetujul aleh pikak tersebur berdasarkan ketentuan i paca
laktarya Tergugal sebagal pihak yang mensfima pembesitahusn telah
memBerikan tanggapan kepada Penggugat berspa persetujuan keringanan
pembayaran kewajiban Penggugat. dengan demikian berdasarkan Pasal 17
ayal {5) keadaan Fofoe Majeur tersebut dapat distasi sema Penggugal yang
mengalarmi keadaan memaksa wajib segers melaksanakan kewajiban-
kewsjiban yang lenunda.

Menimbang, balwe tethadap gugatan Pengougal pon 11 Tergugat
mmengajukan jawahan pada pokoknya behwa gugatan Penpgugat tidak tepet
karena Terqugal merupakan Bank Syariah yang tunduk pada ketemusn-
ketemuan Perauran perundang-undangan Perbankan Syarish dan pada
Peraturan peundangan-undangan lainnga seperti Peraturan Contas Jasa
Keusngan dan Peraturan Bl seria Menien Keuangan yang salah satunya
wamu POJE Momor 45 Tahum 20407, Tergugat telah mefaksanakan Keleniuan
terseful dan telah diterima oleh Penggugat berupa kesinganan pembayaran
dimana 1ahun Pemama Penggugal lidak dikenakan pemBiayaran alias

Hal. 27 dari 42 hal. P57/ Padi (w0 2020FA Fal.
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pembayaran Rp 0 (Mol Rupiah) dan tehun Kedus sejumlah Rp S000000,-
{lirna ratus rbu rupsah) dan lahun keoga samgai dengan lunas sesweal dengan
tabel angsuran selanjuinyga.

Menmbang, bahwa werhadap gugatan Pengougal pain 12 dan 13
Tergugat memberikan jawaban bahwa oleh karena Penggugal ielah
wanpresias alas resukiwisasi yang elah disepakan Penggugal dan
Tergugal maka Tergugal sudan sepalunya membenkan teguran kepata
Penggupat dan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 11 ayar (3) butir E Undang-
Undarng Mo, 4 Tahwen 1006 emang Hak Tanggungan Alas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjuinya disebur UL Hak
Tanggungan™) lelah tegas menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan
periama mempunyal hak ik menjual obyek Hak Tanggungan sias
Eekuasaan sendini melalu pebelangan umum Sena mengamiil pelunssan
piutangnya dari hasil penualan lersebut apabila defitr cidera janj. Dan
lakarya, Tergugat lelah wangrestasi karena tidak membayar Bewajibannya
{hutang] kepads Tergugal sebagaimana telah disepakat di dalam Akad
Pembiaysan Muraiahah Momor PALZO1I3MNE0 anggal 14 KManst 2003 Jo
Perselujisan  Perubshan  Akad  Pembiayaan  Muwwabahah Moo
Restrukiurisas [1) /PALRPOIANED tangpal 20 Januan 2016, Cleh karena
debilur cidera jani maka kredilur sebagai pemegang hak langgungan
{Teqgugar) dak periu Menungou pelinasan (U emga dan dapsl angsung
mengaukan parmononan kepata kanor leleng wtuk melakukan peklangan
abjek hak tanggungan yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa atas |aweban  tersebusl  Pengpugal  ielah
mengajukan rephlk yang pada pokoknva tetag pada guegatan semila dan ates
replik ersebul Tergugsd elah mengejukan dupliknya yang pads pokoknya
telap pada jewaban dan bantahan semua;

Menimbang, Bamwa  unuk menguatkan  galil-galil | gugelannya
Penggugal telah mengajulkan alat buki teriulis berupa bulti P21 samgai PL3
dan dua aramng saksi sedamgkan wntuk menguatken dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan alal bukh tertulis T1. Sampal T 11 dan tidak
miengajukan alai bukn saksi

Hal. 2B dari 42 hal. Put:57/Pdi G 20200PA_Pal.
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Menimbang, kahwa alat buki P-L dan P.2 tersedul mempakan Tolokop akia
di awah tangan yang elah bemmetarai cukup, dinazegelen dan tdak
dicocokian dengan aslinya akan tetapl diske ceh Tergugat, maka alat Buks
terselut kaml:luhnmyam EEPEFU akla olentik,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat diubungkan
dengan bkt PL dan P.2 dan jega dihburgkan dengan alat bukt yani
diajukan oleh Tergugat vaitu alat bukil T.1 dan T.3 wang temyala alat buki P.L
dan T.1 sena P2 dan T.3 adalah sama persis, sahingga dengan damikian
ternukn Bahwa antars Pengguget dengan Tergugat edadi hubungan hukum
dalam akad pemblayasn muabehah sejak tanggal 14 Maset 2013 dengan
kesegakatan sehesar Rp 728 960.000,- (fujubh raus dia pulsh delapan juta
sembilan ratus enam pulh by raplah), sesual Pesel 4 tentang Skar
Pembiayaan Murabahah dengan jangka wakiu pembayaran angsuran
selama 160 (Seraius detapan pulul) balan, yang terhitung sejak tanggal 14-
03 -2013 sampal dengan tanggal 13 - 03 - 2028;

Wenimbang, bahwa iguan pembiayaan Murabahah tersebet uniuk
Pembelian 1 (SEEaU) wit Rumah tnggal sesual SHM No.T41/Boyaogs
tenanggal 20 Movemiber 2006, leas tanah 362 M2 dan luas banguman kurang
lebin 159 M2, vang berlokasi di Jalan Anggur Il No.3 Kelurahan Boyaoge,
Kecamatan Tatanga Pale Sulawesi Tengah, dangan rincian pembiayaan
sebages berikut :

- Hesga perolehan | rumah : Rp 450,000,000 -
- Uang muka 38,89 persen | Rp 130.000.000.-
- Parnblayaan Bank - Rp 320000.000, -
- Keuntungan Bank (margin) : Rp 4DEDED.OOD, - Harga jual Bank
[maksimun pembiayaan Bank) : Rp 728.960.000 -

dengan @amingn berupe sabu unit tanah dan bamgunan dengan bukii
kepemilikan SHM No. 741 ates nama  Ahmad Fahmi yang ditaliskan dakam
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Mo, 10002013 wanggel 18 Jub
2003 dan  Senifikel Hak Tenpgungen (SHT)  Penngkat | Mo
02E32/2013 sesual bukil T.3, T4, T5;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin yang selanjunya telah dibantah

oleh Tergugal, maka beslaku kelemuan Pasal 783 REBg secara berimbang

Hal.2% dari 42 hal. Pu:S7/Pdi G 2020PA_Pal
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kepada Pengpugat dan Tergugal, yaill eauk menguatkan  dalil-dalil
gugatannya Pengougal berkewspban mengajukan alst bukii dan uniuk
menguarkan daki-dakl bantahannya Tergugal juga berkewajiban mengapkan
alat baikai

Menimitang, bahwa selanjuinya terhedap slar bukti P yang telah
diajukan oleh Pengouoal meke Majelis Hakim akan mempemimbangikan
balwa buskdi P.3 merspakan Tato umah Penpguoat yang berads o Jalan
Sungal Mananoa yang sementara berada dalam s181us rehaly akibal adanya
gempa, sunami den likuilaksi Palu, dan alat bukii tersebut sekalipun elah
diakui oleh Tergupst stau satdak-bdaknya tidak dbaniah oleh Tergugat,
sena alar bukdl tersebul dimaksudkan oleh Pengougat uniuk menguatkan
dalil gugataniya mengenal kebdakmampuan Penggugs! uniuk membayar
pinjaman Pengougal karena rumahnya dalam kondisa rusak beral akibat
gempa buri, kwfaks munami, sshingga tdak mampu membayar karena
keuanganrya masih diperunskkan rencvasi remah terssbu

Memnmiang, Dalvsa meskigun alal bukli P.3 ni ddak dibamah oleh
Tergugal akan tetapi termadag alat buktl nl tdak ada relefansings dengan
poin gugatan  Penggupal  yang  hares  dibukiikan,  kKarena  pakok
permasalahannya bukan besada pafa rumeh yang sedang  direnolasi
tersehut, melainkan di rumah yang berada oi Jalan Anggur 1 Momor 3
Kelwahan Boyaoge, Kecamatan Tatange Kola Palu ssbagai  jean
pembiayaan murabahah dan juga sebagai agunan, sehingga bukl toio P.3
tersebut tidak pedu diperimbangkan bebit lanjut dan hans dkesampingkan;

Menimbang, balwa selanjuinya terhadag alar bulkdi saksi sersebut
dipemimbangkan, bafwa saksi perlama dan kedua Penggugal sucah
dewasa, besakal sehal, gan sebelum memBerikan keterangannya telah
hersumpah terlebin danulu, diperiksa secara temisah san persars sehingga
miemmenu yarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimirang, balwa Saksi  peqama  Penggugal yang  bernama
Alamsyah bin Damin membesikan ketesangan yang pada pokokrya;
- Bamwa saksi mengenal Penppuost kerena sakss tetanpga sebalius

1eman sejak lama

Hal A0 dari 42 hal. Put:S7/PdG 20200PA Pal
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Bafwa selama ini Perggugal  bekera sebagal karjawan Swasia,
deatribaitor yang mevyalurkan barang (AkD ke toko-toko dan retail yang
mefmbatuhkan;

Bahwia samula saksi tidak mengetahul manganal akad antara Penggugat
dan Tergugal, sekarang ban  mengeishul  kerena  Penggugal
mencaritakan balwa Penggugal puriya hubungan hukun yaitu pinaman
dengan pihak Bank BNI Syariah Cabang Palu;

Balwa saksi lidak mengetahul memngenal besaran angsuran dan |an-
lainrya yang barkensan dengan Pengougal kepada BRI Syariah;

- Bafwa sekarang Penggugal tinggal bersama istn dan anakmyga di amah
kost Jalan Cendana, sebab rumah pribadi di Jakan Sengai Manonoa,
setelah fusak berat akibal gempa bisve, sadang dibangun kembali hingga
kini mencapal + 60%. Sementara rumah yang di Jalan Anggur sampai
s@al ini masih layak huni dan ada tga keluarganya yang menempatinga;
Balwia saksi tidak mengetahul kenapa remah di Jalan Angoue diternpati
kelarganya, apakah disewakan alau tidak saksi tdak mengetahunya:
Balrwa perdiraan saksi nehan mmah & Jalan 5. Manonda sudah habis
sekitar Rp.50.000.000,- (ima pulih juia rupah) stau lebih karena
pembangunannya masin bengalan;

Balwa sebelum saksi bekerja sebaga PNS, saksi pemah bekena di
bidamg perasaran berzama Penggugatl bdan mengetahis  bahwa
penghasilan Penpgugat kebih kurang Rp. 5.000. 030, {ima juta rupiah)
bersih setap bulan;

Bahwa Penggugal mampu membayes ciclan jika hanya Rp. 800.000
[delapan ralus fbu rugiah);

Menimbang, bahwa selanjuinya saksi kedua Penggugal yang
bermama Yoli Yukanus Firman, memberian kelsrangan yang pada
pokoknya sebapai barikut:

Bahwa saksi mengensnal Penggugal karena saksi teman kefa
Pefggua;

Bahwa saksi  sale pekerjpan dengan Penggupsl sebagal dstributor
dalam meryalurkan barang yang bemupa ban, aki, dan o ;

Hal. 3 dari 42 hal, Put:57/Pdi G 2020PAPal
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Balwa saksi kenal dan kera bersama dengan Tergugal sudah 3 tahun

larmanya. Kami menyalurkan barang-barang tersebul ke semuea wilayah
Sulawesl Tengah bagl yang membuihkan;
Balrwa kondisi ekomomi dan keusngan antara saksi dengan Penggugst
fidak sama. Sebsh penghasilannya ada yang operasional berupa gaji
bulanan, dan yang bersifal benis barups insentd, rata-rata ssbulan
@ntara Rp. B.ODIOO0- (delapen jula rupiah) sid. Rp. 10.000.000,-
[sepuluh juta rupiah) sebeburm terjading gemmpa yang melanda Kota Palu
dan sakitamya,

- Balwa penghasilan operasional yang diperoleh Penggugal sesuwal
dengan Upah Mnimum Kota [UME] lebin dan Rp. 2.600.000,- [Dea juia
enam rets nbu), sedang das bisnis hanya sekitar Rp. 1.000.000,- (sai
juta rupiah) sampal dengan Rp.2.000.000.- [dua juta rupiah) perulan;
Batrwa setahu saksi Penggugat tidak ada pekerjaaan yang lain, kecuali
yang swdah saksi dsehutkan,

Balwa Penggupal masi akil bekerja sshagal disribuior menyalukan

ban, aki, dan oli seperti dulu, kanya sajs penghasilannya berkurang

setelah tefadi gemga inl;

Balwa penghasilan Pengougat  kurang lebih sakites Rp. 5.000.000,-

lrina juta rupian),

Balwa jika keuangan Penggugar disisiikan sejemiah Fp. B00.000,-

[delapan rafus rbu rupiah) setap bulan dapst mempenganhi kondisi

ekonomi dan kewangan Penggugat |

Bathwa saksi tidak tahu menahu mengenal  masalah utang pisang

Panpggupal dengan pihak bank:

Balwa saal inl Penggugal  sedang membangen rumah & jalan S.

Kanoriia;

Balwa =aksi ndak mengeiahui spakah salan remah yang msak dan

sedang dibangun, agakah saksi mempunyal rumah yang lain atav tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelerangan dua orang  saksi

Penggupal tersehut termyata keduanys hanya mengetahul  mengenal
pekerjgan Penggugal dan penghasilan Pemggugal sekitar Bp. 5.000.000,-

{lima juts rupiah}, dan saksi periama menyatakan bahwa Penggugal mamgu

Hal. 32 dari 42 hal. Pue:57/Pdi G 2020PA_Pal.
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memayar pnjaman ersebul kepada Tergugal sebasar Rp. B00.000,
{delagan raius ribu rupiah) persbulan sedangkan saksi kedea menerangkan
balwa apabila Penggupsl membayar kepada Tergugal Rp. BO0.000,-
{delagan ratus by roplab) perbdlan maka akan mempengarshi koncisi
perekonamian Terguyal, & Sampng iy para Saksi menerangskan balwa pada
=aal ini Penggugal sementara membangun remah yang berada di Jalan 5.
Manonda yang semula rusak berar akibat gempa, [Ewiaksi dan Sunami

Menimbang, bahwa selanuinya teshadap akad yang diakukan oleh
Penggupal dan Tergugat yakni akad murabshah bil wakalah maka Majelis
Hakim memperimiangkan balwa akad Murahahah yang diprakiikkan pada
Lembaga Kesangen Syarish dikensl dengan murebahah bil wakalsh atau
murabenah |i al-gamir bi al-syira’, yaiu ranseksi jual beli di mana seorang
nasabsh datanyg kepads pihak Lembags Kesangan Syariah  uniuk
miembelikan sebuah komaditas dengan kKitena tertentu, dan i beganji akan
memoeli komodilasharang tersebul sacara murabahah, yakni sesual harga
pokok pembelisn diambah dengan tngkal keuniungan yang dsepakst
kedua pihek. Pihek BMI Syarah  mewsakilken kepada pembel [nasabah)
dengan akad wakalah wniuk membel barang dan pihak ketga (suppker) dan
setelah i melaksanakan penjanjian murabshah, terakhic nasabah akan
melakukan pembayaran secara cicilan berkala (fagshith) sesuai dengan
kemamguan inensial yang dimili.

Menimbang, bahwa Mursbahah masuk kategor jusl beli muhiag dan
jual beli amanal, Deebut jual bel muhiag karena obyek akadnys adalah
barang [ain} dan uang (dain). dan termasuk kategor jual bel amanat karena
dalam proses ransaksinya penjual diharuskan dengan juur menyam pakan
harga perslehan [al- aman al-awwal) dan keunungan yang diambil ketika
aka.

Menimbang bahwa sebuah perjanjien stau akad adalah sah jika
miemenu ketenuan Pasal 1320 Kitabh Undang-undeng Hukum Perdata,
YRIU Afanya kesepakalan kehendak, kecakapan berhuat husosm, obyek
1enentu dan kausa yang haelal, yang e selasas dengan ketenbuan dafam
Pasal 2B fyat (1) Kompilasi Hukum Ekonormi Syariah yang berbunyi bahwa
akad yang sah adalah akad yang 1erganuni kun gan Syara-syaraiiys yans

Hal 3% dari 42 hal. Put:57/ P G 20200PA_Pal
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[1) Pihak-pihak yang berakad memibki kecakapan dalem melakukan
perbuatan hukum; (2) Obyek akad mengenai hal yang dhalalkan, (3] Tujuan
akad uniuk mamenuhi kebuushan hidup dan pengembangan usaha masing-
masing pihak yang mengadakan akad dan {4) Adarya kesepakatan;

Menimbang. bahwa sebalinya, akad tdak ssh dinyatakan dakam
Pasal 26 Kompbasi Hulkim Ekonormi Syarlah adalah akad yang berentangan
dengan Syasial lslam, Peraiuran Perundang-urdangan, ketertiban amum,
dan kesiisilazn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alan bukn ienshs sepapgamana ielah
dipemimbangkan, ierbuki bahwa aked dalam murabahah bil wakalsh
dilakukan dalam dus tehap atau dua akad yakni akad wakalah dan akad
murabanah (berdasarkan bukd Pl dan T.1), Pemberian wasalah dalam
tansaksi murabahsh juga sesual dengan  Fatwa DSN-MUL Mo, G0DSN-
BMLW2000 entang Mwrabahah juncio Pasal 119 Komplasi  Hukum
Ekonomi Syasiah (KHES) pada pokokiya menyatakan: “jika penjual hendak
mewakilkan kepada pembeli unituk membell barang dari pihak ketiga, akad
jual bek murabanah hans dlakukan setelah basang secara prnsip menjadi
milik penjual” Secara eksplisit depat dkataken bahwa akad wakalah harus
dilakukan sebelum akad murabahah, kafena jika secara prinsip barang harus
sidah menjadi milik penjual (BMI Syanah), maka wakalah harus sudah
dilaksanakan sebelem akasd muwrabshah diaksanakan. Meskigun i dalam
lakia bafwa akad murabahah deandatargani barsamaan dengan wakalah
yaki pada tanggal 14 Maret 2013 akan tetapl dalam dua akad yang
berbada, balvwa oleh karena kediea skad tessebil 1elah dilaksanakan gatd
demi sa, maka Majelis Hakim menamukan takia bahwa semua riken dan
syaral akad 1elah tepenuhi dalem peranjian yang dibual Penggugal 4an
Tergugat dan tdak menemukan hal-hal yang menvebabkan ketidaksahan
akad, sedangkan mengenai rangkap sebagaimana dalam Pasal 22 akad
lersebiil termasuk teknis, dan Briyala Penggugsl [uga mengakui sudah
menerima sail rangkap dan akad tersebul meskipun penerimaannya sudsh
berselang wakiu, sehingga terpemihi kesentuan Pasal 22 tersebut, dengan
demikian maka harus dinyatakan balwa perjanjien murabahah bil wakalah
aritara Penggugat dan Tergugat adalah sah.

Hal. 34 dari 42 hal. Pue:S7/PdrGr2020PA_Pal
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Menimbang, bendasaman ketentuan Pasal 18 akad murabahah
lersebul  apabila terjad  perselisinan  maka para  pihak  bersepakat
menyelesaikan dangan musyawarah, akan tetapl jika 30 han kakender sejak
dilakukan penyelesaan secara musyawargh dan muolakal odak tescapai,
maka para pihak sepakal menyelesaikannya melals Pengadilan Agama
Palu, dan oleh karena kesepakatan secara musyawsarah tidak tercapa maka
Pengguyst mengajukan perkara inl ke Pengadilan Agama Palu, tindakan
Panggupal mengajukan perkara ke Pengaddan Agama Palu in sejalan
dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Momor 3 tahun 2008 t2ntarg
Perubahan atas UL Mo, 7 Tehun 1980 tentang Peradilan Agama yang
menagaskan bahwa kewenangan Peradilan Agama adakah memenksa,
memutus, dan menyelesaikan parkara di ngkal penama anass crang-orang
yang beragama (slam di bidang; Perkawinan, waris, wasiat, hiah, wakai,
zakat, nfag, shadagah dan  ekonomi syar'sh. oleh karena antara
Panggupet dan Tergugat lidak tercapal musyswarah mufakat, karena
sengketa mengena ekonomi syamah adalah merupakan  Kewenangan
Pengadilan Agama. Oleh karena u Pengadilan Agama Pall benwenang
menyelesaikan sangkela ereebu

Menimbang, bahea terhadap akad Murabahah Momor PALIDILEDED
tenangpal 14 Maret 2013, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi;

Ayal (1). Para pihak dibebaskan dan kewsjiban uriuk melaksanakan (si akad
ini, baik sebagian maupun keselurahan, apabila kegagalan atau
keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan
keadaan memaksa (larce majewns),

ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeurs) adalah
gesuall perisiwa alau keadaan yang tefadi dluar kekuasaan atau
kemampuan salah saty s18u para pihak, yang mengakibatkan salah
galy atay para pihak tidak dagat melaksanakan hak-hak dan atau
kewajban-kewajiban sesual dengan ketentwan dalam gerjanjian ini,
Eermasuk namun tdak terbatas pada kebakaran, bencana alam,
peperangan, aksi militer, huni-hara, makapetaka, pemogokan,
epidemi dan kebijaksanasn maupun Peraluran Pemerintah atau

Hal. 35 dani 42 hal. Put:57/Pdi G 2020PA_Pal
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penpueasa Selampal yang secara langsweng dapat mempenganhi
permenuhan pelaksanagan perjangan |

sehingga hal ini menurel Pengguegat bahwa Tergugat melakakan wanprestasi

terhadag Pasal ini,

Menimbang, batwa of dalam jawabanngs TerguQat mengatakan
batwa Penpguoat Gdak cermat karena & dalam 17 ayet (4) dijelaskan
“Bilarnana dalam wakiu 30 han kalender sejak diterimanya pemberitahuan
dimaksud, belum atau tidsk ada tanggapan dari pihak yang menesima
pembertahuan, maka adanya perstiwa tersebut dianggag telah dsetujul
olah pikak tarsebut” berdasamkan kelemuan de pada fekiamygs Tergugat
sebapa pihak yang menarima pemberitahuan telah memberikan tanggapan
kepada Penggugal berupa perselujan kernganan pembayaran kewajiban
Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (5) keadaan Force
Majaur tersebu dapal dimasi serta Penggugat yang mengalami keadsan
mefmaksa wajl segera melakaanakan kewajiban-kewajban yang terunda

Menimbang, bahwwa dalem Pasal 41 Komgilasi Hukum Ekomami
Syarlah dijefaskan mengenal syarat-syaral bahwa perisiwa yamg bermasuk
keadaan memaksa yakni, peristwa tersebul haruslah penstiva yang tidak
dapat  didwega  ssbelwmnya,  peisiwa  tersebut odak harus
dipenanggungjewabkan kepada pihak yang hams memenuhi - presiasi,
peristiwa, terjad di luar kesalahan si pihek yang harus memenuhi prastasi
dan yang lerakhir pihak yang hanis memenhi presiasi ersebul tidak
Bearitikad busuk,

Menimbang, bahwa Pasal 1444 KUH Perdata menyebutkan
L Jikia barang lerientu yang menadi bahan perjanjian, musnah, @k lagi

dapal diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekal tak
dikatahui apakah barang Mu masin ada, maka hapuslah perikatanmya,
asal barang fiu musnah atau hilang di luar salahnga =i berutang, dan
sebelum ia lala menyerahkannya.

2 Bankan meskipun =i berutang lalal menyerahkan sesualy barang
sedangkan ia lidak telah menanggung terhadap kejadan-kepadian yang
1ak terduga, pedkatan hapus jka baramgnya akan musnah secara yang
sama di tangan = berpisang, seandainga sudah diserahkan kepedarya.

Haal. 35 dari 42 hal. Pue: 57 P G2020PA_Pal.
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a Si perulang divajibkan memBuklikan kejaman yang tak enluga. yang
drnajukan fiu.

Menmbang, bahwa MMajelis hakim akan melaksanakan descenie
unbik memendhni keternuen Pasal 180 RUBg akan etapl sescents ersebis
tlidak dagal dlaksanakan karena samgal baias wakiu penundaan sidang,
Penggugal oidak membayar lambahan panjal bisya perkara yang Aakan
diperuniukkan pelaksanaan descene, adapun baya lersebu diamaranya
dipenniukkan uniuk biaye pembersshuan kelrahan saemgal wiuk saksi-
saksl oan  wntuk ransporiasi Magslis Hakim mengu ke tempatl objek
descente dengan mengacu kepada SEMA Momoer T Tahun 2001 dan SEMA
Momaor 3 Tehun 2018 ©

Menimbang, bahwa berdasar jewaban Teqgugal yang tidak dibantah
aleh Pengoegal 4an Kelerangan Saksi perlama Pengougal yang menyaxan
Daltwa rumah Penggugal vang berata & jalan Anggur 11 Momor 3, Kelurahan
Boyaoge masih kEyak huni dan hanya resek rngan aiau sedang karena saal
ini fuman ersetut masin ditempati oleh keluanga Pengougat |

Menimbang, bahwa ok mengeatkan  dall-dall | baniahannys
Tergugat telah mengajukan alat bukdi berupa bukd T.1 sampai T 11 dan
terhadag alat buks T.1 dan T.3 telah dipenimbangkan sebelsmnya. sehingga
tidak perl diperimbangkan kembel. sedangkan terhadap alat baka T.2 , T.4
ningga T.11 oleh karena telah benmeteral cukup, dinazegelen fan sesual
dengan aslingg sena diakul cleh Pengguoat maka alat bukni dapst berdin
sendini |

Menimbang, bahwa besdasarkan jewaban Tergugal, saksi-saksi
Penggupgat dan alal bukdl T.3, T4 dan T.5 1esebul maka erbukti balna
rurmah di jalan Anpgur | Momor 3 Kelwahan Boyaoge sehagai objek akar
pembiayaan murabahah vang diagunkan kepada BMI Syanah cabang Palu
dalam katagon Kesdaan nusak ringan alau sedang dan masin layak huni
sena dapal deempati wntuk tempat tinggal dan sast ini sedang diempati aleh

Eeluarga Penggugal, maka terhukl barwa meskipun gempsa bumi, lEutaksi
dan tsunami lenmasdk force majeur temporal Smana terhadap pemeniunan

prestasi dari konfrak tersebut tdak mungkin dilakukan wnbuk sementara
wakilu sasl terjadi bencana tersebut, dan ditingau das segi pelaksanannya

Hal. 37 clari 42 hal. Put:57/Pdi GO 20200FA_Pal

il

= gy i

e

L LT T W TR SR S TEITEPSNEIT

XXXVII

b e i =3 [ S Y el



[
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adalah termasuk force magaur relatl wang dalam hal ik pemenuhan prestasi
Secara mormal ndak I'I"II.I1gk.|I'I clilakidan, walmpun gacara dak normal magih
mungkin dilakukan, atau dengan kata lain, karens =rjaf peisiisa erieniu
wakm gempa bumi, likuitaksi dan tsunami. dimana satelah perisiwa erasbo
Berhent, maka prestasi dapar dipenhi kesmbali;

Meninbang, balwa di semping it akibar gempa b likuitakal dan
ISunami lersebul Gdak memusnahkan umah yang menadi obyek akad
miwrabahah dan ael:algua BEEAB.I;E| afunan dalam akad murabahah ersebit,
sehinpea ininya bukan darl gempa bumi, Bkaitaksi gan seami akan etap)
akibat dari peristiwa tersehut yang tidsk memesnahkan umah,  sehingga
perjanjian atay akad belum berahi dan cheh kerena di galam cbjek akad
rrwabahah sebagaimana Pasal 17 ayat (1) dan ayet (2}, vakal rumah di jalan
Anggur Il Momes 3 Kelurahan Boyaoge tidak musnah, dengan demikian tidak
ferbukt terjad dajam objek akad murabahseh tersebut, sedangkan salah satw
peryebabh berahirmya akad murabahah yakni apabila objek pada perangan
akad musabahah hilang atay mesnah dikarenakan force majeure dan tidak
acdanys itkad burek dan debitur, dengan desmikian akad musabahah terssbut
rnasin tetap berlaku dan belsm berahs sebagaimana ketemuan Pasal 1444
KUHPerdata |

Meninbang, bahwa selanuiiys dea bulan setelah tesjadk gempa
Bumi, likuitaksl dan tsunami Penpgupst menyampaken kepada pihak Bank
BMI Syariah pusal & Jakara mengenal keadaan 1ersebut kemusdian Tergugar
rnermberikan sual jawaban sesual suratmya Mo PalXIy 130002019 tanggal
28 Dezember 2019, yang iujeanya  memanggl  Penggegat  uriuk
memecahkan kesubkian akibat dﬂ.l"l'ﬂ'_'lﬂk bencana afam Erdabot, ml’l}'&
keadasn memaksa (force mageure), sehingga lefadilah restruliunsasi kedua
tanggs! 29 Okiobar 2018 telah terjas restukivrzas: pembayaan dengan
jangka wakiu pemiiayaan selama 24 bulan dengan rincian 12 bulen partama
sehesar B 0,- dan ik 12 bukan kedus sebesas Rp. S00.000.- (lima ratus
ribu rupsah), hal ind sejsian dengan Pasal 125 (1) Hompilasi Hukum Ekenomi
Syariah yang menyebutken behwa: [1) Penjusl dapa: melakukan korersi
dengan membual aked baru bagl pembel yang lidak bisa medunasi
pembisyaan murabahahnya sesusl umlah dan wak yang telah disepakani,

Hal 38 clari 4F hal. Put: 57 /Pl 20200PA_Pal
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{2) Penjual dapai membernkan polongan das el kewajban pembayaran
kepada pembel dalam aked murabahah yvang telah melakukan kewajiban
pembeyaran cicilannya dengan lepal wakiu danfatau  pembeli yang
mengelami  penwunan  kemamguan  pemBayaran. (3} Besar  pobongan
sebageimana dimaksud pada ayat {2) di atas dserahkan pads kebjakan
penjeal. Selanjumys di dalam Pasal 126 menyebutkan balwa Penjual dapst
mielakukan penadwalan kemiall tagihan muwabahah bagi permbel vang tidak
biza melunasi sesuai dengan jurmkah dan wakiu yang telah dsepakat dengan
EeleniEan:

A Tidak menamban jumian tagikan yang erssa;

b. Pemmiblabanan bisya dalam proses penatwalan kernbali sdalah biaya nil;

¢. Perpanjangan masa pembayaran hans berdasarkan kesepakatan para
pihak.

Meninbang, bahwa Pasal 127 Penjual dapal meminta kepada
pembel uniuk menyedakan jaminan atas benda yang dipalnya pada akad
miwabanah, Can sesusl pula dengan Farwa Dewan Syanah Majelis Uama
Indanesia Nomor 2B DSK-MUIA2005 entang Penjadealan Kembali Tagiban
Muwabahah, dimana LES boleh melakukan penjadwalan kembali tagikan
miwabahah bagi nasabah  yang odak  bisa  menyelesaikanmelmasi
pembiayBannya Seswal jumilah oan waklu yang lelah disepakan, dengan
Eelenean Gdak menamsian jumian tagihan yang 1ersisa, pembebanan Haya
dalam proses penjadwalan kembali biaya nil.  perpanjangan  masa
pembayaran has berdasanan kesepakatan kedus belah pihaks

Menimbang, bamwa dengan adamys restrukiurisasi ereebul maka ada
ketinganan yang diberkan olah pihak BMISyariah sehingga force majeur
temporal dalam gemga bumi, lkuidaksi dan swami swdah dapat distesi,
tedehit lagi rumah yang menjadi obyek pembsayaan akad murabahah tdak
missnah, dengan demikian hagi kedua belah phak bas Penpgugat madpan
Tergugal beskewajiban unbuk memenuhi presiasi teraebut;

Merenbang, bamwa o samping i berdasarkan tatwa DSM Nomor
ATDSM-MULIVZD05 Tentang Penyelesaian  Pltang  Murshahah  bag
Masabah Tidax Mampu Membayar yakni balhwa LES bbileh melakukan
peryelesaian  (seblemmant) musabahah bag nasabah yang tdak bisa

Hal. 3% clari 42 hal. Poe:57/Pde G 20200 Pal.
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g

menyelesaikanmelunasi pembiayaannys sesual jumlah dan wakil yang

1elah disepakat, dengan keteniian:

a  Obyek murabahsh alau jaminan lainnya Sual oleh nasabah kepada
atau medalui LES dengan harga pasar vang dsspakati;

b.  Masabah melunasi sisa utangiye kepada LKS darl hasil penjuakan;

. Apahila  hasil  penualen melebii sise uteng  maka  LKS
mengembalikan sisanya kepata nasabah;

d.  Apabila hasil penjusian lebih kecil desi sisa utang maka sisa wiang
tetap menjadi utang nasabah;

& Apahila nasabah tidak mampu membaygar sisa utangnya, maka LES
dapat membebaskaninya.

Menimbang, bahwa berdasakan penimbangan  maka phak BRI
Syarlah bersenang untuk menjeal tanah dan bangenan yamg mengadi
jarninan sehagaimana bukli T3, T4 dan T.5 dan kepada Pemngougat
berkewajiban unuk menyerahkan jaminan yang dimeksod kepada Tergugat
dan mamenuhi presiasi tersebut:

Menimbang, balwa Majelis hakim perly mengetengahkan dall syaril
Alqueran Qg Al lsra’ ayat 34:

o sgEll 3l sl 1585k
Uata:
Dan penuhifah panji. Sesungguhnga jani i pest @Gminta perianoEungan
jawabmya (alEraV17:34);

Menimbang, bahwwa emmyata Penggugal membayar hana Sampal
pada tanggal 25 September 2018 dan meskipen sudah ada restrubiurisas
shagaimana bukli T.Z2 dan. bukd TG mamun erbukd Mogoae Sast i
Penggupet belum permah melakeken kemball permmbayaren  terhadeg
Tergugal, sehingoga Tergugal membsrikan swal eguran  ke-1 den teguan
kedua sebagaimana buki T.7, T.8, dan T.9 serta T.10, sedangkan rmenuut
para saksi bahwa gagi Penggugal sefien bulan sekiter Rp. Rp. 5.600.000,
{ima juts enam rafus ribu rupa) hingge Rp. 10.000.000- (sepulsh juta
mupigh), sshingga secera finansial Penpgugal mampu uniulk  memmibayar
cicilan tersebut, 1etapi justu  Penggugal lidak membayar dan  lenin
mementngkan merenolasi rumah Pengguost yang berada & jalan S,

Heal 40 clari 42 hal. Pae:S7/Pdi G 2020PA_Pal.
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Manonda danpada membayar angsuran, dengan demikian ierfbukni bahwa
Penggupal tidaklah ada etkal baik uniuk meryelesianimelunasi hulang-
nutang rersebut sekalipun sudah diberikan kelonggaran aleh Tengugal secara
berjenjang dan Rg. .- (nol rupiah) peda tabun pertama, Rp. 500.000.- Jima
ramis ribu ruplah) pada tahun kedies @an selanjulnya peda tahan ketiga miskaj
normal sepert semula;

Menimbang bahwa kajelis hakim memandang pesdu mengetengahian
hadist Mabi Muhammead S50 yang berburnyi;

A J:T’“ﬁuiﬂ”" a2z alll 531 el 4wt Jissl 35l 5
Artinya: "Barang siapa memingam harta manusia dan dia ingin
meambayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang
siapa yang meaminjamnya dan dia bdak ingin membayarnya,
maka Allabh akan menghilangkan harta tersebut dannya. ™ {(HR
Al-Bukhaari na. 2387);

Menimbang, bahwa  berdasarkan  penimbangen-penimbangan
tersehut maka Penggegat patut divgataken Gdak mampu membukikan dakl-

dalil gugatanrya s=shingga petium  sgar sselursh  gugslan Penggugat
dikabiukan harus ditolak;

Menimbang, batwa oleh karena gugatan Penpgugal ditolak. maka
Penggupal 1etap berkewajian wniuk melunasi hutang-hulangnya kepada
Bank BMI1 Syariah sesual akad Murafiahah bibvakalah MoPel/DED tanggal 14
Masel 2020 dan resirukiurisas) (L)PALIZ0LTDED tanggel 29 Januan 2016,

Menimbang, bahwa aleh karena Pengguoat adalah pikak yamg kakah,
maks berdasasken ketentuan Pasal 152 BBy, Penggugal dhukum uniuk
mernirayar bigya perkara ini;

Menginat segala Kelenean Peratwan Pemundang-undangan sera
hakum syar'l yang bekaitan dengan perkara ini ;

MEMGADILI

kMenalak gugatan Penggugal uniul selunhnya;

(=9

Hal.41 clari 42 hal. Pus:57/PdiL G 2020PA_ Pal
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2. Membebhankan kepada Pengguost umuk membayar biaya perkara ind
sepurnlah Rp. 366.000.- (liga retus enam puluh enam nbu rupah);

Demikian Gpulugkan dalam musyawarah Magelis Hakim Pengadian
Agama Palu pada had Kemes tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 04 Dzulka'dah 1441 Hijriah olen Hj. Muwaligoh, S.H., M.H.
sebapai Ketua Majels, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H_ dan Dra Hj.
St Sshihah, SH., MH, masing-masing sebagal Hakim Angpota, puiusan
tersenul ducapkan pada harn il juga dalam ssdang 1erbuka urnilk wmam e
Kea Majelis beserta para Hakim Angoola tersebut, dan didemgingi obeh
Drs. H.A Kads, MM, sebagai Panilera. dengan dihadiri oleh Pengguegal dan
kwasa Terguost

Hakim Angoota Ketua Majelis,

Dws. H. Abdud Kadir Wanab, 5.H, M.H. Hj. Muwwaligoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. 51 Sabiha, SH_, MH,
Fanitera,

Dr=. H A Kadir, MUH.
Perimcin biaya

1. Pendaltaramn Rp 20 000,00
2 ATKE Perkara 'Rp G0.000 00
3. Pamggilan ‘Rp  240.000,00
4. PHEP Panggilan (Rp 20000300

3. Pedaksi I Rp 10,000, 00
6. Meteral LBp 600000
Jumilah !Rp 36600000

(ga raius enam pulih enam ribu nupieh);

Hal.42 dari 42 hal. Pue:57/Pdr G 20205PA_Pal.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagungogo. id

gy rpastalil (R ammatr g g s = il
L= dela Vot st = il T e e —— - . - [T
D= o e g vl e e - el e oy iy L
- Hakman 4.2

L T e TS S IS S TETTE R EN]

XLII



Lampiran 3. Biodata Penulis
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. DATA PRIBADI

AN O

7.

. Nama Lengkap

NIM

Tempat/Tgl. Lahir
Agama

Warga Negara
Pekerjaan

Alamat Rumah

Email

8. Nomor HP

B. PENDIDIKAN FORMAL
l.

2
3.
4. UNSOED

SD
SMP
SMA

: Fina Mafatikhul Khilmi

: 234120200012

: Banyumas, 30 Mei 1996

: Islam

: Indonesia

: Karyawan Swasta

: Jalan Flamboyan No ‘4 RW 004 RW 003
Kelurahan Sumampir, Kecamatan
Purwokerto Utra, Kabupaten Banyumas.
Kode Pos 53121

: finahelmy6@gmail.com

: 085600006437

: Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto (2007)
: Al — Azhar Banjar Patroman (2010)

: SMK Widya Karya (2014)

: S1 Hukum (2022)

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Januari 2026
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